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TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilédwakalimat yang berasal
dari bahasa Arab namun ditulis dalam bahasa lgkiapun penulisannya
berdasarkan kaidah berikut

A. Konsonan

‘ = Tidak dilambangkan | o= | =dI
< =b L | =th
@ | =t L | =dh
@ | =ts ¢ | =* (koma menghadap ke ata5)
< = ¢ | =gh
g | =h T {Eu
¢ | =kh =g
3 =d d | =k
3 | =dz -]

o | =7 =
® =z U =n
o | =8 s | =w
o | =8y o =h
o= | =sh s | =y

Hamzah £) dilambangkan dengan alif, apabila terletak dilaveda maka
mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun alzsaierletak di tengah
atau akhir maka dilambangkan dengan tanda komeasli(g dan koma di atas

yang dibalik (‘) untuk pengganti lambang hurgf .

'Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Iimiyatules Syari'ah. Tim Dosen Fakulatas
Syari'ah UIN MalangBuku Pedoman Penulisan Karya lImi@alang: t.p, tth ), 42-43.
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B. Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal fathahditulis dengan “a”kasrahdengan “i”",dlommahdengan “u”.
sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis adermgra vokal (a)
panjang dengan &, vokal (i) panjang dengan i dikal\(a) panjang dengan Q.

Khusus untuk ya' nisbah, maka tidak boleh digamtikdengan “",
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat ngamgbakan ya’ nisbat di
akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu gtahsetelatfathahditulis
dengan “aw” dan “ay”.

C. Ta’ Marbuthah (3)

Ta’ Marbuthah (¢) ditransliterasikan dengart”“jika berada di tengah-
tengah kalimat, tetapi apabila baru di akhir katimsaka ditransliterasikan
dengan menggunakan “h” atau apabila berada diteteygjah kalimat yang
terdiri dai susunarmudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditrasliteasikan dengan
menggunakan “t” yang disambung dengan kalimat bémja.

D. Kata Sandang danLafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al’d) ) ditulis dengan huuf kecil, kecuali terletak
pada awal kalimat. Sedangkan “al’ daldafadh jalalah yang berada di
tengah-tengah kalimat disandakathafah, maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan

Pada pinsipnya kata yang berasal dari bahasa Aasls [ditulis dengan
menggunakan sistem transliterasi ini, akan tetapab#a kata tersebut
merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau dakab yang sudah ter-

Indonesiakan, maka tidak perlu menggunakan sistemsliterasi ini.



MOTTO
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“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudadéncapai umur
19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudatcapai umur
16 (enam belas) tahur(Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974)
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ABSTRAK

Ruslan. 0621003 Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah dalam UU Nd.ahun
1974 sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan (StuitisKerhadap Tokoh
Masyarakat Desa Ketapang Laok dan Petugas KUA KatamKetapang
Kabupaten Sampanggkripsi, Jurusan Al-Ahwal al-Syakhshiyyah, Fakultas
Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana lMdbrahim Malang.
Pembimbing H. Mujaid Kumkelo, S.Ag., M.H.

Kata Kunci: Efektivitas, Regulasi Batas Usia Nikah, Tokoh Maakat Desa,
Petugas KUA

Perkawinan merupakan ikatan suniitédgan ghaidhar) antara dua insan
yang telah berkomitmen untuk membina rumah targginah dalam bingkai
mawaddahdan rahmah Dalam rangka mencapai cita-cita tersebut, digaru
adanya kedewasaan berfikir dan bertindak antaraigkg@. Oleh karenanya,
kematangan secara usia menjadi penting untuk dakam sebagai tolok ukur
kesiapan seseorang dalam menyatukan visi hidup agepgsangannya. Atas
pertimbangan itu, Pemerintah kemudian mereguladiedas minimal usia nikah,
yaitu 19 (Sembilan belas) tahun bagi laki-laki d&h (enam belas) tahun bagi
perempuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 71ayat) No. 1 Tahun 1974
sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhiseledp warga negara Indonesia
yang hendak melangsungkan perkawinan. Regulasebatrsdisinyalir tidak
berlaku efektif di daerah pedesaan yang notaberrgawga memiliki kualitas
pengetahuan dan kesadaran hukum yang rendah.

Sebagai upaya pengukuran efektivitas keberlakuagulasi tersebut,
dilakukan penelitian dalam jenSosio Legal Researali Desa Ketapang Laok,
Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang dengan mmeiggu pendekatan
kualitatif. Adapun paradigma yang digunakan ad&atadigma Konstruktivisme.
Hal ini didasarkan pada realitas sosial masyarakéémpat yang disandarkan
pada konstruksi mental dan pengalaman sosial baersidkal. Sedangkan
penghinpunan data dilakukan dengan cara observasg \diikuti dengan
wawancara terhadap tokoh masyarakat dan petugasdeténpat.

Dengan menggunakan metode penelitian tersebumpliskan bahwa Desa
Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten SampeElogh memberi ruang
yang luas terhadap efektivitas keberlakuan regubasas usia nikah tersebut.
Manipulasi data menjadi tindakan lumrah dan tenkafianggap sebagai langkah
alternatif oleh para tokoh masyarakat untuk meigdia petugas KUA. Dan
bahkan diakui oleh salah satu oknum petugas KUAwhalirinya pernah
membantu menaikkan usia nikah calon pengantin dgpat dicatatkan dalam
akta nikah kendati pun yang bersangkutan belum gukaur. Beberapa upaya
perbaikan pelayanan dalam rangka meningkatkan iefeknya diakui telah
dilakukan oleh para pihak. Walhasil, secara perahaasyarakat setempat mulai
sadar arti penting perkawinan, sehingga angka peénka dini semakin turun.
Namun demikian, diakui oleh para tokoh masyarakat petugas KUA setempat
bahwa Regulasi Batas Usia Nikah tersebut belunakefektif di desa tersebut.
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ABSTRACT

Ruslan. 06210031. The Effectiveness of Marriage Ageit Regulation in Law
No. 1 Year 1974 as a Marriage Implementation prgreqent (Critical
Study to Community Leaders of Ketapang Laok Villaayed Officials of
KUA of Ketapang District, Sampang Regencyhesis, Department of Al-
Ahwal al-Syakhshiyyah, Faculty of Sharia, The Statamic University of
Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: H. Mujaid Kumkelo, S.Ag., M.H.

Keywords: Effectiveness, Marriage Age Limit Regulation, Goomity Leaders

of Ketapang Laok Village, Officials of KUA

Marriage is a sacred bonahitsagan ghalidhgrbetween a man and a woman
who has committed to fostering a safe househebkifiah) in the frame of
affection (nawaddah and mercyrahmah). In order to achieve that goal, both of
them need the maturity to think and act in thelatrenship. Therefore, the age of
maturity is important to take precedence as thesoreanent one's readiness to be
able to unify the vision of living with one’s paem Because of that
considerations, the Government regulated the mimrage of marriage, namely
19 (Nineteen) years for men and 16 (sixteen) y&arsvomen as enshrined in
Article 7 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 as ofi¢he prerequirements to be
fulfilled by every Indonesian citizen who want tetgnarried. These regulations
are allegedly not effective in rural areas thdiet its citizens have low quality of
legal knowledge and awareness.

As a means of measuring the effectiveness of th#@icapility of these
regulations, conducted a research in the type afioSbegal Research in the
Ketapang Laok Village, Ketapang District, Sampanggéhcy by using a
gualitative approach. This research uses constisietiparadigm. This is based
on the social realities of local communities theltes upon a mental construction
and local social experiences. While data collectioms done by observation
followed by interviews with the community leadersdathe officials of KUA of
that district.

By using these research methods, concluded thatetegpang Laok Village,
Ketapang District, Sampang Regency did not giversive opportunities yet to
the applicability of regulatory effectiveness ofetimarriage age limit. Data
manipulation become commonplace actions and comrsideas alternative
measures by village officials to befool the offlsiamf KUA. And even one of
KUA officials recognized that she had helped tseahe marriage age of brides
for marriage to be recorded in the deed of marme@n though one of brides is
not reached the minimum age of marriage yet. Soff@t® to improve the
effectiveness of marriage age limit regulationgsagnized has been done by the
parties. As a result, slowly, local people begaretize the importance meaning
of marriage, so the rate of early marriage on toeride. However, it is
recognized by the parties that the Regulation ofrridge Age Limit is not
effective yet at that village.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah ikatan suci antararggdaki-laki dengan
seorang perempuan yang diyakini sebagai ikatidsagan ghaizhan lkatan ini
menjadi satu-satunya jalan untuk mengubah perkarg gemula dihukumi haram
menjadi halal dilakukan oleh seseorang terhadapnaj@nisnya dalam nuansa
mawaddahdan rahmah demi mencapai kehidupan rumah tangga ysaignah.
Lebih dari itu, lkatan ini menjadi faktor utama pgeentukan generasi penerus
kehidupan sebagai khalifah di muka bumi. Hal inilapsalah satu hikmah
diciptakannya manusia secara berpasang-pasangamnafullall dengan
dilengkapi berbagai naluri yang salah satunya &da#duri untuk mencinta dan
dicintai lawan jenisnyagharizah al-nauy.
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Sadar akan sakralitas perkawinan, Pemerintah lsi@meemiliki perhatian
khusus terhadap pelaksanaan perkawinan yang memipgielembagaan
pemenuhan naluri warga masyarakatnya. hal ini dikak oleh diberlakukannya
—setidaknya— dua peraturan khusus perkawinan yagshdipatuhi. Kedua
peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor luimab974 tentang
Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahunl1®8ntang Kompilasi
Hukum Islam (KHI). Kedua peraturan tersebut hakigkat merupakan
pengejawantahan dari hukum perkawinan Islam. Dileatademikian, karena
nilai-nilai yang terkandung dalam kedua peraturarsebut sama sekali tidak

bertentangan dengan nilai perkawinan dalam ISlam.

Namun demikian, terdapat pula beberapa hal bamandaégulasi keduanya
yang tidak diatur dalam hukum Islam, seperti adapgmbatasan usia nikah,
keharusan untuk mencatatkan perkawinan, dan p@&anoehnanya terjadi di muka
pengadilan, dan sebagainya. Motivasi regulasi &eligl tersebut adalah demi
mewujudkan fungsi preventif dalam kehidupan berumahgga. Sehingga
merupakan kewajiban setiap warga negara untuk nudinga dalam penegakan
hukum di negara yang notabene merupakan negaramhikiu Namun, oleh
karena ketiganya tidak diatur dalam hukum Islamkamaenjadi wajar jika masih
ditemukan beberapa bentuk pengabaian terhadapmgamelalih bahwa hal itu
secara materiil bukan berasal dari hukum Islam.oFema ini masih sering

ditemukan di tengah-tengah masyarakat, terutamakadhtngan masyarakat

'Kendati pun UU No. 1 Tahun 1974 diperuntukkan kepadrga Indonesia secara umum, namun
nilai-nilai yang terkandung di dalamnya cukup meespntasikan hukum perkawinan Islam.
sedangkan KHI sejak awal pembentukannya memang kdird&an untuk diberlakukan di
kalangan masyarakat Islam sehingga menjadi wajamjuansanya lebih bernuansa Islam.



tradisionalis yang notabene masih fanatik terhablapum Islam (atau lebih

tepatnya, fikin) dan umumnya berpendidikan rendah.

Adapun hal yang paling rentan terhadap terjadirgragpbaian dari ketiga hal
tersebut adalah pembatasan usia nikah. UU No. urma#74, dalam Pasal 7 ayat
(1) menyatakan bahwa usia nikah seorang pria adetalke ia mencapai usia 19
(sembilan belas) tahun, sedangkan usia nikah bemiasg perempuan adalah
ketika ia mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Ayatkutnya kemudian
memberi peluang dispensasi bagi seseorang yangnbelencapai usia nikah

tersebut dengan alasan tertentu, serta dengan rselayang telah diatdr.

Hakikatnya, Islam tidak menetapkan adanya batasamial usia nikah. Di
kalangan pakar Hukum lIslam sendiri, hal ini masimpsing-siur yang pada
akhirnya bermuara pada perbedaan pendapat. Memamndapat mayoritas,
pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yarakwkian oleh seorang pria
yang belum mencapai usimligh atau terhadap seorang perempuan yang belum
menstruast. Dan dalam figh tidak secara tegas diaturnya akiibak tiadanya
dalil yang secara eksplisit mengaturnya. Semarkardah ushul mengatakan

bahwa hukum asal dari setiap perbuatan adalatehhingga terdapat dalil yang

’Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nof®r Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang PerkawinahatLPula Departemen Agama RI-
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelembagaan Agama,|Bahan Penyuluhan Huku@dakarta:
t.p., 2001), 18

®Hidayatullah, Nikah Muda dalam Pandangan Fidjtttp://www.hidayatullah.comihdekx.php?
option=com_content&view = article&id = 7826: nikamida-dalam-pandangan-figih- &
catid=68, (diakses pada 3 Maret 2010), 1.




melarangny& Dengan ini, dapat dipahami bahwa hukum Islam mengpehkan

pernikahan di bawah umur mengingat tidak adanymban tegas tentangnya.

Hal yang bertolak belakang dengan indikasi hukunatds tercerminkan di
dalam salah satu prinsip atau asas perkawinan mebl No. 1 Tahun 1974.
Prinsip tersebut adalah prinsip kedewasaan calompaki yang kemudian
dipertegas dengan adanya pembatasan usia hikkth.ini jelas mengungkap
bahwa terdapat kesenjangan antara dua norma yamg-ssEma mengikat kuat
setiap manusia, yaitu norma agama dan norma hulRadahal, baik norma
agama maupun norma hukum -yang bersumber pula marna sosial—
merupakan payung kehidupan dalam masyarakat. Megkeyin kedua norma

tersebut, maka dapat dikatakan tidak ber&dab.

Bicara tentang batasan usia nikah, rasanya kurgadgsana jika sama sekali
menutup mata dan telinga akan kenyataan bahwa kdegadi pernikahan dini
(sebutan bagi pernikahan yang dilakukan oleh mesmpeing belum mencapai
usia nikah) di tengah-tengah masyarakat, terutam&athngan masyarakat
pedalaman. Pertanyaannya kemudian, apakah pernikatsebut dilangsungkan
berdasarkan aturan mairule of the gameyang telah ditetapkan oleh Undang-

undang atau justru menghalalkan segala cara untatdmelangsungkan

“Sesuai dengan kaidah ushul yang berbumyiashlu fi al-asyya'i al-ibahah, hatta yadulla al-
dalilu ‘ala al-tahrimi’ Moh. Adib Bisri, Terjamah Al Faaraidul Bahiyyah: Risalah Qawa-id Riq
(Rembang: Menera Kudus, 1977), 11.

*Kedewasaan calon mempelai sebagai salah satupppeskawinan dimaksudkan bahwa setiap
calon suami-istri yang hendak melangsungkan akeahriiarus benar-benar telah matang secara
fisik maupun psikis (Jasmani dan rohani). Hal ireropakan manivestasi dari arti perkawinan
sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-Gdt seorang perempuan. Lihat Muhammad
Amin Summa,Hukum Keluarga Islam di Dunia Islarfdakarta: RajaGrafindo Persada, 2004),
173-183.

®saifullah,Refleksi Sosiologi HukurfBandung: Refika Aditama, 2007), 25



pernikahan tersebut. Semoga kekawatiran itu tidedalasan. Hanya saja, jika
dalam sebuah Kecamatan, mayoritas penduduknya,ughys perempuan,
melangsungkan pernikahan dini dan seolah dianggbgagsi sesuatu yang wajar,
rasanya sulit untuk mengikuti mekanisme yang teliakur. Dikatakan demikian,
karena adanya peluang dispensasi dalam pasal {2ydt) No. 1 Tahun 1974
merupakan jalan alternatif dan tentunya dengammalatasan tertentu saja. Hal ini
dimaksudkan agar terwujudnya tujuan pernikahansiadiri’ Kalau hampir
keseluruhan dari setiap pernikahan yang dilakukidaé pernikahan dini, maka
pola pernikahan seperti ini adalah nyaris menjabidsaan dan terkesan tidak
membutuhkan jalan alternatif. Oleh karenanya, neeryeajar jika dikuatirkan

adanya langkah-langkah yang kurang dibenarkan.

Kekuatiran tersebut sangat berkaitan erat dengektigfas pemberlakuan
Undang-undang ini, khususnya dalam hal regulasidaat usia nikah di tengah-
tengah masyarakat. Membicarakan hal ini, berartmhearakan daya kerja
hukum tersebut dalam mengatur dan/atau memaksa anakgsy untuk taat
terhadap hukum yang ada. Dalam hal ini, setidakage empat faktor penting
yang turut mempengaruhi penegakan hukum di tengradah masyarakat, yaitu,
kaidah hukum/peraturan itu sendiri, penegak huksamana yang digunakan oleh

penegak hukum, dan kesadaran masyarakat selakakshblum®

’Lihat Penjelasan Umum, Penjelasan atas Undang-dnBepublik Indonesia No.1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan. Lihat pula Mohd. Idris Ramultakum Perkawinan Islam: Suatu Analisis
dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi kita Islam (Jakarta:Bumi
Aksara,2004),73

8zainuddin Ali, Sosiologi HukungJakarta: Sinar Grafika, 2007), 62.



Secara yuridis dan filosofis, kaidah hukum ini dagigakini telah memenuhi
syarat pemberlakuannya. Akan tetapi secara sossplognasin dapat
dipertanyakan. Dikatakan demikian karena ternyatasiim banyak praktik
pernikahan dini di tengah-tengah masyarakat demgabagai alasan dan cara.
Sehingga menjadi wajar jika efektivitas penerapanmasih dipertanyakan. Dan
wajar pula jika kemudian muncul pertanyaan: jikaush peraturan dinilai baik,

akan tetapi tidak dipatuhi oleh masyarakat, fafmakah yang menyebabkannya?

Adapun pihak yang memiliki peran penting untuk ragrgb kekuatiran akan
efektivitas regulasi batas usia nikah di tengalgaénmasyarakat adalah para
penegak hukum, dalam hal ini petugas Kantor Urusgamma (KUA) dan tokoh
masyarakat setempat. Orang-orang inilah yang mld@mdinggung jawab dan
kebijaksanaan dalam realisasi semua materi hukung gda. Memang segalanya
dikembalikan kepada kesadaran masyarakat terhadaprh Akan tetapi, orang-
orang penting tersebut memiliki kewajiban untuk stEmalisasikan dan
mengontrol penegakan hukum yang ada, termasuk ddammemberikan
kebijaksanaan dan teladan yang baik manakala @rd&senjangan antarnorma,
seperti dalam hal pembatasan usia nikah yang notati@ak diatur oleh hukum

Islam sedangkan negara mengaturnya.

Tampaknya tidak perlu diragukan bahwa pengaturtashesia nikah tersebut
tidak serta merta timbul dari ruang hampa, akaamptedidasarkan pada pijakan-
pijakan atas nama kemaslahatan umat. Maka menjgdstpara penegak hukum
dengan segala wibawanya untuk menyampaikan artilahegts tersebut dan

membumikannya sebagai bagian penting dalam hidugyanakat. Kegelisahan



yang menggelayut kemudian adalah kenapa masih adgawang tidak patuh
terhadap peraturan yang dinilai baik jika penegakieyah memiliki wibawa yang
cukup? Dan semoga menjadi kekawatiran yang tidak bemalfisa dikawatirkan
para penegak hukum tersebut justru turut andilnddatidakpatuhan masyarakat
sehingga kebiasaan pernikahan dini tetap terlkatagebagaimana hipotesis yang

ditemukan di tengah-tengah masyaraliéallahu a’lam.

Bertolak dari wacana di atas, peneliti mencobaluntenelusuri konsistensi
para penegak hukum, dalam hal ini, Petugas KUA Kwmatan Ketapang
Kabupaten Sampang dan Tokoh Masyarakat setempatuiNaalam penelitian
ini, tokoh masyarakat dispesialisasikan pada saatu desa di kecamatan
tersebut, yaitu Desa Ketapang Laok. Secara umusa tirsebut dapat dinilai
terbelakang dan berpendidikan rendah, sehinggaakaeyjadi praktik pernikahan
dini. Berdasarkan prariset yang dilakukan penetitila desa tersebut, diketahui
hampir 80% dari keseluruhan warga melakukan pehaikadini. Usia di bawah
umur pada umumnya terjadi di kalangan perempuamadgden alasan yang
melatarbelakanginya, sepeptrsékoh(tidak baik: Bahasa Madurgka menolak
lamaran seseorang, merasa sudah waktunya menikabgah alasan yang

dianggap kuat bagi mereka, yaitu tidak dilarandp dlekum Islam.

Tampaknya, kausa prima dari semua alasan yangaretdkanginya adalah
rendahnya tingkat pendidikan. Keadaan ini mempingaruh yang sangat besar
terhadap derajat kepatuhan masyarakat setempatiggriinukum (baca: kesadaran

hukum). Sehingga, mayoritas dari mereka lebih mbBmmanipulasi data dari

®Ibid, 65



pada harus mengajukan permohonan dispensasi kepPadgadilan Agama
setempat. Kebiasaan ini seolah dianggap sebagkikam yang wajar dilakukan
sehingga tidak ada upaya perbaikan dari tahuntkenfdbahkan dari generasi ke
generasi. Tindakan ini umumnya diambil oleh pangrtua sekali pun anaknya
masih terbilang sangat belia dan secara mentairbsiap untuk membangun
rumah tangga —apalagi untuk mencapai rédnah dalam biduk rumah tangga

sebagaimana dicita-citakan Islam.

Pertanyaannya kemudian, apakah para tokoh masyatakapetugas KUA
setempat sama sekali tidak tahu atau justru menmaatp dan telinga (baca: tidak
berdaya) karena mengamini asumsi yang menyatakamabsemakin besar peran
sarana pengendalian sosial selain hukum, sepexthaglan adat istiadat, maka
semakin kecillah peran hukuthMengingat bahwa hukum agama di kecamatan
ini terbilang mengakar kuat dan seolah menjelma jadenadat, sehingga
terkadang sulit dibedakan antara tradisi keagardaaradat masyarakat setempat.

Dan penelitian ini akan lebih dalam lagi menelusyai

Dengan harapan dapat memberi kontribusi yang bal&nd pembangunan
kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat setepguelitian ini diberi
judul: Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah dalam UU Nol Tahun 1974
sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan (Studi KritisTerhadap Tokoh
Masyarakat Desa Ketapang Laok dan Petugas KUA KecKetapang Kab.

Sampang)

lbid



B. Identifikasi Masalah

1. Tingginya angka pernikahan di bawah umur;

2. Adanya pemahaman umum bahwa pernikahan di bawal adalah sah
menurut agama sehingga mengabaikan regulasi negara;

3. Adanya kesenjangan antara peraturan agama Islaipedaturan negara;

4. Dikuatirkan pelaksanaan pernikahan di bawah umulakti melalui
mekanisme yang telah ditentukan; dan

5. Dikuatirkan tokoh masyarakat Desa Ketapang Laok patugas KUA

setempat turut andil dalam pelanggaran adminigberiawinan.

C. Batasan Masalah

Dalam rangka maksimalisasi fokus penelitian densilhang akurat, maka
penelitian ini dibatasi pada pelacakan konsistetogioh masyarakat Desa
Ketapang Laok dan petugas KUA di Kecamatan Ketapgéadgupaten Sampang
dalam penerapan regulasi batas minimal usia nikaig ydipandang memiliki

pengaruh yang sangat besar dalam penegakan huisehue

D. Rumusan Masalah
1. Bagaimana standar usia nikah perspektif tokoh nmakgs Desa Ketapang
Laok dan petugas KUA Kec. Ketapang Kab. Sampang?
1. Apakah regulasi batas usia nikah berlaku efektiDdsa Ketapang Laok
Kec. Ketapang Kab. Sampang?
2. Bagaimana upaya tokoh masyarakat Desa Ketapang Haokpetugas
KUA Kec. Ketapang Kab. Sampang dalam meningkatkéektigitas

regulasi batas usia nikah?
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E. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui standar usia nikah perspektif tokoh @u@dsat Desa Ketapang
Laok dan petugas KUA Kec. Ketapang Kab. Sampang;
1. Mengetahui efektivitas pemberlakuan regulasi bafsia nikah di Desa
Ketapang Laok Kec. Ketapang Kab. Sampang; dan
2. Mengetahui upaya tokoh masyarakat Desa Ketapany dao petugas
KUA Kec. Ketapang Kab. Sampang dalam meningkatkéektigitas

regulasi batas usia nikah.

F. Manfaat Penelitian
Penelitian ini memiliki nilai manfaat, baik secaieoritis maupun secara
praktis, yaitu sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap nilaekif dalam
pemberlakuan batas usia nikah sebagai syarat pelaks pernikahan. Hal
ini selanjutnya dimaksudkan untuk memberi kontribyang signifikan
dalam upaya pengembangan kesadaran masyarakapaeternadap hukum
yang berlaku dan mengikat secara umum. Lebih lapemelitian ini juga
dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap prestasi gara penegak hukum,
dalam hal ini tokoh masyarakat dan petugas KUAsp#.
2. Manfaat Praktis
Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapamberi kontribusi
keilmuan dan dipertimbangkan sebagai referensi exkésl bagi peneliti

berikutnya dalam hal regulasi batas usia nikaliad®gi masyarakat umum,
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khususnya warga Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampuiatam

perencanaan untuk melangsungkan pernikahan.

G. Definisi Operasional

Setidaknya terdapat empat variabel penting yanty pkdefinisikan secara
operasional dalam judul penelitian ini. Keempat ialzel tersebut adalah:
Efektivitas, Regulasi, Batas Usia Nikah, dan UU Bldrahun 1974. Secara rinci,
berikut pendefinisiannya:

Efektivita: . Ketepatgunaan; hasil guna; menunjang tu™!

Regulasi : Cara mengatur; aturan; peraturapengaturan®

Batas Usia Nikah : Batasan minimal seseorang dapat melangsungkan
perkawinan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (
UU No.1 Tahun 1974, bahwa batasan usia minimal
tersebut adalah 19 (sembilan belas) tahun bagid#ki
dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan.

UU No. 1/1974 : Undang-Undang Republik Indonesia  Tentang
Perkawinan yang ditetapkan pada tanggal 1 Aprib197
oleh Presiden Soeharto pada Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975 dan mulai

berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1975.

Ypjus A. Partanto dan M. Dahlan al Barkamus limiah Popule¢Surabaya: Arkola, 1994), 128

12i i
Ibid, 662

3Departemen Pendidikan Nasion&amus Besar Bahasa Indones{dakarta: Balai Pustaka,
2003), 940

YR. Subekti dan R. Tjitrosudibiditab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetko
dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria danaddgeUndang Perkawina(Uakarta:
Pradnya Paramita, 2006), 537-577
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H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian yang akan penelitikikuni akan disusun
berdasarkan sistematikan penyampaian karya ilmiatha pumumnya. Secara
umum terdiri dari lima bab penting, yaitu Bab [,nBahuluan; Bab II, Tinjauan
Pustaka; Bab Ill, Metode Penelitian; Bab IV Papatan Analisis Data; dan Bab

V, Penutup.

Sebagai pembuka dari pembahasan hasil penelitiarkeberadaan Bab |
memilik peran strategis dalam pengembangan peméahsslanjutnya. Oleh
karenanya, dalam penyajiannya dibutuhkan adanyd@etukan alasan pembaca
untuk melanjutkan bacaannnya pada bab-bab selggjufidak hanya itu, dalam
bab ini pula diketahui arah dan arti penting peiagliini dilakukan. Bab tersebut
adalah Bab Pendahuluan yang selanjutnya akan tekbatplam 8 (delapan) sub
bab. Kedelapan sub bab tersebut adalah Latar Bejakdentifikasi Masalah,
Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penglidanfaat Penelitian,

Definisi Operasional, dan Sistematika Pembahasan.

Bab selanjutnya adalah Bab Il, yaitu Bab yang seddousus membahas
mengenai tinjauan pustaka. Bab ini secara khusushaleas tentang teori kajian
kepustakaan, termasuk kerangka teori yang berhaburengan tema yang
diangkat dalam penelitian yang akan peneliti lakul®ab ini yang selanjutnya
berperan penting sebagai acuan dalam analisa d&taydng dihimpun dalam
proses penelitian. Bab ini terbagi ke dalam 5 (Jirmab bab, yaitu Penelitian

Terdahulu, Regulasi Undang-Undang tentang Batasa Wskah, Efektifitas
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Hukum dalam Masyarakat, Kesenjangan-kesenjangam Baran Tokoh

Masyarakat dan Petugas KUA dalam Penegakan HukukaW@an.

Kemudian dilanjutkan dengan Bab yang membahas ngndetode dan
Obyek Penelitian. Bab yang terdiri dari 2 (dua) &alb, yaitu Metode Penelitan
dan Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian ini mengugastang kaidah penelitian
yang digunakan oleh peneliti dalam melancarkan lgemeyang akan dilakukan
serta kondisi obyektif penelitian. Sub bab pertameliputi Jenis Penelitian,
Paradigma, Pendekatan Penelitian, Sumber DatajKilBlemgumpulan Data, serta
Teknik Pengolahan dan Analisis Data. Sedangkan ksl kedua mengupas
tentang empat kondisi obyektif, yaitu Kondisi Gedy, Kondisi Penduduk,

Kondisi Pendidikan, dan Kondisi Ekonomi Masyaradetempat.

Adapun bagian terpenting dari keseluruhan rangkaganelitian terletak pada
Bab IV. Bab ini secara khusus akan memaparkanaitayang telah terhimpun
kemudian diolahnya dalam bentuk analisis sehinggangimasilkan temuan
penelitian yang akurat dan dapat dipertanggungjeambBab ini merupakan bab

Paparan dan Analisis Data.

Pembahasan ini ditutup dengan Bab V, yaitu bagemutp yang terdiri
dari Simpulan dan Saran-saran. Di bagian simpulitegaskan kembali poin
penting dari penelitian ini sebagai jawaban dagetisahan-kegelisahan yang
tercantum dalam rumusan masalah pada bab pertamlal® simpulan
tersampaikan, dilanjutkan dengan penyampaian saearskonstruktif penulis.
Kemudain diakhiri dengan rekomendasi penelitiargydaipat dikembangkan oleh

peneliti selanjutnya berdasarkan femomena yanghdikan penulis di lapangan.
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BAB Il

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu
Penelitian dengan tema yang hampir memiliki kesantengan tema yang

diangkat peneliti pernah dilakukan oleh para pénsdbelumnya. Di antara para

peneliti tersebut adalah:

1. Kustianingsih (2001), mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitagnis

Negeri (UIN) Malang, melakukan penelitian dengaduju “Efektifitas UU
No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Proses Rawinan di Desa
Tlokoh Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Madurd. Penelitian
ini memfokuskan pada proses perkawinan yang temidDesa Tlokoh
Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Madura yangalisegun

dilaksanakan sesuai ajaran Islam, tetapi merelek tidengetahui substansi
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perkawinan itu sendiri. Bahkan proses perkawinanmya umumnya tidak
sesuai dengan aturan negara. Seperti poligami,nkawida dan perceraian
yang relatif mudah, tanpa menggunakan aturan yamgpat di dalam UU
No. 1 Tahun 1974. Hasil analisisnya mengungkapkamwia hal tersebut
dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah, ekongng lemah sehingga
tidak dapat melaksanakan dan menyelesaikan pepencawinan dengan
jalan hukum, dan adanya budaya menyerahkan urwsgaKpebun (Kepala
Desa: Bahasa Madura). Adapun ketidak efektifan WJ NTahun 1974 ini
dikarenakan:Pertama materi dan pelaksanaan UU yang membingungkan
masyarakat, pakar hukum dan hakikedua aparat hukum yang kurang

professional, dan yang ketiga kurang sadarnya malsyaterhadap hukufi.

2. M. Faizin Anshory (2005), mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitéemis
Negeri (UIN) Malang, melakukan penelitian dengaduju “Perkawinan di
Bawah Umur pada Perkara Dispensasi Nikah di Pengaldin Agama
Kabupaten Malang’. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1)
dan (2) sudah jelas menegaskan bahwa usia perkawadsah 19 tahun bagi
laki-laki dan 16 tahun bagi wanita, namun padaitasala di masyarakat
tidak demikian. Artinya, banyak pernikahan yangklikan oleh mempelai
yang belum mencapai usa tersebut. Penelitian imitikkeratkan pada
perkara dispensasi nikah yang berada di Pengadigama Malang dan

bagaimana cara hakim memutuskan perkara dispenikasi tersebut. Dari

Kustianingsih, “Efektifitas UU No. 1 Tahun 1974 Tang Perkawinan pada Proses Perkawinan
di Desa Tlokoh Kecamatan Kokop Kabupaten BangkdW&adura”. Skripsi (Malang: UIN
Malang, 2001).
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sini dapat diketahui bahwa rata-rata faktor yandataebelakangi adanya
dispensasi nikah ini adalah kekhawatiran orangtaragyberlebihan terhadap
anaknya. Hal tersebut didasarkan pada hubungan ngmaldengan
pasangannya yang sudah sedemikian erat sehinggandikirkan terjadi hal-
hal yang dilarang oleh agama. Skripsi ini mengkajimasalahan dispensasi
nikah bagi usia di bawah umur sesuai dengan keteritindang-Undang No.
1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Kabupaten Malaay lthgaimanaa

pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispeniah'®

3. Maimunah Nuh (2009), mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitdans
Negeri (UIN) Malang, melakukan penelitian dengamuju “Pendapat
Ulama terhadap Usia Perkawinan menurut UU No. 1 Tabn 1974 dan
KHI ”. Penelitian ini memfokuskan kajian penelitianmpada pendapat ulama
yang berada di beberapa Pondok Pesantren berbedwlndi Kecamatan
Bangil Kabupaten Pasuruan mengenai usia perkawmamurut UU No. 1
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengaenggali sejauh
mana Undang-undang yang telah diregulasikan oleheRetah Indonesia
berpengaruh terhadap masyarakat, terutama jikahatelbahwa rakyat
Indonesia ini masih sangat tunduk pada ulama-ulgang berada di daerah
mereka, terutama ulama yang masih dalam satu rummganisasi

keagamaah’ Berikut tabulasinya:

%M. Faizin Anshory, “Perkawinan di Bawah Umur padakara Dispensasi Nikah di Pengadilan
Agama Kabupaten MalangSkripsi(Malang: UIN Malang, 2005).

YMaimunah Nuh, “Pendapat Ulama Terhadap Usia Perl@awmenurut UU No. 1 Tahun 1974
dan KHI". Skripsi(Malang, UIN Malang, 2009).
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Tabel 2.1
Daftar Penelitian-penelitan Terdahulu
Nama, Tahun, Obyek Obyek Titik
No dan PT Judul Material Formal Singgung
01 | Kustianingsih | Efektifitas UU | UU No. 1 | Proses Sama-sama
2001, No. 1 Tahun Tahun Perkawin- | menguiji
Universitas 1974 Tentang | 1974 an efektivitas
Islam Negeri | Perkawinan hukum, tapi
Malang pada Proses penelitian ini
Perkawinan di lebih bersifat
Desa Tlokoh general,
Kec. Kokop tidak fokus
Kab. pada satu
Bangkalan pasal saja
02 | M. Faizin Perkawinan di | UU No. 1 | Dispensasi Membahas
Anshory, Bawah Umur | Tahun Nikah tentang jalan
2005, pada Perkara | 1974 alternatif
Universitas Dispensasi sebagaimang
Islam Negeri | Nikah di diatur oleh
Malang Pengadilan negara. Hal
Agama ini terabai-
Kab. Malang kan oleh
masyarakat
lokasi pene-
litian yang
akan peneliti
lakukan
03 | Maimunah Pendapat UU No. 1 | Pandangan Fokus pada
Nuh, 2009, Ulama Tahun Ulama penghimpun-
Universitas terhadap Usia | 1974 tentang an penilaian
Islam Negeri | Perkawin-an dan KHI | Batas Usial para Ulama
Malang menurut Nikah tentang batas
UU No. 1 usia nikah,
Tahun 1974 sementara
dan KHI dalam
penelitian
yang akan
dilakukan,
pandangan
para pihak
sebagai tolok
ukur efekti-
vitas aturan
tersebut

Sumber; Skripsi-skripsi Penelitian Terdahulu
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Ketiga penelitian tersebut memiliki persamaan danb@daan yang dapat
dipertanggungjawabankan dengan penelitian ini. IR@me pertama meneliti
efektifitas pemberlakuan UU No. 1 tahun 1974 secanam di daerah tertentu di
Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini bersifat gdneralai dari pelaksanaan
perkawinan secara umum, praktik poligami, nikalbaivah umur, hingga proses
perceraian yang dinyatakan relatif simpel. Pewrglitini tidak fokus pada satu
domain praktik perkawinan yang sebetulnya menankuki dikembangkan.
Sedangkan penelitian ini secara khusus menguji #ayja kandungan Pasal 7
Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Dan titik beratnyakath analisis kritis terhadap
konsistensi tokoh masyarakat Desa Ketapang Laok petugas KUA di
Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Adapun pamilwilayah ini
didasarkan pada hasil prariset yang mengungkap @&abanyaknya angka
pernikahan di bawah umur di wilayah ini dan disilitymayoritas dari mereka
lebih memilih jalan pintas dengan cara manipulaataddari pada harus
mendaftarkan permohonan dispensasi nikah ke Pdagafigama. Hal tersebut
seolah telah menjadi rahasia umum. Oleh karenadymndang perlu untuk
menganalisa konsistensi para penegak hukum dalamjagze efektifitas
pemberlakuan regulasi batas usia nikah di wilagasebut.

Adapun fokus penelitian kedua adalah pada prosesgb®nan dispensasi di
Pengadilan Agama Malang. Artinya, penelitian ini ngieaji faktor-faktor
pendorong dan alasan pemenuhan permohonan pemdabnhakim. Titik
singgung penelitian yang akan peneliti lakukan dengenelitian kedua ini adalah

cakupan materi yang sama-sama membahas tentarigabam di bawah umur.
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Hanya saja, penelitian kedua ini lebih fokus kepgdian alternatif yang dapat
ditempuh, sementara penelitian ini akan dilakukarwithyah yang disinyalir
mengabaikan jalan alternatif tersebut dan diupayakatuk mengarah kepada
jalan alternatif tersebut.

Sedangkan penelitian yang ketiga fokus kepada patdpara pimpinan
pondok pesantren dengan latar belakang yang berlediam hal ini pondok
pesantren dengan latar belakang NU dan Persis. ri@meenelitian yang akan
peneliti lakukan ini lebih fokus kepada pengukuedektivitas regulasi batas usia
nikah yang menitikberatkan pada analisa secar& keathadap konsistensi para
penegak hukum perkawinan, dalam hal ini tokoh madygd dan petugas KUA
setempat. Dengan demikian, terdapat perbedaan doyeial antara penelitian
yang dilakukan oleh Maimunah Nuh tersebut dengaelgean yang akan peneliti
lakukan ini.

Dengan demikian, ketiga penelitian terdahulu tersebidak memiliki
kesamaan yang dominan dengan penelitian yang akaelifp lakukan ini.
Ketiganya hanya akan dijadikan pengukur kelebihan Kekurangan penelitan
yang akan peneliti lakukan dibandingkan dengan lgeme terdahulu tersebut,

baik dari segi konsep maupun dari segi teori datesalah yang hampir sarffa.

B. Batas Usia Nikah
1. Batas Usia Nikah Menurut Hukum Islam
Hakikatnya, hukum perkawinan Islam tidak secaraasegnenentukan

batasan usia seseorang dapat melangsungkan peakawiieh karenanya,

18 jhat Tim PenyusurBuku Pedoman Penulisan Karya limigMWalang: t.p., 2005),
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menjadi wajar jika terdapakhtilaf para ulama dalam menentukan kebijakan
mengenai hal ini. Bahkan dalam beberapa kitab fifituliskan bahwa
menikahkan anak-anak yang masih kecil adalah dipetkan'® Kebijakan ini
bukan tanpa alasan, akan tetapi, di samping keaydtahwa tidak adanya ayat
Al-Qur'an yang secara jelas dan terarah mengenai batasikala Rasulullah
sendiri diyakini dinikahkan dengan Aisyah oleh ABakar saat Aisyah berusia
enam tahun dan digauli setelah ia berusia semhalamnn. Hal ini ditegaskan
oleh Wahbah al-Zuhaily dalam bukuny#l-Fighu al-Islamiy wa adillatuh@
dengan mengutip pernyataan langsung Aisyah (daku duailu al-Authar;

6/120) sebagai berikut:

eod el Uly g oy o e Uly (D oy 5

“Nabi menikahi saya ketika usia saya enam tahun @afiau
menggauli ketika usia saya sembilan tahiin”

Lebih lanjut, Zuhaily menyatakan bahwa Rasulullaigaj pernah
menikahkan anak perempuan pamannya yang bernamaaHamengan anak

laki-laki Abi Salamah, dan keduanya masih kékil.

Penyampaian kebolehan dalam hal ini baik secagsiamy seperti ungkapan “boleh menikahkan
laki-laki yang masih kecil dengan perempuan yangim&ecil” sebagaimana dituliskan dalam
kitab Syarh Fath al-Qadir (ibnu al Humam, 274 d86)Imaupun yang diungkapkan secara tidak
langsung seperti kitab-kitab figh yang menyebutkkewenangan wali mujbir untuk
mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau peraBainkan figh kontemporer mengatakan
bahwa jika seorang laki-laki yang mengawini seorpagempuan yang masih kecil kemudian si
istri disusukan kepada ibu si suami, maka istritgf@ebut menjadi haram bagi si suami (al-
Jaziry, IV: 94); dapat dipahami bahwa si istri rhaberusia di bawah dua tahun. Lihat Amir
Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figh fdkahat dan Undang-
Undang PerkawinaifJakarta: Prenada Media, 2007), 67.

ZMuttafaq ‘alaihdi antara Bukhari, Muslim dan Ahmad

#Wahbah al-Zuhaily, “Al-Fighu al-Islamiy wa Adillalnd”, Juz 9(Damaskus: Dar al-Fikr, 2006),
2283.
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Namun demikian, pendapat tentang usia Aisyah sewdkiikahi oleh
Rasulullah tersebut menemukan beberapa versi kang Yertolak belakang
dengan pendapat umum tersebut. Ada yang menyebuskari4 (empat belas)
tahun, ada pula yang menyatakan 17 (tujuh beldm)ntaTerdapat beberapa
argumentasi dan bukti yang disinyalir menguatkamdpeat tersebut. Di antara
pendapat tersebut adalah bahwa antara Aisyah dak kgerempuannya yang
bernama Asma terpaut 10 (sepuluh) tahun. SemeitigraAsma diyakini
meninggal pada tahun 73 atau 74 H. dalam usia 4&@t(s) tahun. Dengan
demikian, saat Rasulullah hijrah ke Madinah, Asmdas berusia 27 atau 28
tahun, sehingga Aisyah pun waktu itu berusia 1jolitbelas) atau 18 (delapan
belas) tahun yang tidak lama kemudian dinikahi dRasulullatf? Dari sini,
dipahami bahwa usia Aisyah saat dinikahi oleh Rdlsii adalah sekitar 17
(tujuh belas) atau 18 (delapan belas) tahun.

Perbedaan pendapat dan ketidakadaan dalil yangraseeksplisit
mengungkapkan batas usia nikah bukanlah akhir ganetapan hukum.
Dikatakan demikian, karena setidaknya masih tetdaypat yang secara tidak
langsung mengisyaratkan kepada batasan usia tertépat tersebut adalah

sebagai berikut:

Lol ) BTTE0 15) 5 TSl

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup urnatuk kawin...®

|bnu Katsir, “Al-Bidayah wa al-Nihayah” (Damasku3ar al-fikr, 1996), 372.
QS. Al-Nisa’ (4): 06.
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Ayat tersebut dapat memberi pemahaman bahwa dakkawinan —
ternyata— terdapat batas usia tertentu dan diyakamwa batasan tersebut
adalah capaian usia yang dikenal dengan istitigh.>*

Di samping ayat tersebut, terdapat pula sebuahsHzati Abdullah ibn
Mas’ud yang berbunyi:

C},q; s u\@tm\yyum JVOR
“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamualel

mempunyai kemampuan dalam persiapan perkawinan,amak
kawinlah ...

Dalam riwayat tersebut, Rasulullah menggunakan kgtdab(pemuda)
karena kata tersebut memiliki makna seseorang yal@p mencapai usia
baligh dan usianya belum mencapai tiga puluh tahun. Sercamn, masa awal
baligh idealnya telah dialami oleh setiap orang pada nentesia sekitar empat
belas tahun sampai dengan tujuh belas tahun. Dantdra tanda-tanda yang
dapat digunakan sebagai patokan awal nglgh bagi seorang laki-laki adalah
mimpi basah ibtilam), sementara bagi wanita adalah keluarnya darah’hai
kemudian, Moh. Idris Ramulyo menegaskan bahwataess&but harus terdapat

pada kedua calon pengantin dan menjadi syaratgsiakn perkawinan.

#stilah Baligh dipergunakan untuk menyebut capaian usia seseqautg tingkatan dimana dia
sudah dianggap pandai menjalankan suatu urusannmdanpu memikul tanggung jawab
(mukalla). Capaian usia ini ditandai dengan keluarnya animatau tumbuhnya rambut yang
agak kaku di sekitar kemaluan seseorang, baikidddkimaupun perempuan, dan menstruasi atau
kahamilan bagi perempuan. Lihat Muhammad Rawwasfjal Ensiklopedi Figih Umar bin
Khatab ra(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), 55-56.

BMuttafaq ‘alaih.

26Muhammad Fauzil Adhimnpdahnya Pernikahan DiriJakarta: Gema Insani Press, 2002), 47.

#"Mohd. Idris RamulyoAsas-asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan BerkenmanKedudukan
Islam dalam Sistem Hukum Islam di IndondSikarta: Sinar Grafika, 1997), xii
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2. Regulasi Batas Usia Nikah di Negara-negara Islam

Setiap negara memiliki regulasi khusus tentangksal@aan perkawinan,
termasuk di negara-negara Islam (Negara yang beudelk mayoritas
Muslim). Namun dalam regulasi tersebut tidak semagara Islam mengatur
batasan minimal usia seseorang dapat melangsung&edawinan, Saudi
Arabiah termasuk Negara Islam yang tidak mengaturiNamun demikian,
mayoritas Negara Islam mengaturnya dengan batasanyang berbeda-beda.

Pada umumnya, usia yang ditetapkan sebagai batas@mal untuk
melangsungkan perkawinan di Negara-negara Islanatadeerkisar antara 15
(lima belas) hingga 21 (dua puluh satu) tahun. #&isaisia tersebut kemudian
terbedakan berdasarkan jenis kelamin calon pemga#ttinya, antara calon
pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuamitiki batasan usia
minimal yang berbeda. Calon pengantin laki-laki,uammya memiliki batasan
usia yang lebih tinggi dari pada calon pengantiepguan. Usia minimal laki-
laki berkisar antara 16 (enam belas) hingga 21 (dukh satu) tahun,
sementara usia minimal perempuan berkisar antar@ini& belas) hingga 18
(delapan belas) tahun.

Dengan demikian, usia nikah perempuan pada umunhelyia muda
antara 1 (satu) hingga 6 (enam) tahun. Akan tetepiapat tiga Negara Islam
yang tidak membedakan usia minimal kedua calon gy yaitu Irak,
Somalia, dan Yaman Utara. Kedua Negara yang disédlubn menetapkan

usia 18 (delapan belas) tahun, baik bagi calonamglaki-laki, maupun bagi
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calon pengantin perempuan. Sementara Negara yasgbuli terakhir
menetapkan usia 15 (lima belas) tahun untuk kedlom@engantif®

Jika dikalsifikasikan berdasarkan angka usia kedan pengantin, maka
dapat dikelompokkan ke dalam 10 (sepuluh) macarmshatusia. Batasan usia
tertinggi berlaku di Negara Aljazair dan Bangladgahg menetapkan usia 21
(dua puluh satu) tahun untuk calon pengantin laki-lan 18 (delapan belas)
tahun untuk calon pengantin perempuan.

Batasan minimal usia tertinggi kedua adalah terdapaNegara yang
menetapkan usia 19 (sembilan belas) tahun bagn geagantin laki-laki dan
17 (tujuh belas) tahun bagi calon pengantin perempNegara tersebut adalah
Tunisia. Di bawahnya, terdapat usia 19 (sembildashedan 16 (enam belas)
tahun untuk masing-masing calon pengantin. Batasantersebut berlaku di
Indonesia. Kemudian disusul oleh Iraq dan Somadiagytidak membedakan
usia calon mempelai berdasarkan jenis kelamin. Kedlegara tersebut
menetapkan angka 18 (delapan belas) sebagai batesanminimal bagi
masing calon pengantin.

Libanon dan Syria sama-sama menetapkan usia 18p@ebelas) dan 17
(tujuh belas) untuk masing-masing calon pengar8ementara batasan usia
yang paling banyak diberlakukan adalah sebagainfzatasan usia yang
diberlakukan di Mesir, Libya, Malaysia, Pakistaandraman Selatan. Negara-
negara tersebut menetapkan usia 18 (delapan lokelas)6 (enam belas) tahun

bagi masing-masing calon pengantin.

ZTahir Mahmood, “Personal Law in Islamic Countrieistory, Text, and Comparative Analysis”
(New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987) 207.
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Kemudian terdapat usia minimal 18 (delapan belag)kucalon pengantin
laki-laki dan 15 (lima belas) tahun untuk calon gemtin perempuan
sebagaimana diberlakukan di Maroko. Berbeda denitamoko, Turki
menetapkan usia 17 (tujuh belas) dan 15 (lima pa&sun untuk masing-
masing calon pengantin. Dan usia 16 (enam belas) 6 (lima belas) tahun
diberlakukan di Yordania. Sedangkan batasan ustadeah berlaku di Yaman

Utara yang menetapkan usia sama bagi keduanya, A&iflima belas) tahuaf.

Tabel 2.2:
Batas Minimal Usia Nikah di Negara-Negara Islam
Batas Minimal Usia Nikah
No.| Nama Negara : -
Laki-Laki Perempuan

01 | Aljazair 21 18
02 | Bangladesh 21 18
03 | Indonesia 19 16
04 | Iraq 18 18
05 | Libanon 18 17
06 | Libya 18 16
07 | Malaysia 18 16
08 | Maroko 18 15
09 | Mesir 18 16
10 | Pakistan 18 16
11 | Somalia 18 18
12 | Syria 18 17
13 | Tunisia 19 17
14 | Turki 17 15
15 | Yaman Selatan 18 16
16 | Yaman Utara 15 15
17 | Yordania 16 15

Sumber: Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam
(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 184

Batas minimal usia nikah tersebut sejatinya bulkarilarga mati bagi

negara-negara tersebut, bahkan hampir kesemuanyabarie wewenang

Muhammad Amin SummaHukum Keluarga Islam di Dunia IslarfJakarta: RajaGrafindo
Persada, 2005), 184.
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kepada pengadilan yang menangani urusan perkawimdok memberi
dispensasirglaxation) dalam keadaan tertentu. Hanya saja mungkin barbed
dalam hal penerapannya. Salah satu perbedaannyah aalda negara yang
menetapkan batasan usia keringanan, ada pula igakgnenetapkannya.
Adapun negara yang menetapkan batasan usia kesimgamtuk
melangsungkan perkawinanrelaxed marriage-age adalah Turki yang
menetapkan usia 15 (lima belas) tahun untuk cadémgantin laki-laki dan 14
(empat belas) tahun untuk calon pengantin perempLibanon menetapkan
usia 12 (dua belas) tahun untuk laki-laki dan 9m{siéan) tahun untuk
perempuan, sebuah usia yang masih sangat belidaifiarmenetapkan usia 15
(lima belas) tahun bagi kedua calon pengantini&wyienetapkan usia 15 (lima
belas) dan 13 (tiga belas) tahun untuk masing-rgasaion mempelai. Dan
Irag menetapkan usia 16 (enam belas) tahun bagiakedlon mempelai.
Namun demikian, pengadilan tidak serta merta meikdoeizin kepada calon
mempelai yang meminta keringanan kendati pun telahcapai usia tersebut,
akan tetapi masih membutuhkan persetujuan wali kaerterkecuali telah

terbukti‘adlal.*® Berikut tabulasinya:

**Tahir Mahmood, “Family Law Reform in The Muslim Wait (New Delhi: The indian Law
Institute, 1972), 273-274. Sekedar catatan, pada bersebut, tampaknya penulis mengalami
kekeliruan dalam penempatan kolom. Kekeliruan tersderjadi pada kolom untuk negara
Libanon antara batas usia normal perempuan dengtas lusia dispensasi bagi laki-laki. la
menuliskan batas usia normal perempuan adalahugl{elas) tahun dan batas usia dispensasi
laki-laki adalah 17 (tujuh belas) tahun. Sementmda pembahasan yang hampir sama dalam
bukunya yang diterbitkan kemudian (“Personal Lavisiamic Countries”, 1987) ia menuliskan
bahwa batas usia perkawinan di Libanon adalah &Bgdn belas) tahun bagi laki-laki dan 17
(tujuh belas) tahun bagi perempuan. Dengan demikiapat disimpulkan bahwa telah terjadi
kekeliruan penempatan pada kolom dispensasi nikaly gitulisnya dalam buku: “Family Law
Reform in The Muslim World” tersebut. Namun demikiasecara substantif telah dapat
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Tabel 2.3:
Batas Minimal Usia Dispensasi Nikah (Relaxed Marriage-Age)
di Negara-negara Islam

No Nama Batas Usia Normal Batas Usia Dispensas
Negara | | ski-laki |Perempuan | Laki-laki |Perempuan

01 | Iraq 18 18 16 16

02 | Libanon 18 17 12 9

03 | Turki 17 15 15 14

04 | Syiria 18 17 15 13

05 | Yordania 18 17 15 15

Sumber: Tahir Mahmood, “Family Law Reform in The Muslim World” (New Delhi: The Indian Law
Institute, 1972), 273-274.

Sementara itu, terdapat pula negara-negara yang berenpeluang
dispensasi bagi seseorang yang dalam keadaantteh@mus melangsungkan
perkawinan dan tidak membatasinya pada usia terteglbagaimana negara-
negara di atas. Negara-negara tersebut antaradaiah, Aljazair, Indonesia,
Yaman Utara, Somalia, dan Tunisia. Dalam praktikmggara-negara ini juga
mengharuskan adanya izin dari wali calon pengablispensasi tersebut dapat
diperoleh dari pengadilan yang menangani urusakapénan (Indonesia:
Pengadilan Agama).

Tidak hanya dalam hal di bawah umur yang harus ayeatélan izin dari
pengadilan. Yordania memberlakukannya pula padddeadi mana terdapat
sepasang calon pengantin yang memiliki perbedaan lelin dari 20 (dua
puluh) tahun. Lebih dari itu, Yaman Selatan tid&ara pernah membri izin

untuk melangsungkan perkawinan jika antara kedil@ngaengantin terdapat

dipahami bahwa yang sejatinya ingin disampaikaradalah 17 (tujuh belas) tahun untuk batas
usia normal perempuan dan 12 (dua belas) tahuk batasan usia dispensasi bagi laki-laki.
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perbedaan usia lebih dari 20 (dua puluh) tahunrggden si perempuan masih
berusia di bawah 35 (tiga puluh lima) tahun.

Mengenai sanksi bagi pelanggaran atas peratursebig; Negara-negara
tersebut memiliki kebijakan yang cukup beragam. otebia memiliki
kebijakan yang sama dengan Iraqg dan Tunisia, yp#mbatalan atau
pembubaran perkawinan yang cacat hukum tersebuoiei@ara Bangladesh,
Malaysia, Pakistan, dan Yaman Utara mengkategamkarsebagai tindakan
pidana dengan sanksi hukuman kurungan atau demuhaerfara Mesir dan
Libya memberi sanksi hukum administratif, yaitu maout keabsahan hukum

ikatan perkawinan tersebut secara yudii@lerikut tabulasinya:

Tabel 2.4:

Sanksi atas Pelanggaran Ketentuan Batas Usia Nikah
No | Nama Negara Jenis Sanksi
01 | Bangladesh Kurungan Pidana atau Denda
02 | Indonesia Pembatalan Perkawinan
03 |lIraq Pembatalan Perkawinan
04 | Libya Pencabutan Pengakuan Perkawinan
05 | Malaysia Kurungan Pidana atau Denda
06 | Mesir Pencabutan Pengakuan Perkawinan
07 | Tunisia Pembatalan Perkawinan
08 | Pakistan Kurungan Pidana atau Denda

09 | Yaman Utara | Kurungan Pidana atau Denda

Sumber: Tahir Mahmood, “Personal Law in Islamic Countries: History, Text, and
Comparative Analysis” (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987),
270.

3. Regulasi Batas Usia Nikah dalam UU No. 1 TahurbZ4
Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki seperdang&turan

pelaksanaan perkawinan yang mengikat semua wargaranelndonesia.

#1Tahir MahmoodPersonal Law in Islamic Countriesp.cit., 270.
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Peraturan tersebut secara rinci menegaskan praraj harus dipahami dan
dipatuhi oleh setiap warga yang hendak melangsumgkakawinan ataupun
yang telah terikat dalam sebuah perkawinan. Senmgakian hukum harus
didasarkan kepada peraturan tersebut. Peraturag wimaksud adalah
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang ditetapkata panggal 1 April
1975 oleh Presiden Soeharto pada Lembaran NegapabRie Indonesia
Tahun 1975 Nomor 12.

Dalam undang-undang tersebut, ditetapkan sebualsdratisia bagi para
calon mempelai, yaitu 19 (sembilan belas) tahun talgn pengantin laki-laki
dan 16 (enam belas) tahun bagi calon pengantimperan. Ketetapan tersebut
terdapat pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyai:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudaéncapai umur
19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudafrcapai umur
16 (enam belas) tahuri®.

Ayat di atas menegaskan bahwa tidak akan terjadkapgnan bagi
seseorang yang belum mencapai usia sebagaimanaefanglitetapkan. Dan
bahkan, dalam sebuah ayat pada pasal sebelumnggatakan bahwa
seseorang yang hendak menikah akan tetapi beluntapainusia 21 (dua
puluh satu) tahun, maka harus mendapatkan izin&kedang tua atau walinya.
Sepintas, dapat diasumsikan bahwa idealnya usiaasgewlan siap kawin
adalah usia 21 (dua puluh satu) tahun. Namun peaagaada pasal 7 ayat (1)
tersebut memberi pemahaman utuh bahwa usia ming@dawinan yang

diterapkan di Indonesia adalah 19 (sembilan belas)16 (enam belas) tahun.

%) embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Ndot/ndang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
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Namun demikian, penetapan usia tersebut bukanlapahmati tanpa
dispensasi sama sekali. Dikatakan demikian karaterdayat berikutnya pada
pasal yang sama, yaitu ayat (2) terdapat kelongghemi seseorang yang
hendak menikah akan tetapi belum mencapai usielers Kelonggaran
tersebut memiliki prosedur yang telah ditetapkamgeéntah, yaitu dengan cara
mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadjema pada wilayah
kewenangan relatifnya atas izin kedua orang tuangasasing pihak. Berikut
bunyi ayat tersebut:

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal dapat
meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabaty&ng
ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupumlpivanita™>

Jika ditemukan pelanggaran atas kedua ayat tersetaka perkawinan
yang telah dilangsungkan dianggap cacat hukum. &dgmenyelesaiannya
adalah dapat mengacu pada bab IV Undang-undang gant tentang
Batalnya Perkawinan. Dalam pasal 22 nyatakan bapgr&awinan dapat
dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi dysyarat untuk
melangsungkan perkawinan. Sementara, baik ketentsianminimal maupun
dispensasi tersebut merupakan sebagian dari pelesanaan perkawinan.

Dalam pasal berikutnya, ditetapkan para pihak ydagat mengajukan
permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengafldama, yaitu para
keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dams atau istri; suami atau
istri yang bersangkutan; pejabat yang berwenangeahaalam perkawinan

belum diputuskan; atau setiap orang yang mempukgpentingan hukum

%3dem
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secara langsung terhadap perkawinan tersebut #tdtapya setelah
perkawinan itu putus.

Sejatinya, jauh sebelum UU No. 1 Tahun 1974 ditetakeberlakuannya,
Pemerintah telah mengatur batas minimal usia ntkalm Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata atau biasa disebut denganemijikgWetboek.
Batasan usia dalam Undang-undang ini setahun lehbitte dari pada batasan
usia minimal sebagaimana diatur dalam UU No. 1 hah@74, yaitu 18
(delapan belas) tahun bagi laki-laki dan 15 (lineéab) tahun bagi perempuan.
Peraturan tersebut termaktub dalam pasal 29 berikut

“Seorang jejaka yang belum mencapai umur genappaelaelas
tahun, seperti pun seorang gadis yang belum mencapa genap
lima belas tahun, tak diperbolehkan mengikat daingalam
perkawinan. Sementara itu, dalam hal adanya aledasan yang
penting, Presiden berkuasa meniadakan larangandemgan
memberikan dispensast.
Di samping bahwa usia yang ditetapkan adalah barlgeshgan UU No. 1
Tahun 1974, ayat tersebut menyatakaan bahwa haltk umemberikan
dispensasi perkawinan berada di tangan Presideanboienjadi kekuasaan
Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU Nahin 1974°
Kebanyakan hukum adat yang berlaku di Indoneslaktmelarang adanya

perkawinan bagi seorang anak yang belum mencapas h#sia tersebut,

kecuali hukum adat Suku Toraja, di Daerah Kerifoti, dan Bali. Hukum

¥Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Disahkan di dakpada tanggal 24 September oleh
Presiden Republik Indonesia, Sukarno).

%0leh karena penelitian ini fokus untuk menguii ¢fétas keberlakuan Pasal 7 Ayat (1) UU No.
1 Tahun 1974 di tengah-tengah masyarakat, makdataang digunakan adalah batas minimal
usia nikah sebagaimana termaktub dalam pasal tdrsefn, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun
bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perean.
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adat yang tidak melarangnya tersebut umumnya méakipgan aturan untuk
menangguhkan berkumpulnya kedua mempelai hinggacapean usia yang
pantas. Maka kemudian dikenal istilah ‘Kawin Gagtudi tengah-tengah
masyarakat addf. Hal inilah yang dalam figh dikenal dengan istiteubut
(akad) dan nufut (eksekusi). Dalam perkara ini, akad nikah yang kaiemu
diikuti dengan penangguhan hidup bersama disetukiut dan ketika para
mempelai hidup bersama karena sudah siap secaradasi mental disebut
nufut. Praktik ini dipercaya telah dicontohkan oleh RaBah dalam

perkawinannya dengan Aisyabh.

C. Efektivitas Keberlakuan Hukum dalam Masyarakat

Hukum merupakan seperangkat aturan yang diciptéeaena dibutuhkan
dalam setiap kehidupan. Aturan ini disadari penkielgeradaannya setelah adanya
gejala di tengah-tengah masyarakat yang memerlkéasep kontrol sosial yang
selanjutnya disebut dengan istilah hukum. Olehamga, aturan tersebut tidak
muncul dari ruang hampa, tetapi menyangkut pemenukebutuhan hidup
manusia itu sendiri.

Secara prinsipil, hukum tidak hanya selesai padakmifikasiannya akan
tetapi prototipenya merupakan perintah dengan jeaurgn umum. Dengan kata
lain, peraturan tersebut hanyalah sebagai saranappaian segala perintah dari

orang yang berhak untuk memerintah (Baca: peméjirterhadap warga yang

%30erojo WignjodipoeroAsas-asas Hukum Adgtakarta: Gunung Agung, 1984), 133.
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dikenai perintahnya/hukum (yustisiabel) dengan mea@an sanksi dalam hal
terjadi ketidakpatuhan terhadapriya.
Lawrence M. Friedman, sebagaimana dikutip oleh Adn#di dalam
bukunya, “Menguak Realitas Hukum” menyatakan baheraapat tiga unsur
penting dalam setiap sistem hukum, yapertama struktur yang merupakan
keseluruhan institusi berikut aparatnyedua, substansi yang merupakan
keseluruhan aturan termasuk asas dan norma hukamkediga kultur hukum
yang secara lugas dijelaskannya sebagai berikut:
“We define legal culture to mean attitudes, valaesl opinions held
in society, with regard to law, the legal systemd ds various parts.
So defined, it is the legal culture which determiméhen, why, and
where people use law, legal institutions, or legedcess; and when
they use other institutions, or do nothing. In otheord, cultural
factors are an essential ingredient in turning att structure and a
static collection of norms into a body of livingMaAdding the legal
culture to the picture is like winding up a clock plugging in a
machine. It sets everything in motibn.

Penjelasan tersebut memberi pemahaman bahwa kulkumlah yang memiliki

peran penting dalam kepatuhan masyarakat terhadaprt?®

Kemudian DHM. Meuwissen sebagaimana dikutip A. Niigkt Fadjar,
menambahkan satu unsur lagi, yaitu umeanajerial. Unsur tersebut dipandang
sangat penting. Arti pentingnya setidaknya dirasakimlam hal bagaimana
menghindari tumpang tindihnya peraturan perundardgngan suatu produk

legislatif; bagaimana diseminasi atau penyebarlugsaraturan hukum dalam

masyarakat; bagaimana menyelesaikan perkara segpah dan cermat sehingga

%73.J. H. Bruggink, “Rechts Reflecties, Grondbegrippét de rechtstheorie” diterjemahkan Arief
Sidharta Refleksi tentang Huku@@andung: Citra Aditya Bakti, 1999), 93-94.

#¥ahmad Ali, Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom dan ArtikéhBh dalam Bidang Hukum
(Jakarta: Kencana, 2008), 219-223.
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tidak berlarut-larut yang bisa menyebabkan masydrakain hakim sendiri.
Dalam hal ini, diperlukan adanya pengawasan sécteasif>°

Mengenai pokok bahasan dari studi efektivitas huk8wieman B. Taneko
mengutip pernyataan Donald Black yang menyatak&mwaastudi ini merupakan
suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strateginpusan masalah yang
bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitdsuimudengan ideal hukum.
Kegiatan ini akan lebih lanjut memperlihatkan aathukum dalam tindakatagv
in action) dan hukum dalam teoriagv in bool.*°

Berbicara tentang efektivitas hukum dalam masydrdderarti berbicara
tentang daya kerja hukum dalam mengatur dan/atanaksa masyarakat untuk
selalu patuh terhadap aturan yang ada. Setidalenglagat empat faktor penting
yang sangat berpengaruh dalam penetrasi hukumndalhetengah masyarakat.
Keempat faktor tersebut adalah kaidah hukum/peaaturitu sendiri,
petugas/penegak hukum, sarana atau fasilitas yamgnakan oleh penegak
hukum, dan kesadaran masyaraka¢emudian Soerjono Soekanto menambahkan
satu faktor penting lagi yaitu faktor kebuday&an.

Pertama, kaidah hukum. Hal ini erat kaitannya dengan sysyatat
pemberlakuan yang harus dipenuhinya, yaitu berkdaara yuridis, sosiologis

dan filosofis. Ketiga hal tersebut sama sekali Kiddapat terabaikan dan

%9A. Mukthie Fadjar,Penegakan Hukum Konstitusi oleh Mahkamah KonstitD&ampaikan
dalam Kuliah Umum di Fakultas Syariah Universitadam Negeri (UIN) Malang, Sabtu, 3
Nopember 2007t.k.: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2)®%-9.

“9Soleman B. TanekoPokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakdakarta: RajaGrafindo,
1993), 48.

417ainuddin Ali, Sosiologi HukungJakarta: Sinar Grafika, 2007), 62.

“2Soerjono  Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukufiiakarta:
RajaGrafindo, 2007), 8.
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hendaknya saling mengisi satu sama lain. Sebuabniwaapat dianggap berlaku
secara yuridis jika penentuannya didasarkan paddatkayang lebih tinggi
tingkatannya (teori stubenbau; Kelsen) atau tetberdtas dasar yang telah
ditetapkan (W. Zevenberget).Berlaku secara sosiologis jika kaidah tersebut
dapat dipaksakan pemberlakuannya sekalipun tidekimia oleh masyarakat atau
justru karena adanya pengakuan dari masyarakat.d2pat dikatakan berlaku
secara filosofis apabila sesuai dengan cita hukebegai nilai positif yang
tertinggi®* Di samping itu, Soerjono Soekanto mengaiteratkabeKakuan
sebuah Undang-undang dengan asas-asas yang nukld&ktmnya. Menurutnya,
keberadaan asas-asas tersebut tidak lain adalahlsgkng-undang tersebut
mencapai tujuannya, yaitu memiliki dampak posighderlaku efektif di tengah-
tengah masyarakat.

Kedua, Penegak Hukum. Para penegak hukum yang dimaksuthhada
memiliki cakupan yang cukup luas karena menyangktiigas pada strata atas,
menengah, dan bawah yang secara langsung maupkramsung berhubungan
dengan pelaksanaan, pemeliharaan, dan usaha meahg&dan serta
memaksakan pemberlakuan hukum yang tidak hanyaakeptaw enforcement
akan tetapi jugpeacemaintenancé® Adapun hal yang paling mendasar untuk
ditegaskan pada diri penegak hukum adalah sejauta naaterikat pada aturan
yang ada, sejauh mana kebijakan yang diambilnyagghi teladan yang

ditampakkannya. Oleh karenanya, mereka harus meagkaidah-kaidah hukum

**Soleman B. Tanek®p.Cit.,47.
44Zainuddin Ali,Op.Cit.,62.
**Soerjono Soekant@p.Cit.,11-12.
“Ibid, 19.
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yang ada, memiliki pengetahuan dan wawasan yang, Idapat mengikuti

perkembangan masyarakat dan kebutuhannya, mengb&thsan wewenangnya,
mempunyai keterampilan dalam melaksanakan tugasey& memiliki integritas

kepribadian yang baik.

Di samping itu, suatu hukum dapat dikenali masyatrabada dasarnya
merupakan hasil dari suatu proses penanaman télai@lembagaan oleh para
penegaknya. Keefektifan pemberlakuannya merupakasil hpositif dari
penggunaan tenaga manusia (Baca: SDM para penadmtkylat yang digunakan,
organisasi dan metode untuk menanamkan lembaga deleaim masyarakat.
Semakin tinggi kekuatan SDM yang ada, semakin angdahyang digunakan,
semakin teratur organisasinya, semakin sesuainsigienanamannya dengan
tradisi di masyarakat, maka semakin besarlah hgmily akan di capéf.
Keseluruhan unsur tersebut yang oleh Friedmanildiikan dengan “struktur”.
Namun dalam penjelasan yang berbeda, Soerjono Stekian Zainuddin Ali
memisahkan sarana atau fasilitas yang digunakan p#&a penegak hukum
sebagai faktoketigaefektivitas keberlakuan hukum dalam masyarakat.

Sedangkan faktor keempat adalah faktor kesadarayarakat yang dapat
dikatakan sangat erat kaitannya dengan kultur huksecara sederhana, dapat
dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat @phlackum merupakan salah
satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutdin tengah-tengah

masyarakat. Bierstedt, sebagaimana dikutip olehj@uo® Seokanto menyatakan

4’A. Mukthie FadjarQp.Cit.,6-7; Zainuddin Ali,Op.Cit, 63.
“8Spleman B. Tanek@p.Cit, 53-54.
“S0erjono Soekant@p.Cit.,37; Zainuddin Ali,Op.Cit, 64.
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bahwa setidaknya terdapat empat dasar penting di&patuhan masyarakat
terhadap hukum. Keempat dasar tersebut adeddbctrinationatau indoktrinasi
untuk berbuat atau meninggalkan sesulabituation, yaitu sosialisasi intensif
yang dibangun sejak kecil dan mengakar menjadiasalain;utility, merupakan
penanaman keyakinan bahwa jika hendak hidup terafika diperlukan adanya
kaedah-kaedahdan group identification,oleh karena setiap manusia memiliki
kecenderungan untuk hidup berkelompok, maka sesgdrarus patuh terhadap
kaedah yang diakui oleh suatu kelompok untuk dapekakukan identifikasi
kelompok>®

Mengenai factor kebudayaan, Soekanto mengartikaselpagai hasil karya,
cipta, dan rasa yang didasarkan kepada karsa raadiugilam pergaulan hiddp.
Pada masyarakat dengan kebudayaan dan struktai gasg sederhana, hukum
timbul dan tumbuh sejalan dengan pengalaman mdsyadtalam proses interaksi
sosial. Soekanto manyebutkan bahwa dalam hal igrgaabaharuan hukum, pada
masyarakat model ini dimungkinkan timbul masalalsateh, seperti sinkronisasi
antara pembaharuan hukum dan kesadaran hukum meédmedgektifan fungsi
pembaharuan hukum sebagai sarana pembentukan k@sadaum; dan toleransi

konflik antara pembaharuan hukum dan kesadaranneku

%0Soerjono Soekantéjukum Adat IndonesigJakarta: RajaGrafindo Persada, 2007),323-325
*!Sperjono Soekant&aktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Huk&m
*2Sperjono Soekantéjukum Adat Indonesi&21-322.
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BAB Il

METODE DAN OBYEK PENELITIAN

A. Metode Penelitian
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Dalam upaya penyelenggaraan proses penelitian,lifpemenggunakan

pendekatan kualitatifk(alitative approach Penamaan pendekatan tersebut
jika ditinjau dari pola penggunaan metodanya. Jdinjau dari sudut
kajiannya, pendekatan yang digunakan dalam peareliti adalah pendekatan
hukum sosiologisgpcio legal approach Model pendekatan yang diambil oleh
peneliti ini kemudian menentukan jenis penelitiaany dilakukan. Oleh
karenanya, penelitian ini selanjutnya disebut sabdgenelitian Hukum

Sosiologis ¢ocio legal researghdan secara spesifik merupakan penelitian
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terhadap efektivitas hukumi.Jenis ini diambil atas dasar kekuatiran yang
sangat mendasar akan ketidakefektifan penerapamalsgieraturan hukum di

Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupatepaai!

2. Paradigma

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktieisrRaradigma ini
dipandang sangat relevan digunakan dalam proseslitggen ini. Hal ini
didasarkan pada cara pandang aliran ini yang makgmatbahwa realitas itu
ada dalam bentuk konstruksi mental, berdasarkaggbeman sosial, bersifat
lokal, spesifik dan tergantung pada orang yang ko&knnya, sehingga tidak

dapat digeneralisasi kepada semua kalangan.

3. Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah ékngang didapatkan
dari hasil wawancara langsung dengan subyek peme(dalam hal ini Tokoh
Masyarakat Desa Ketapang Laok dan Petugas KUA KatzamKetapang
Kabupaten Sampang) dan observasi di daerah panetiilangsungkan. Di
samping itu, penelitian ini juga memperhatikan @gal masyarakat setempat
dalam bentuk kuisioner serta memperkayanya dengtmpmklaku pernikahan

di bawah umur yang dianggap menunjang kelancarareligan ini dan

*3S0erjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat doanmpenelitian hukum ditinjau dari
tujuan penelitian, yaitu Penelitian Hukum Normatiin Penelitian Hukum Sosiologis atau
Empiris. Jenis penelitian hukum sosiologis kemuddibagi menjadi dua, yaitu Penelitian
terhadap Identitas Hukum (tidak tertulis) dan Piéiael terhadap Efektifitas Hukum. Lihat

Soerjono Soekant®engantar Penelitian Hukufdakarta: Ul Press, 1986), 51

*Adaptasi terhadap latar belakang penggunaan peneiitkum yang bersifat sosiologik menurut
Soetandyo wignyosoebroto dalam Soejono dan AbdomaahMetodologi Penelitian Hukum

(Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 111-112.

®>Agus Salim,Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Pemikiranridan K. Denzin dan Egon

Guba, dan Penerapannyérogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001), 41-42
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menjadi penguat dan penjelas dari bahan primer yaf&g® Sumber yang

kedua ini selanjutnya disebut sebagai sumber sekund

4. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen dalam penelitian ini berupaman instrumentyaitu peneliti
sendiri yang sejak awal telah menvalidasi kesiagain untuk melakukan
penelitian ini. Hal ini didasarkan pada asumsi pgrigahwa penerapan batas
usia nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayalYINo. 1 Tahun 1974,
yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagiep@puan belum efektif di
Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupatepémﬂ?

Tentu saja tidak cukup dengan hanya validitasakesi diri peneliti. Oleh
karenanya, langkah konkrit pengumpulan data ak#ékukan dengan cara
observasi di desa setempat, dilanjutkan dengaerview bersama tokoh
masyarakat dan petugas KUA setempat. Untuk mengmyan peneliti juga
mengadakan angket dengan menyebarkan kuisioner rbagyarakat usia
rentan terjadi pernikahan dini, yaitu usia antada(@mpat belas) hingga 19

(sembilan belas) tahun serta data dokumentasi ¢igeglukan>®

5. Teknik Pengolahan Data
Dalam rangka menguiji validitas data yang telahiteplin, perlu diadakan
pemeriksaan ulang terhadap informasi/data yang prilsal kelengkapan

jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensialjan atau informasi,

*gaifullah, Buku Panduan Metodologi Peneltian Fakultas Syari#iN Malang (Malang: t.p.,
2006),

*/Lihat Nasution dalam Sugiyontetode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&Bandung:
Alfabeta, 2008), 223

*30erjono Soekant@p.cit, 66
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relevansinya bagi penelitian, serta keseragamamnnasi yang peneliti terima.
Langkah ini, umumnya disebetliting>°
Di samping itu, peneliti juga akan melakukan prakgdatau koding.

Artinya, peneliti akan mengklasifikasikan informasing didapatkan dengan
cara memberikan kode-kode tertentu berdasarkanrkesa karakteristiknya.
Langkah ini akan mempermudah proses pada tahafmnutrya, yaitu proses
analisis. Setelah pengklasifkasian dengan kodentert kemudian dilanjutkan
dengan pencatatan secara konsisten dan sistefaiisdalam bentuk tabel
maupun dalam bentuk yang lainnya. Keseluruhan ldagkah tersebut biasa

juga disebutlassifying®

6. Analisa Data

Kegiatan analisis menjadi bagian terpenting dalameptian ini. Dikatakan
demikian karena kegiatan ini adalah proses penfladaan seluruh data yang
terhimpun ke dalam bentuk yang lebih mudah dibagatdrinterprestasi. Hal
ini pada akhirnya digunakan untuk memperoleh gaarb&eseluruhan dari
obyek yang diteliti, tanpa harus diperinci secaendetail unsur-unsur yang
ada dalam keutuhan obyek penelitian tersebut. Brioseselalu menampilkan
tiga syarat, yaitu: objektifitas, pendekatan sistésn dan generalisa%i.
Adapun metode yang digunakan pada penelitian ialaddanalisis deskriptif
kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadatau status fenomena

dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisafhgEsn menurut

*Bambang Sunggondlotode Penelitian Hukurflakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 125
%Sperjono Soekant@p.cit, 264-270
®INoeng MuhadjirMetodologi Penelitian Kualitatif(Y ogyakareta: Rake Sarasin, 1989), 69.
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kategorinya untuk memperoleh kesimpulatmplementasinya diawali dengan
perumusan hipotesa yang dalam kajian ini terumuskaara implisittangkah

tersebut dilanjutkan dengan uji autentisitas dafaingga terselamatkan dari
ancaman ketidakcermatan data, baik yang datangldiin maupun dari luar,
seperti akibat pengaruh orang ketiga atau sikap pidaku narasumber
dan/atau peneliti. Data autentik dipaparkan sedeagan pengklasifikasiannya

masing-masing yang selanjutnya dianalisis secageasif®>

B. Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sebuah Desa pada Ketam&Ketapang
Kabupaten Sampang. Desa tersebut bernama Desaakigthpok yang secara
umum memiliki kondisi terbilang terbelakang. Peiaitatersebut, setidaknya
terbuktikan dengan tingkat pendidikan dan ekonorangy relatif rendah.
Kondisi-kondisi tersebut tersebut secara spesifilkana dipaparkan pada
penjelasan selanjutnya. Di samping itu, penelitfi@njuga dilangsungkan di
lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Igatay Kabupaten
Sampang selaku lembaga yang memiliki wewenang untekangani setiap

adanya peristiwa hukum berupa perkawinan di wilagetempat.

2. Kondisi Geografis
Secara umum, letak geografis Kecamatan Ketapargjlaieg cukup

strategis karena memiliki sumber daya alam yangdaen dan potensial untuk

%2LKP2M, Research Book For LKP2Malang: t.p., 2005), 60.
®Langkah tersebut sesuai dengan langkah-langkalisisndata sebagaimana dituliskan burhan
AshshofaMetode Penelitian HukunJakarta: Rineka Cipta, 2004), 68.
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dikembangkan. Posisinya yang terletak di ujungautdabupaten Sampang
membuat kecamatan ini menjadi kecamatan yang selaiai, terlebih bahwa
kecamatan ini menjadi pertemuan tiga trayek kerasatanum dari tiga arah
berlawanan, yaitu dari arah selatan, trayek Sampatgpang; dari arah barat,
trayek Bangkalan-Ketapang; dan dari arah timuyekkaSumenep-Ketapang.
Kondisi ini seolah menunjukkan bahwa kecamatanmeijaditrade mark

wilayah pantai utara pulau Madura. Dan yang teipgnbahwa di kecamatan
ini terdapat sebuah desa bernama Ketapang Laok im&tansi layanan
masyarakat berupa Kantor Urusan Agama (KUA) yangnjatk obyek

penelitian penelit??

Desa Ketapang Laok merupakan salah satu desa aadatbngan kondisi
alam yang relatif subur. Posisinya yang terletakedigah-tengah Kecamatan
Ketapang membuat desa tersebut mudah dijangkaualeda dari semua desa
di sekitarnya. Sehingga sangat tepat sekali jikaba@gian luar desa ini
cenderung ramai, salah satu buktinya adalah pasgkpcil bernama Masiang
yang menjadi tujuan belanja —tidak hanya warga jpatg Laok, tetapi juga—

desa-desa tetangga.

Desa ini merupakan desa dengan jenis alam persawalerkebunan,
perbukitan, dan perhutanan kecil. Desa ini punirieddri empat dusun, yaitu
Dusun Taman, Kombang, Gujing, dan Kolla. Masingimgslusun dipimpin

oleh seorang pembantu Kepala Desa yang biasa tlidebgan istilah Apél

®Agar pembahasan lebih terarah dan sistematis, makek obyek kedua (KUA) akan dibahas
pada pembahasan tersendiri setelah pembahasasikologiektif obyek penelitian pertama.
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(setingkat Kepala RW). Pejabat inilah yang kemudismiliki peran penting
dalam segala urusan administrasi masyarakat, tekntegam hal perkawinan.
Sehingga wajar jika warga yang notabene berperafidikendah sering
memasrahkan urusan administrasi kenegaraan tenmgalap

Secara teritori, desa yang terletak pada1d7 LS dan 11315’ BT ini
dibatasi oleh beberapa desa yang masih dalam lgku kecamatan yang
sama. Desa-desa tersebut adalah Desa Ketapangubtyjaarah utara, Desa
Ketapang Barat untuk arah barat laut, Desa Pale Dayuk arah barat, Desa
Pale Laok untuk arah Barat Daya, Desa Bunten Rentaik arah selatan, Desa
Bunten Timur untuk arah tenggara dan Desa Ketapayg untuk arah timur
dan Timur Lauf® Data tersebut membuktikan bahwa secara geogidisa
Ketapang Laok berada di tengah-tengah kecamataikuB&bulasinya:

Tabel 3.1:
Batas Wilayah Desa Ketapang Laok
Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang

No Batas Arah Nama Desa Pembatas
01 | Utara Desa Ketapang Daya
02 | Barat Laut Desa Ketapang Barat
03 | Barat Desa Pale Daya

04 | Barat Daya Desa Pale Laok

05 | Selatan Desa Bunten Barat

06 | Tenggara Desa Bunten Timur

07 | Timur Desa Ketapang Daya
08 | Timur Laut Desa Ketapang Daya

Sumber: Monografi Desa setempat

**Berdasarkan Monografi Desa Ketapang Laok Kecamiéeapang Kabupaten Sampang Tahun
2009 yang dipajang di salah satu ruangan pada Baka Ketapang Laok.
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3. Kondisi Penduduk

Terdapat populasi penduduk yang terbilang padatkunkuran pedesaan
pada desa ini, yaitu sebanyak 8.903 ( delapanS#@mbilan ratus tiga) Jiwa,
yang terdiri dari 4272 (empat ribu dua ratus tuputuh dua) jiwa penduduk
laki-laki dan 4631 (empat ribu enam ratus tiga pudatu) jiwa penduduk
perempuan. Untuk mempermudah pengidentifikasiangyelah tersebut
kemudian diklasifikasikan ke dalam enam kelompadk,ugitu usia O hingga 3
tahun sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima);jiwsa 4 hingga 6 tahun
sebanyak 471 (empat ratus tujuh puluh satu) jivea 0 hingga 12 tahun
sebanyak 465 (empat ratus enam puluh lima) jiwa U8 hingga 15 tahun
sebanyak 435 (empat ratus tiga puluh lima) jiwda u$ hingga 18 tahun
sebanyak 518 (lima ratus delapan belas) jiwa; dsin @9 tahun ke atas

sebanyak 6.689 (enam ribu enam ratus delapan Samtbilan) jiwa®

Tabel 3.2:
Populasi Penduduk Desa Ketapang Laok Kec. Ketapang Kab. Sampang
No Golongan Usia Jumlah Jiwa
01 | 0-3 Tahun 325
02 | 4 -6 Tahun 471
03 | 7—-12 Tahun 465
04 | 13 - 15 Tahun 435
05 | 16 — 18 Tahun 518
06 | 19 Tahun ke Atas 6.689
Jumlah Keseluruhan 8.903

Sumber: Monografi Desa setempat

®Berdasarkan Monografi Desa Ketapang Laok Kecamigeapang Kabupaten Sampang Tahun
2009. Peneliti menggunakan data ini dikarenakamiBa¢sa setempat masih belum memegang
data hasil sensus tahun 2010 yang menurut apasatsgééempat masih diolah di Kantor Statistik
Kabupaten dan belum diterbitkan. Kriteria pembadiatompok usia pun disesuaikan dengan
pembagian kelompok usia sebagaimana terdapat ddtaragrafi Desa setempat.
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4. Kondisi Tingkat Pendidikan

Ditilik dari tingkat pendidikannya, masyarakat De&&tapang Laok
Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang tergolongrpadgarakat dengan
tingkat pendidikan yang rendah. Dikatakan demiki@rena berdasarkan data
yang diperoleh dari balai desa setempat tidak patdaatu orang pun (yang
telah berkeluarga) yang menyelesaikan pendidikahimgga jenjang Strata 3
(S3). Terdapat 2 (dua) orang yang berhasil menangikndidikannya hingga
jenjang Strata-2 (S2). Dan jumlah yang lebih bailerdukan pada lulusan
Strata-1 (S1), yaitu sebanyak 9 (Sembilan) orang.

Adapun warga yang terhitung lulusan pendidikanraefekolah Lanjutan
Tingkat Atas (SLTA) terdapat 73 (tujuh puluh tigajang. Sementara itu,
jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atang setara berhasil
diselesaikan oleh 231 (dua ratus tiga puluh satang Kemudian ditemukan
sebanyak 2.372 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh duang yang telah berhasil
menamatkan pendidikannya di tingkat Sekolah Datsar yang sederajat. Dan
jumlah yang sangat mendominasi adalah warga yandgk tiberhasil
menyelsaikan pendidikan —dan bahkan tidak pernahgerg/am pendidikan
formal- setara Sekolah Dasar, yaitu sebanyak 2(d0& ribu tujuh ratus
enam). Angka terakhir yang sangat besar tersebuménunjukkan bahwa
tingkat pendidikan masyarakat setempat tebilanglalen Namun demikian,

kesadaran terhadap pendidikan perlahan sudah meMBarikut tabulasinya:

®’Pendataan ini hanya dilakukan pada warga yang tmakeluarga (menikah) berdasarkan data
yang diperoleh dari Monografi Desa setempat.
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Tabel 3.3:
Tingkat Pendidikan Masyarakat
Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang

No Tingkat Pendidikan Jumlah Jiwa
01 | Tidak Tamat SD/Sederat 2.806
02 | Lulusan SD/Sederat 2.272
03 | Lulusan SLTP/Sederat 231
04 | Lulusan SLTA/Sederat 78
05 | Lulusan Perguruan Tinggi (S1) 9
06 | Lulusan Perguruan Tinggi (S2) 2
07 | Lulusan Perguruan Tinggi (S3)

Sumber: Monografi Desa setempat

5. Kondisi Ekonomi

Masyarakat Desa Ketapang Laok memiliki profesi yaaggat beragam.
Ragam profesi tersebut kemudian menentukan perafapaereka dalam
upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasar&nydng diperoleh dari
Balai Desa, dari 2.511 Kepala Keluarga (KK) terdap&b89 KK dengan
profesi sebagai petani, baik sebagai buruh, peaggdrningga petani dengan
lahan yang dimilikinya sendiri. Sebanyak 467 KK galerprofesi sebagai
pedagang, mulai dari pedagang kecil-kecilan segmtiagang sayur-mayur
hingga pedagang yang terhitung besar, seperti pedagppi dan sebagainya.

Profesi yang lain adalah wiraswasta atau karyavegiafwai swasta, yaitu
sebanyak 113 KK, 68 KK berprofesi sebagai pengajasta, 66 KK bekerja
pada bidang pertukangan, 21 KK berprofesi sebaggaW®wai Negeri Sipil
(PNS), 47 KK sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKH) KK sebagai nelayan,

dan 113 KK dengan beragam profesi lainnya Beri&bulasinya:
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Tabel 3.4
Profesi Kepala Keluarga
Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang

No Profesi Jumlah KK
01 | Petani 1.589
02 | Pedagang 467
03 | Wiraswasta 113
04 | Pengajar 68
05 | PNS 21
06 | Sopir 12
07 | Pertukangan 66
08 | Nelayan 5
09 | TKI a7
10 | Profesi lainnya 113
Jumlah Keseluruhan 2.511

Sumber: Monografi Desa setempat

Hal yang sangat erat kaitannya dengan profesi wagaagaimana
disebutkan di atas adalah hasil pendapatan dafegpréersebut. Bagian ini
cenderung memiliki pengaruh yang signifikan dalaotaphidup masyarakat,
termasuk dalam hal perkawinan. Secara umum, mdsyai2esa Ketapang
Laok memiliki penghasilan bulanan yang relatif r@mdBagaimana tidak
demikian, jika dari 2.511 jumlah keseluruhan KK dBsa tersebut, hanya
terdapat 243 (dua ratus empat puluh tiga) KK ataid%9 saja yang
berpenghasilan bulanan di atas dua juta Rupiaharfyalk 568 (lima ratus
enam puluh delapan) KK atau 22,6% yang berpengimasikitar di atas satu
juta hingga dua juta Rupiah. 1.572 (seribu limasatjuh puluh dua) KK atau
62,6% dengan penghasilan di atas lima ratus ribgda satu juta Rupiah. Dan

selebihnya, sebanyak 128 (seratus du puluh delak&nptau 5,1% yang
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menggantungkan hidup dengan penghasilan di bawad fdatus ribu Rupiah

perbular®® berikut tabulasinya:

Tabel 3.5:

Penghasilan Bulanan Kepala Keluarga
Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang

No Penghasilan Perbulan Jumlah KK
01 | <Rp500.000 128
02 | >Rp500.000 — Rp1.000.000 1.572
03 | >Rp1.000.000 — Rp2.000.000 568
04 | >Rp2.000.000 243

Sumber: Monografi Desa setempat

6. Kondisi Obyektif KUA Kec. Ketapang Kab. Sampang

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ketapang Kabemp&ampang

terletak di Desa Ketapang Barat, tepatnya di sekpasat keramaian

kecamatan. Letaknya yang berjarak 100 meter d#anjatama membuat

suasana cukup kondusif idealnya perkantoran. Dpgagnitu, tidak sulit untuk

mencari letak kantor ini karena keberadaannya ypegsis menghadap

Lapangan Merdeka Kecamatan —yang sering pula dipak@n sebagai areal

pasar malam pada beberapa momentum— membuatnyakdenjfhat jelas

dari kejauhan.

Dengan personel sebanyak 5 (lima) orang Pegawag yardiri dari

Kepala KUA dan 2 (dua) orang staf dengan dibaneh d (dua) orang

®penghasilan tersebut merupakan penghasilan Kepelaaiga dan pada umumnya masyarakat
Desa Ketapang Laok membiasakan diri untuk tidakesepnya bergantung kepada Kepala
Keluarga dalam memenuhi kebutuhannya, sehinggaatepdnsip Berat Sama Dipikul Ringan
Sama Dijinjing, hampir semua ibu rumah tangga mi&irkkrja tetap sekali pun penghasilannya
tidak seberapa dan hanya cukup untuk biaya dapemg@n demikian, penghasilan tiap KK
sebetulnya masih dapat ditambah dengan penghastiémya. Namun dalam penelitian ini,
hanya disampaikan penghasilan bulanan perKK saja.
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Pegawai Sukwan, instansi ini selalu berkomitmemnukimhelayani kebutuhan
masyarakat, khususnya dalam hal urusan adminispadiawinan. Selaku
instansi layanan masyarakat, banyak peristiwa pgrdiawali dari kantor ini

dan banyak problem pula yang dihadapi dalam prgmdayanannya. Di
samping problem yang datang dari masyarakat yamgbane belunmelek

(baca: masih butahukum, problem juga diakui sering datang dari pesbo
petugas KUA yang salah satunya lebih disibukkah &krjaan sampingannya,
yaitu mengajar di sekolah yang dikelolanya. Namuwmi#tian, dengan
menyadari bahwa instansi tersebut merupakan ingb@fsyanan masyarakat,
instansi ini terus berusaha untuk melayani masgdrdklam kondisi seperti

apa pun.
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BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data

Terdapat dua golongan narasumber dalam peneltiarPembagian kedua
golongan tersebut didasarkan kepada kedekatan ef@mrya di tengah-tengah
masyarakat. Keduanya adalah Tokoh Masyarakat damgd®e Kantor Urusan
Agama (KUA).

Golongan pertama, yaitu Tokoh Masyarakat jika diiikasikan berdasarkan
peranannya —termasuk dalam hal perkawinan—dibedaieanjadi dua golongan,
pertama, Tokoh Agama (biasa disebut Kyai) yang umumnya jlbgaperan
sebagai wakil wali nikah (secara kultural, masyataksetempat biasa
menyebutnya dengan istilah Penghulu); dedua, tokoh masyarakat yang

memiliki jabatan tertentu dalam lapisan pemerintaldi lingkungan desa
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setempat dan terlibat dalam urusan administrakepenan (Baca: aparatur desa),
termasuk Mudin.

Sementara golongan narasumber kedua, yaitu parggsepada lembaga yang
salah satu tugasnya sebagai pelaksana pencatata@wijpan (Baca: KUA) dari
tiga narasumber yang berbeda posisi. Ketiganyangasasing adalah Kepala
KUA, Staf yang sekaligus merangkap sebagai Penglian Pegawai Sukwan.

Berikut pembahasannya:

1. Standar Usia Ideal untuk Melangsungkan Perkawinan
a. Usia ldeal menurut Tokoh Masyarakat
Tokoh pertama yang peneliti temui adaki. Muhammad Shonhaiji®®,
sosok Kyai yang bersahaja dan sangat sadar peadidiKetika ditanya
mengenai usia ideal seseorang untuk melangsungleakavwpinan, figur
kelahiran Sampang pada tanggal 25 Oktober 194mémyatakan bahwa usia
tersebut tercapai setelah menyelesaikan sekolapgdiriingkat Madrasah
Aliyah. Berikut penuturannya dalam bahasa Maduhasha
“Sé pantes épakabin nikah, mun pon lastaréh satg&blanah,
lulus MA. Mun pon lulus, saé. Ampon siap méntallugiga.
Mangkanah, guleh cé’ émanah ka na’-kana’ sé gi’ lidkhs MTs
bhlekkah pas épakabin. Gi' bannya’ réng Pang Laéksanékah.
Tapéh mun réng ka'entoh bhunten pon. jhe’ réngda& Ghen
Orde Barugheggher, sajen sakorfi’’
“Yang pantas dinikahkan itu kalau sudah menyelesaigemua
jenjang pendidikannya, (yaitu) lulus MA (singkatdtadrasah

Aliyah, setingkat SLTA). Kalau sudah lulus, baik n{uk
dinikahkan.pen). Sudah siap mental (untuk) berkgaiaMakanya,

%9Selanjutnya disebut tanpa menggunakan gelar. Habéraku bagi semua narasumber, baik
gelar keagamaan maupun gelar akademik.
“"Muhammad ShonhajiVawancara(Ketapang, 22 September 2010).
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saya sangat menyayangkan anak-anak yang masih hélistMTs
(singkatan Madrasah Tsanawiyah, setingkat SLTR) kamudian
dinikahkan. Masih banyak masyarakat Desa Ketapauk lyang
seperti itu. Tapi kalau masyarakat (dusun) ini suiizak demikian
lagi. Soalnyakan tidak baik. Sejak rezim Orde Baru runtuh,
(praktik tersebut) sudah semakin sedikit.”

Dikonfirmasi mengenai batas minimal usia nikah gelmana
diregulasikan pemerintah, Pengasuh Yayasan Nazhduth’'allimin ini
mengaku belum mengetahuinya, setelah dikasih tahw® usia tersebut
adalah 19 (Sembilan belas) dan 16 (enam belashtbhhgi masing-masing
calon pengantin, ia menilainya sudah pas dan fgaki ada perubahan.

Berbeda dengan narasumber pertama yang membekapatsia ideal
berdasarkan jenjang pendidikan, narasumber keduty KH. Zuhdi Ihsan
melihatnya dari dua sudut pandang yang menuruteybeda, yaitu menurut
hukum Islam dan hukum negara. Berikut penyampanny

“Islam tidak memberi batasan usia, akan tetapi aamrpatokan
pada kebaligh-an seseorang. Anak perempuan yang berusia 14
(empat belas) tahun, umumnian sudahbaligh. Jadi, sudah bisa
dinikahkan.Cuman,secara hukum adat, saya mendukung terhadap
batasan usia yang dibuat negara. Kalau menurutusagadeal dan
siap untuk menikahkan itu, 24 (dua puluh empatyriabagi laki-

laki dan 20 (dua puluh) tahun bagi perempuan. Kapmasih
banyak juga warga yang menikahkan anaknya yanghnissum

lulus MTs. Usiasegitu kanmasih bermental anak-anak, walau pun
sudah masukaligh”*

Disinggung mengenai batas minimal usia nikah sebegea diatur dalam
Undang-undang, Kyai yang juga mengaku sering memakil wali nikah ini

—setelah terlebih dahulu bertanya tentang batasartersebut karena mengaku

"zuhdi IhsanWawancara(Ketapang, 28 September 2010).
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belum mengetahui secara pasti- mengemukakan keksepakatannya
terhadap pembatasan tersebut:

“Jika ditinjau dari hukum agama, saya tidak setiprena Islam
hanya memberi patokan udsaligh, dan usia 16 tahun itu terlalu
tinggi. Tapi secara hukum adat, saya setuju. Bapkalu ditambah
supaya tambah matang menjadi 22 (dua puluh duah tahgi laki-
laki dan 18 (delapan belas) tahun bagi perempuaren@ usia itu
sangat ideal untuk melakukan perkawin&n.”

Narasumber berikutnya adalah seorang Apel (selurtuk Ketua Dusun)
Dusun Kombang bernamduhammad Juhri. Mengenai batas minimal usia
nikah dan usia ideal menurutnya, sosok bapak yagey mmemimpin paguyuban
Pencak Silat ini mengatakan sambil tersenyum:

“Ghu pas taoh séngko’, Cong. Ca’en mun ta’ dhapatopbellas
(17) taon ta’ étarémah. lyeh, mun lah omur pétttase(17) kan
lah rajah, pékkérrah lah dibhasah. Tapéh nagh&em aghabay
atoran omur jriyahkan ma’lé rakyattah nerrosagi sekolah. Mun
tak asakolah pas gun én-maénniean bhali’ épakabinah. Ma’lé
arassah andi’ tanggungan’®

“Saya tidak tahu, Nak. Katanya kalau (usia calongaatin) tidak
mencapai 17 (tujuh belas) tahun, tidak diterim&H{oKUA). Ya,
kalau sudah usia 17 (tujuh belas) tahkan sudah besar,
pemikirannya sudah dewasa. Tapi negaaa membuat peraturan
(tentang) usia itukan agar rakyatnya melanjutkan sekolahnya.
Kalau tidak sekolah kemudian cuma main-main kajasebaiknya
dinikahkan. Agar merasa punya tanggung jawab.”

Narasumber dengan profesi yang sama untuk dusum benbeda adalah
Marzuki, seorang Apel Dusun Taman. Kendati pun tidak miage secara

pasti mengenai batasan minimal usia nikah sebagaimaarasumber-

bid.
Muhammad Juhriwawancara(Ketapang, 25 September 2010).
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narasumber sebelumnya, ia lebih berani memberikpataisia ideal untuk
menikah, berikut penyampaiannya:

“Tadha’ sé lebbi idéal dhari omur saghami’ (25) taon. N&bain

akabin bakto omur saghami’ (25)! Mun sé bini’ ondupolo (20)

taon lah. Omur sajiah, pastéh materigh. Bhatesan omur dhari
naghara jréah korang, s€ nyaman tambaéh dhaddikdulé22)

untu’ sé laké’ bhan bellu bellas (18) taon untu’tsai’. Cora’en

mun lah sajiah, lah siap akeluarga®

“Tidak ada yang lebih ideal dari usia 25 (dua puliaia) tahun
(bagi laki-laki). Nabi kan menikah waktu usia 25. Kalau
perempuan (idealnya) usia 20 (dua puluh) talalm Usia segini
pasti matandah. Batasan usia (minimal) dari negara itu kurang
(dewasa), sebaiknya dinaikkan menjadi 22 (dua pdlugy) untuk

laki-laki dan 18 (delapan belas) untuk perempuayaknya kalau
sudahsegitu,sudah siap berkeluarga.”

Narasumber berikutnya adalah Mudin Desa Ketapangk Llaernama
Umar Faruq. la menilai bahwa usia ideal untuk melangsungkankgwinan
adalah usia 25 (dua puluh lima) tahun bagi laki-én 21 (dua puluh satu)
tahun bagi perempuan. Tapi sayangnya, usia tersikithnya sebagai batas
minimal usia nikah. Setelah diklarifikasi dan metagpeli bahwa batas minimal
tersebut adalah 19 (sembilan belas) dan 16 (endas)b@hun bagi masing-
masing calon pengantin, ia menilai bahwa usia bertseerlalu muda dan perlu
dinaikkan mendekati usia ideal versi dirinya, y&fi(dua puluh lima) dan 20
(dua puluh) tahun bagi masing-masing pihak. Bengarhaparannya:

“Sé nyaman nikah mun sé laké’ omur saghami’ (25) seubinl’
omur salékor (21). Jhe’ réng mun ngudah gelluh seéggékcokan.
Bhan polé mun tak dhapa’ omur sanikah, tak étarérbaan
KUA”. Setelah diklarifikasi bahwa batas minimal usia hikaalah

19 (Sembilan belas) dan 16 (enam belas) tahun umaging-
masing calon pengantin‘Mun gun sanga bellas (19) bhan

"Marzuki, Wawancara(Ketapang, 26 September 2010).
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nembhellas (16) korang toah. Sé nyaman omur sagtfag)ibhan
dupolo (20) taori

“Yang bagus kalau yang laki-laki usia 25 (dua puliaia), kalau
perempuan usia 21 (dua puluh satu). Soalnya kaldaiu muda,
sering berselisih paham. Lagi pula kalau tidak rapat usia
tersebut, tidak akan diterima oleh KUASetelah diklarifikasi
bahwa batas minimal usia nikah adalah 19 (Sembidatas) dan
16 (enam belas) tahun untuk masing-masing calongag®in

“Kalau cuma 19 (Sembilan belas) dan 16 (enam betiaisiin
kurang dewasa. Sebaiknya (batasan minimal terseimatikkan
menjadi) usia 25 (dua puluh lima) dan 20 (dua putahun.”

Tokoh masyarakat yang dijadikan narasumber bernjkutadalah orang
nomor satu di Desa Ketapang Laok, yaitu Kepala Dbsanama H.
Muhammad Badri. Dimintai pendapat mengenai usia ideal untuk
melangsungkan perkawinan, entah mengapa laki-latkumis tebal ini
enggan untuk menjawabnya. Setelah beberapa kalpagakan agar
mendapatkan jawaban pasti, Bagékbun begitu ia biasa disapa, memberi
komentar setelah terlebih dahulu disampaikan bat&smal usia nikah
menurut Undang-undang agar kemudian dikomentariBgekut komentarnya
prihal batas minimal usia nikah tersebut:

“Tak onéng, gi. Pola saé épa’onggha. Sé laké’ duf®dy taon, sé
bini’ sanga bellas (19) taon. Tapéh tak onéng mpleh!”’®

“Tidak tahu, ya! Mungkin (lebih) baik dinaikkan. M@ laki-laki 20
(dua puluh) tahun, yang perempuan 19 (Sembilanspe&hun.
Tapi saya tidak tahu juga!”

Demikian ia menyampaikan dengan penuh keragu-ragielam menilai

batasan minimal usia nikah sebagaimana diatur daladang-undang adalah

> Umar FarugWawancara(Ketapang, 26 September 2010).
*Muhammad Badriyawancara(Ketapang, 26 September 2010).
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19 (Sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16a(e belas) tahun bagi

perempuan yang dianggapnya perlu untuk dinaikkan.

Esensi dari keseluruhan informasi yang dihimpun semua narasumber

tersebut tersajikan dalam tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1:

Usia |deal Melangsungkan Perkawinan
Menurut Tokoh Masyarakat Desa Ketapang Laok Kec. Ketapang Kab. Sampang

No. NaraSwmber Usia ldeal Tentang Batas
untuk Menikah Minimal Usia Nikah
01 | KH. Muhammad | Lulus Sekolah Tidak Tahu;

Shonhaji (63),
Pemuka Agama

Setingkat SLTA

(19 dan 16 tahun sudah pag
dan tidak perlu dirubah)

02

KH. Zuhdi lhsan
(45), Pemuka
Agama

24 tahun untuk laki-
laki dan 20 tahun
untuk perempuan

Tidak Tahu;
(19 dan 16 perlu dinaikkan
menjadi 22 dan 18 tahun)

03

Muhammad Juhri
(50), Apel Dusun

17 tahun ke atas
bagi kedua calon

Tidak Tahu;
(19 dan 16 tahun sudah pag

Kombang pengantin dan tidak perlu dirubah)
04 | Marzuki (38), 25 tahun bagi laki- | Tidak Tahu;

Apel Dusun laki dan 20 tahun | (19 dan 16 perlu dinaikkan

Taman bagi perempuan menjadi 22 dan 18 tahun)
05 | Umar Faruq (45), | 25 tahun bagi laki- | Menurutnya 25 dan 20:

Mudin

laki dan 21 tahun
bagi perempuan

Tidak Tahu Pasti;
(19 dan 16 perlu dinaikkan
menjadi 25 dan 20 tahun)

06

H. Muhammac
Badri (49), Kepala
Desa

Tidak berkomentz

Tidak Tahu Pasti;
(19 dan 16 perlu dinaikkan
menjadi 20 dan 19 tahun)

Sumber: Hasil wawancara bersama narasumber (Tokoh Masyarakat) pada tanggal 22 — 28 September 2010

b. Usia ldeal Menurut Petugas KUA

Orang pertama yang peneliti jumpai untuk dimintdormasi pada Kantor
Urusan Agama (selanjutnya disingkat KUA) ini adalpdmimpin instansi
tersebut, yaittH. Muhammad Hamim, S.Ag Berbicara mengenai usia ideal
untuk melangsungkan perkawinan, sosok pemimpinahaja alumni Sekolah

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan tah®80Lini mengatakan:
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“Usia antara 20 (dua puluh) dan 21 (dua puluh Satoyn itu usia

yang sangat ideal untuk menikah. Di usia ini, ses&p sudah
matang, baik fisik maupun psikis. Apalagi pada usiasemua
jenjang sekolah sudah terselesaikan dan bahkakatiferguruan
Tinggi sudah hampir selesai. Sementara itu, merskahbil kuliah

tidak dilarang kan Justru  bagus, untuk mengontrol
pergaulannya’

Mengenai penetapan batasan minimal usia nikahraghra, sebagaimana

tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 Tahurdl1®ahwa usia minimal
bagi calon pengantin laki-laki adalah 19 (sembilseias) tahun dan calon
pengantin perempuan 16 (enam belas) tahun dansatam orang tua, ia
menilainya dengan nada sangat meyakinkan berikut:

“Sudah sangat ideal, tidak memberatkan, dan tidakupada
perubahan. Batasan ikan batasan minimal. Lebih dari batasan
minimal tersebut, malah bagus. Apalagi kalau sanmpencapai
usia ideal yang saya sebutkan tadi. Tapi kalaungurdari itu
(batasan minimal. pen), itu yang terlarang. Dan ikadak akan
melayani karena bertentangan dengan Undang-und&am
ternyata di sini (Baca: wilayah kerja; Kecamatantagang)
ditemukan banyak upaya pelanggaran-pelanggaramistratif.””®

Hampir senada dengan Kepala KUA, penghulu pada Kidsebut
bernamaSyukron Ma’'mun, M.HI , memberikan pernyataan prihal usia ideal
untuk melangsungkan perkawinan dengan bahasa Isidoysng sangat lugas:

“Sebetulnya Undang-undang Perkawinan secara tidaksling
telah menyatakan bahwa usia ideal untuk menikaladalah usia
21 (dua puluh satu) tahun. Oleh karenanya, di ska@anahkan
bagi calon mempelai yang belum mencapai usia itdeslebut
diwajibkan adanya ijin dari orang tua masing-maguitgak. Dan
saya setuju, bahwa usia 21 (dua puluh satu) tabuwtapat disebut
sebagai usia ideal untuk menikaHf.”

"Muhammad HamimWawancara(Ketapang, 24 September 2010).
78| i

Ibid.
"9Syukron Ma’munWawancara(Ketapang, 28 September 2010).
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Seorang Sukwan bernam@ri Hidayati, S.Fil.I adalah narasumber
berikutnya. Perempuan yang kesehariannya bertugasenma pendaftaran,
menginterviewpara calon pengantin, dan meswgjry data ini lebih cenderung
untuk membedakan antara usia ideal laki-laki daia udeal perempuan.
Berikut pendapatnya;

“Menurut saya, laki-laki itu harus lebih matang kaecara fisik
maupun psikis dibandingkan calon istrinya karemsatian menjadi
imam dalam rumah tangganya. Jadi menurut sayaides# laki-
laki untuk menikah itu 24 (dua puluh empat) atau(@®a puluh
lima) tahun. Umursegitu saya pikir sudah mampu berpikir dan

bertindak secara bijaksana. Kalau perempuan umyd® puluh)
atau 21 (dua puluh satu) tahun itu sudah id®al.”

Mengenai pemberlakuan batas minimal, baik SyukrainMin maupun
Sri Hidayati sama sekali tidak berbeda pandangamgate Kepala KUA.
Keduanya berpendapat senada dengan pendapat pimmygndahwa batas
minimal tersebut sudah sangat ideal dan tidak el perubahan sekali pun
diakui masih banyak ditemukan pelanggaran pada analsyt di wilayah

kerjanya.

Tipologi pandangan para petugas KUA mengenai wualidan batas

minimal usia nikah tersajikan dalam tabel 4.2 herik

803ri Hidayati,Wawancara(Ketapang, 27 September 2010).
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Tabel 4.2:
Usia |deal Melangsungkan Perkawinan
Menurut Petugas KUA Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang

No. Narasumber Usia Ideal Tentang Batas
untuk Menikah Minimal Usia Nikah
01 | H. Muhammad 20 — 21 tahun, sekali 19 dan 16 tahun sudah pas,
Hamim, S.Ag (54), pun masih sedang | tidak memberatkan, dan
Kepala KUA kuliah tidak perlu dirubah
02 | Syukron Ma’'mun | 21 tahun Iden
M.HI (31), Staf disampaikan secara
dan Penghulu implisit dalam UU
03 | Sri Hidayati, 24-25 tahun bac | Idemr
S.Fil.l (27), laki-laki dan 20 — 21
Pegawai Sukwan | tahun bagi
perempuan

Sumber: Hasil wawancara bersama narasumber (Petugas KUA) pada tanggal 24 — 28 September 2010

Pendapat para narasumber prihal usia ideal pela&samperkawinan
tersebut menjadi realistis jika disandingkan dengaiktik yang ada di tengah-
tengah masyarakat. Adapun praktik yang disinyalasim subur di Desa
Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampamaglalah praktik
Pernikahan Dini. Untuk menguji hipotesa tersebuapad diperhatikan hasil

wawancara bersama para narasumber pada pembabksgntsya.

1) Praktik Perkawinan Usia Dini
a) Praktik Perkawinan Dini menurut Tinjauan Tokoh Masy arakat
Dikonfirmasi mengenai pelaksanaan perkawinan baga pmempelai
yang masih belum mencapai batas minimal usia nikemua narasumber
membenarkannyaMuhammad Shonhaji mengakui bahwa praktik tersebut
masih banyak ditemui di tengah-tengah masyarakaa Detapang Laok,

kendati pun ia menegaskan bahwa masyarakat dusomami ia bertempat
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tinggal sudah nyaris tidak ditemukan lagi praktiersebut. Berikut
penuturannya:

“Guleh cé’ émanah ka na’-kana’ se gi’ tak lulus Mbklekkah pas
épakabin. Gi’ bhannya’ réng Pang Laok sé sanékapéh mun
réng ka’'entoh bhunten pon. jhe’ réng tak s&ejak Orde Baru
gegger, sajen sakorii®*

“Saya sangat menyayangkan anak-anak yang masiimbieilws
MTs saja sudah dinikahkan. Masih banyak masyardBasa
Ketapang Laok yang seperti itu. Tapi kalau masyaréttusun) ini
sudah tidak demikian lagi. Soalnigantidak baik. Sejak rezim Orde
Baru runtuh, (praktik tersebut) sudah semakin $etik

Mengamini pernyataan narasumber pertama tersgbbti Ihsan juga
sempat menyebut bahwa masih banyak ditemukan per&awerhadap
seorang anak yang masih di bawah umur. Berikutypéaannya:

“Masih banyak juga warga yang menikahkan anaknya yaasih
belum lulus MTs. Usiagegitu karmasih bermental anak-anak, walau
pun sudah masubaligh. Padahal pernikahan antara dua orang yang
usianya belum matang, kebanyakan hasilnya tidalersegang
diharapkan. Beberapa minggu ldan sebelah sini (sambil nunjuk
ke arah barat), saya jadi saksi perkawinan. Peimgpatempuannya
masih berumur lima belas (15) tahun, dan pengdakilakinya
sudah tiga puluh lima (35) tahun. Sekarang per@ikaga sudah di
ujung tanduk, madiraq (baca: cerai. pen) karena banyak Nalh
sama halnya dengan buah mangga yang masih mudealkaa agar
segera masak dengan menggunakan karbit, akhirsgaya kecut.
Sama matoah ana’ sé gi’ ngudefmemaksakan kedewasaan anak
yang masih muda: Bahasa Madura. pgaperantakanf?

Menguatkan dua narasumber sebelumnyahammad Juhri dengan
blak-blakan mengakui keterlibatannya dalam pelacaraktik perkawinan di

bawah umur. Dalam bahasa Madura, ia menyampaikan:

8Muhammad ShonhajOp.Cit.
827uhdi IhsanOp.Cit
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“Gi’ bhannya’ sé dhateng dha’ enna’ nguca’ makabireia’en.
Padahalana’en gi’ kana’. Tapéh mun lah karéh dhateng pé&got
sé ta’ narémaah. Oréng jréah gun mintaah lancartebsan sorat.
Mun tak étorotin pas écap jhube’ kadhang pas éntosoé’ tak
nyamanah. Séngko’ biasanah nyuro tunda gelluh sardpépa’
bhates. Tapéh tak taoh hasél. Paggun mintah tegid€a

“Masih banyak (masyarakat) yang datang ke sayarelag bilang
bahwa ingin menikahkan anaknya. Padahal anaknyahnkasil.

Tapi kalau sudah kadung datang jadi repot untktidenerimanya.
Mereka kan cuma minta agar urusan administrasinya dilancarkan.
Kalau tidak dituruti, (saya) kemudian dicap jelelarf) terkadang
diumpat. Sangat tidak enak (Baca: terdesak. pemya diasanya
menyuruh agar (niat menikahkan anaknya tersebatindt dulu
hingga (usianya) mencapai batas (minimal). Tapaktigpernah
berhasil. (mereka) tetap minta agar diteruskan.”

Kondisi tersebut memaksanya untuk berfikir cepat darmat. Dan bagi

Apel lulusan Sekolah Rakyat (sekarang SD) ini, kamgpaling aman adalah
menuruti kehendak warga yang mendesaknya terselemi dmenjaga
reputasinya sebagai pimpinan sekaligus anggota areisyt yang baik.
Sebagaimana yang ia ungkapkan berikut:

“Séngko’ tak taoh polé, kéng koduh tulih aberri’ kiaysan sé
addhuh. Bhan sé paléng aman yeh menuhin perminganihe’
réng maksah. lyeh omurrah pas épatoaan, épalebhatelsah
Undang-undang. Jréah ghabay jhelen aman. Mun takyale
épamaréh séngko’ bhi’ masyaraké&t.

“Saya tidak tahu lagi (harus berbuat apa. pen). Tsaya) harus
segera memberi keputusan yang pas. Dan yang pafiman, ya
memenuhi permintaannya. Orang (mereka) maksa. ‘$@nya
dinaikkan melebihi batas (minimal yang diatur d3glabndang-
undang. Cara ini (ditempuh) sebagai jalan aman.akKatidak
demikian, saya dihabisi oleh masyarakat.”

Apel Dusun sebelah bernanvarzuki pun membenarkan jika di dusun

yang dipimpin oleh Muhammad Juhri, yaitu Dusun Kamdp serta dusun-

8Muhammad JuhriQp.Cit
8bid.
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dusun lainnya masih terdapat praktik seperti itanyé saja ia mengecualikan
dusun yang ia pimpin, ia mengklaim bahwa dusunmgals selangkah lebih
maju dari pada dusun-dusun lainnya. Berikut persagas:

“lyeh onggu, Lé’. Réng Pang Laok jhet gi’ bhanny&’ reakabin
ana’en sé gi’ kana'. Mun kampong-kampong laénnalncgjah.

Seggut énga’ jréah. Tapéh mun édinna’, slama sérdjiaddi Apél,
tadhe’. Yeh badhah kéng polan kacelakaan. Mun éaj@ennah,
gi’ ta’ lulus SMP, badhah kéyah sé gi’ tak lulus ,S&pakabin bi’
réng towanah. Mun édinna’ jhe’ réng lah bhannya’égamondhuk.
Mun IBaSh épamondhuk jréah lah tak mungkin alakéh pggntulus

SMA?

“Ya, benar, Dik! Masyarakat Desa Ketapang Laok mdsanyak
yang menikahkan anaknya yang masih anak-anak. Kailesun-
dusun lainnya, saya percaya (masih banyak. penpdSgeperti itu.
Tapi kalau di sini (dusun yang ia pimpin. pen)ase saya menjadi
Apel, tidak ada (praktik pernikahan dini. pen). aa, tapi karena
kecelakaan (Baca: Hamil di luar nikah. pen). Kafdiu(dusun)
sebelah timur laut sini, masih belum lulus SMP, jaga yang belum
lulus SD, (sudah) dinikahkan oleh orang tuanyaalali sini, sudah
banyak yang dmondokkan. Sehingga tidak mungkin menikah
sebelum lulus SMA”.

Informasi yang didapatkan dari para narasumberseinya mendapatkan
bantahan dafudin desa setempat. la menegaskan bahwa praktik peré&awi
usia dini sudah tidak ditemukan lagi di desanyketemali jika dilakukan secara
sembunyi-sembunyi. Berikut pernyataannya:

“Ca’en sérah?! Sobung pon. Mun lambe’ enggi, gi’ ni’-kétdh
épakabin. Smangkén ampon sobung. Rata-rata é kdieamur
dupolo (20) otabah salékor (21). Lhe, mun éberea¢gnré Disah
Pale Laok gi’ bhannya’. Mun é ka’entoh mulaéh tam@buh (2000)
ka attas, pon sobung. Jugan tak kérah badhah mé&spuTak
onéng mun kéng tek-ngita

#Marzuki, Op.Cit
8Umar FarugQp.Cit
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“Kata siapa (masih ada. pen)? Sudah tidak ada.uKdldu, ya,
masih kecil sudah dinikahkan. Sekarang sudah adaklagi. Di sini
rata-rata usia 20 (dua puluh) atau 21 (dua pulat) gahun. Nah,
kalau di desa sebelah, Desa Pale Laok masih bakyd&u di sini
sejak tahun 2000 sudah tidak ada (lagi). Di samping tidak
mungkin ada manipulasi. Tidak tahu kalau (dilakuksecara)
sembunyi-sembunyi.”

Namun penyangkalan dari Mudin kemudian terpatalideh keterangan
Kepala Desa yang terang-terangan mengakui masiturrsgdb praktik
perkawinan usia dini di tengah-tengah masyarakag yhnilainya belum bisa
sepenuhnya menyesuaikan diri dengan perkembangemjdarakter tersebut
diakuinya mempengaruhi pola fikir yang belum dapahanggalkan kebiasaan
orang-orang terdahulunya, termasuk menikahkan gmaiang masih belum
mencapai batas minimal usia nikah. Berikut pengakya:

“Enggi, gi’ bhannya’. Réng ka’'entokan bhannya’an sé tak
berpendidikan. Dumalemennah guleh badhah wargadsptaraki
makabinah ana’en. Ana’en épakabinah. Kapan étargia'pas
omurrah gi’ pa’bhellas (14) taon. Lhe, guleh répétolakkah napah
éterrosaginah. Mun guleh nolak, pitna pasen. Ekd€&bun bini’
napah®’ Tapéh mun éterrosagi, KUA pastéh nolak. Soallatelyu
toman étolak. Enggi, akhirrah guleh ma’ongghe orabrdaddhi
bellu bellas (18) taon. Seggut kadhi nikah. Biasasé bini’. Enggi
de'remma’ah polé, jhe’ réng guleh kodhuh alayanisgarakat.
Bhan polé pas masyarakattah madhure’en, kerras bia&ntaoh
hukum®® Réng-oréng nikah nganggep aparat disah daddhi kpiha
penyelesasakappinah urusan naghara. Pas pasra ka aparatdis
Mun épasulit pas griduh®

¥la mengaku sering mendapatkan ucapan-ucapan nmudrigwarga hanya karena ia mematuhi
aturan main dari pemerintah yang dinilai warga Kidaemihak warga setempat. Padahal ia
menegaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk melayssyarakat dengan baik. Dalam
keadaan seperti ini, ia lebih memilih untuk selaienuruti keinginan warganya selagi tidak
membahayakan dirinya.

8Terdapat hal lucu yang biasa terjadi di desa iai. tersebut adalah fenomena warga yang tidak
tahu secara pasti mengenai usianya sendiri darabalia anaknya yang akan dinikahkannya.
Kejadian seperti ini, menurut pengakuan laki-lakrkumis tebal ini, pada umumnya, usianya
disuruh kira-kira sendiri kepada Kepala Desa bendas fisik yang bersangkutan. Dan lagi-lagi
hal ini menjadi tugas yang tidak ringan bagi pemimgesa yang bersahaja tersebut.

#Muhammad BadriQp.Cit
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“Ya, masih banyak. Orang-orang skan lebih banyak yang tidak
berpendidikan. Dua hari yang lalu, saya menerimayagang ingin
mendaftarkan perkawinan anaknya. Anaknya mau dikia
Setelah saya tanya, ternyata anak yang akan dkakatu masih 14
(empat belas) tahuNah saya repot, mau ditolak apa diteruskan.
Kalau saya tolak, pasti akan timbul fithah, dibgakdepala Desa
Perempuarah. Tapi jika diteruskan, KUA pasti menolaknya ekaa
dulu saya pernah ditolakYa akhirnya saya naikkan umurnya
menjadi 18 (delapan belas) tahun. Saya sering miedanya.
Biasanya calon pengantin perempu¥a, maugimanalagi. Saya
kan harus melayani masyarakat. Apalagi masyarakatrasyanakat
Madura, keras dan tidak tahu hukum. Mereka menggngg
perangkat desa sebagai pihak penyelesai segalanukesiegaraan.
Akan kacau jika mempersulit mereka.”

Pernyataan para narasumber tersebut sejalan depgadapat para
informan yang terhimpun berdasarkan kuisioner ydiegbarkan peneliti untuk
kalangan informan berusia 14 (empat belas) hinggéémbilan belas) tahun.
Mayoritas dari mereka membenarkan adanya praktikhnusia muda tersebut.
Musyarrofah misalnya, pelajar berusia 14 (empagd)ekahun ini dalam
kuisionernya mengaku memiliki teman yang menikadapasia yang belum
mencapai 16 (enam belas) tahun.

Dalam kuisioner yang dikhususkan bagi para pelakggrkawinan usia
dini, Nor Azizah (18), mengaku dinikahkan oleh aratmanya sewaktu ia
berusia 15 (lima belas) tahuwalhasil walaupun ia mengaku waktu itu ia
telah memahami arti penting sebuah perkawinan, kbidumah tangganya
hanya berlangsung selama 2 (dua) bulan dan bemhgan perceraian karena
diakuinya sering mengalami perbedaan pendapat.

Di samping itu, dalam waktu yang hampir bersamaatigdaknya terdapat

tiga pasangan muda yang menikah. Masing-masingladulaiman (18) dan
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Ratnah (16), menikah pada tanggal 21 Nopember 284@amin (24) dan
Yuliatus Sofiyah (15), menikah pada tanggal 25 Nwaper 2010; dan
Muhammad Sirah (19) dan Khotimah (15), menikah paaaggal 28
Nopember 2010. Ketiga pasangan tersebut melangaongkad nikah di
kediaman pengantin perempuan di Dusun Kombangh safau dusun di Desa
Ketapang Laok. Dan tentu saja melalui pengkatralsia para pihak (Baca:

manipulasi data) agar dapat dicatatkan oleh petkiy#s

b) Praktik Perkawinan Dini menurut Tinjauan Petugas KUA

Setiap akad perkawinan, sedianya selalu melibasiedath satu petugas
KUA dalam peranannya sebagai pencatat perkawinehin§ga, menjadi
wajar jika instansi ini mengetahui setiap modelkpainan, termasuk jika
disinyalir terdapat praktik perkawinan yang mengakturan, seperti praktik
perkawinan di bawah umur atau yang biasa pula dispbrnikahan dini.
Dikonfirmasi mengenai hal itu, pimpinan KUA keladnir Pamekasan 06 Juli
1956 yang biasa disaptamim ini membenarkan adanya praktik tersebut.

“Sering ada calon pengantin yang belum cukup urkadang
secara fisik terlihat belum mencapai batas minimsia nikah,
namun data identitas diri dari aparatur desa metkleap bahwa ia
telah cukup umur. Aparatur desanya yang sering mgmkasi
dengan cara menaikkan umur yang bersangkutan. Awvedaya
sebatas curiga saja, untuk mengatasinya, sayagkalirsecara
langsung menanyakan usia masing-masing calon pgngan
ternyata banyak yang jawabannya tidak sama dengsan ahri
Balai Desa mereka, bahkan banyak pula yang jusudak t
mengetahui persis tanggal lahirny@n lucu!”®

“Muhammad HamimQp.Cit
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Kenyataan ini disadarinya sebagai masalah seralslk@renanya, dalam
upaya penanggulangan masalah tersebut, pegawai yagg mengaku akan
segera menikmati masa pensiun ini selalu mengamddkan tegas.

“Seringkali saya terpaksa memanggil orang tua cadengantin
untuk memberikan informasi tentang usia anaknyagyakan

dinikahkan. Jika setelah ditanya, di antara calengantin ada
yang belum cukup umur, saya suruh menundanya hiyggg

bersangkutan mencapai batas minimal usia perkawidé@

memaksa, saya suruh mereka agar mengajukan dispekesa
Pengadilan Agama, tapi tidak diikuti. Belum ada gake PA.

Masyarakat yang ke Pengadilan itkan rata-rata yang
berpendidikan. Kalau orang berpendidikaiggak mungkin mau
menikahkan anaknya yang masih muda. Masalahnyayatear
masih ada warga yang tetap memaksa melangsungkicanpean

tanpa melibatkan petugas pencatat perkawinan. Kaidah seperti
itu, bukan lagi tanggung jawab kanit.”

Sang Penghulu pun mengamininya. Laki-laki dengan gelar Magister
Hukum Islam (M.HI) alumnus Universitas Islam Malarfgnisma) ini
membenarkan adanya fenomena tersebut pada madydirbikaasi kerjanya:

“Sebagai penegasan komitmen pada hukum yang berlakui
menolak melayani perkawinan yang setelah pemerikdsakas
ternyata belum mencapai batas minimal usia nikagcuili jika
membawa surat dispensasi dari PA (singkatan Pdagafigama).
Sejauh ini, baru ada 2 pasangan yang membawa degietari PA
yang diproses sendiri dengan alasan KUA menolakayael
perkawinannya karena faktor unfarDapat dipastikan, KUA tak
pernah ikut andil dalam penambahan usia calon miampang
belum mencapai batas minimal. Saya tegaskan padgaviahwa
masalah usia adalah harga mati. Jika pernikahamaadiproses
dan mendapatkan pengakuan dari KUA, harus mematiunan
negara. Jika tidak, kami tidak mau memprosesiNah, dalam

Mbid.

9pPernyataan ini berbeda dengan penyataan Kepala 8&b&lumnya yang mengatakan bahwa
belum ada warga yang mengajukan dispensasi peraavkapada Pengadilan Agama, karena
menurut penilaiannya, orang yang berfikiran urtekacara di Pengadilan adalah mereka yang
berpendidikan, sementara orang yang berpendidilak akan menikahkan anaknya yang masih
di bawah umur.
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kondisi ditolak KUA karena faktor usia, masyaratethp menikah
dengan menggunakan jasa Kyai tanpa melibatkan ;kidalaik”%

Adapun pegawai yang lebih sering berkecimpung dalampendataan
adalahSri Hidayati. Perempuan berjilbab yang tengah hamil tua ini pun
membenarkan masih banyaknya masalah usia yangniialeh pasangan
yang hendak menikah. Berikut pemaparannya:

“Ya, saya sering menigierview calon pengantin yang usianya
belum sampai batas minimal. Banyak motif. Salalursat, ya,
manipulasi data dari Aparatur Desa. Ada juga késalgpendataan
tanggal dan tahun lahir di ijjazah. Mengaku cukupuynpadahal
menurut data ijazahnya belum cukup umur. Katanpzahnya
yang salah. Saya coba jelaskan sebisa mungkin &epadeka
dengan menunjukkan bukti yang tertulis dalam Blahkb pada
poin 16 tentang batas minimal usia perkawinan. $aya jelaskan
agar mereka mengajukan dispensasi perkawinan kegaBsm
Agama. Tapi nihil, Mas.Nah karena kita sifatnya melayani
masyarakat, maka sebisa mungkin membantu masyaeajaat
tidak terbebani dan dirugikan. Makanya, kami menhénu
permintaan mereka untuk didaftar dan umurnya di@aik*
Sebetulnyasih, menurut aturan, tidak dibenarkarfa maugimana
lagi, kamikan sifatnya melayani masyarakat. Jadi dalam kondisi
seperti ini, kami harus tetap memenuhi kebutuharekae®®

2) Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Oni
a) Faktor Penyebab menurut Tinjauan Tokoh Masyarakat
Terjadinya praktik perkawinan usia dini tersebyatieya merupakan
akibat dari beberapa sebab yang masih mengakamd&ihidupan

masyarakat Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapangpiégen Sampang

93syukron Ma’munQp.Cit

9pengakuan ini bertentangan dengan penjelasan Hangang menjamin bahwa pihak KUA
tidak pernah terlibat dalam upaya menaikkan ud@ngaengantin.

93ri Hidayati,Op.Cit.
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ini. Untuk memastikannya, berikut ini petikan hagwancara dengan para
tokoh masyarakat setempat.

Narasumber paling senior, yaiMiuhammad Shonhaji, seorang Kyai
yang mengaku biasa menjadi wakil wali nikah ini naeatang masalah ini
lebih dipengaruhi oleh egoisme para orang tuauda menyebutkan bahwa
pihak yang rawan menikah muda adalah pihak caloga@in perempuan.
Berikut petikan hasil wawancara dengannya:

“Sanyatanah, réng sepponah nikoh onéng jhe’ salpéiaakéng
napsonah ténggih sé makabinah ana’en, paggun épgksahe’
lah napso. Polé pas andhi pékkéran mun étunda, tsdahah pa-
apah bhan keluarganah sé laké’. Jhe’ lah oréng nuaeh Tak
sadar pendidikan. Tapéhlhamdulillah mangkén nikoh ampon
lumayan bhannya’ sé sadar pendidikafi.”

“Pada dasarnya, orang tuanya itu tahu kalau (tialakenikahkan
anaknya yang masih di bawah umur) itu salah. Akgapt karena
egoisme (narasumber menggunakan kata ‘nafsu’) yamgpi,
(pernikahan tersebut) tetap dipaksakan. Di samijiing(mereka)
memiliki kekuatiran yang berlebihan bahwa jika pleshan
tersebut ditunda, takut ada apa-apa dengan keluégkon
pengantin) laki-laki. Namanya juga orang Maduratlaki sadar
pendidikan. TapiAlhamdulillah, sekarang sudah lumayan banyak
yang sadar pendidikan.”

Faktor orang tua juga diyakinZuhdi lhsan sebagai faktor utama
penyebab terjadinya perkawinan usia dini. Berilarhgataannya:

“Faktor keteledoran orang tua. Orang tua yang tidaknahami arti
penting perkawinan. Kebanyakan orang tua keburuikakkan
anaknya, jika ada laki-laki yang melamar anaknyngigap tidak
baik kalau ditolak dan segera dicarikan tanggahlmilya.Saking
keburunya, terkadang orang tuanyalah yang mencarj@doh
untuk anaknya. Kadang karena orang tuanya ingiémoh

%Muhammad ShonhajQp.Cit.
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(mengadakan pesta dengan sistem arisan: Bahasaravigukn)
saja, lalu anaknya dinikahka’”

Mengamini pandangan sosok Kyai tersebdiarzuki secara blak-
blakan menyampaikan:

“Paktor aker, Lé’, tadhe’ polé. Kadhang kéng terréraoah, terro
mapolongah péssé pas ana’en épakabin. Jhe’ la nganméng
Madhure, la ngala’ sakareppah bheih. Deggi’ mun déda sé
manglo pas dheddi saland®

“Faktor keburu, Dik, tidak ada lagi. Terkadang kereingin
arémoh ingin mengumpulkan uang lalu anaknya yang dirkkah
Namanya juga orang Madura, bertindak sesuka hasiajga Kalau
ada yang menegurnya, justru yang negur yang dignggah.”

Pernyataan Zuhdi mengenai ketidakpahaman orandetbiadap arti
penting perkawinan juga diiyakan oleMuhammad Badri, sosok
pemimpin desa yang telah tiga kali menikah ini mawgkapkan:

“Réng toanah sé dominan. Tak onéng ka maksottahbhimakaun
lah épakabin. kan kodhuh ngabes kasiapennah na’-kana’en.
Mikkér pandhe’ bhan tak mikkénggu masa depannah ana’en.
Mun tak onéng élmonakan mun na’-kana’ pas ghampang atellak.
Polanah na’-kana’ ngudeh sajjhen tibi’. Bhan sarareh réng
toanah ka'essah onéng jhe’ gnikah tak bhender. Waérot.”™°

“Orang tualah yang dominan. (orang tua tersebd&ktimemahami
arti penting sebuah pernikah&an harus melihat kesiapan mental
anaknya. (orang tua tersebut) berfikir pendek dadakt
mempertimbangkan secara matang akan masa depamyanak
Kalau tidak tahu ilmunya, kalau anak-anak muda rhuakercerai.
Soalnya anak-anak muda masih mengutamakan egonganyasih
labil. Dan pada umumnya, orang tuanya tahu bahmgakiannya
tersebut kurang benar, akan tetapi sering diabaikan

97Zuhdi IhsanOp.Cit
BMarzuki, Op.Cit
“Muhammad BadriQp.Cit.
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Muhammad Juhri menilai faktor orang tua dari sisi positif, yaitu
kecemasan orang tua atas pergaulan anaknya. Reanyaersebut
disampaikannya dalam bahasa kesehariannya:

“Sanyatanah sakéng réng toanah niser, tako’ anagnbthender
bhan seggut alalolah réng toanah. Polanah mun raaiek dinna’,
kapan lah rajhah sakoni’ pas pénter congucoh. P@lég-oréng
toah kanbhannya’ sé tak asakolah. Kor lah maréh makabin’,ana
acora’ pas maréh tanggungennah. Tapéh ghan télbmda téah,
réng makabinan ana’en sé tak dhapa’ omur sajen iako
Bhannya’ sé lah épasakolaf®

“Sebetulnya karena orang tuanya sayang, takut gaafrergaul)
tidak benar dan sering mengibuli orang tuanya. Kar&alau
(tipikal) anak-anak sini, kalau sudah sedikit deayagintar
berbohong. Di samping itu, orang-orang tua (di)skain banyak
yang tidak sekolah. Asal sudah menikahkan anakssmalah-olah
sudah selesai tanggung jawabnya. Tapi sejak 3)(tighun
terakhir, orang-orang yang menikahkan anaknya yaetym
mencapai usia nikah, sudah semakin sedikit. (arsgkimanyak
yang disekolahkan.”

Berbeda dengan narasumber lainniamar Farug, Mudin alumni
Madrasah Tsanawiyah Diniyah (MTsD) Banyuputih iabih menyoroti
pihak para calon pengantin. Berikut penilaiannya:

“Biasanah na’-kana’en sé maksah ka réng toanah mailién
épakabin. Aromasah siap, padahal sanyatanah gi'siak. Enggi
tak mikkér lanjheng bhan tak terro asakola’ah. Mdmg kareppah
na’-kana’en tibi’ pas érestuin bhan réng toanah,laju bengal
makabin tekkah omurrah gi’ é bhabbenur.”°*

“Biasanya si anak yang mendesak orang tuanya aggera
dinikahkan. Mereka merasa siap walau pun sebetueian siap.
Ya mereka tidak berfikir panjang dan tidak mau $skoJika atas
kemauan sendiri dan orang tuanya merestui, maka bayani
menikahkan sekali pun usianya masih di bawah umur.”

1% uhammad JuhriQp.Cit.
9%ymar FarugQp.Cit.
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Adapun dari 30 (tiga puluh) informan usia rawan gaami
pernikahan usia dini, yaitu 14 (empat belas) hing8a(sembilan belas)
tahun, sebanyak 17 (tujuh belas) informan atauaekv% dari keseluruhan
informan menjawab senada dengan Umar Faruqg, yetidasar kemauan
sendiri bukan karena paksaan orang tuanya. Seraesiaanya Yyaitu
sebanyak 13 (tiga belas) informan atau sekitar 48% keseluruhan
informan menyatakan bahwa perkawinan tersebut hdedanauan orang
tuanya.

Sementara itu, dua perempuan muda yang baru sdgpasemasa
lajangnya memiliki jawaban yang berbeda. Khotim#h) (nengaku bahwa
perkawinannya dilangsungkan atas dasar kemauarengirisdan bukan
karena paksaan dari orang tuanya. Sementara Yaligtwfiyah (15)
mengaku menikah karena kemauan orang tuanya.

Tipologi pendapat Tokoh Masyarakat mengenai pragéikawinan di
bawah umur serta faktor penyebabnya dapat diliada pabel berikut:

Tabel 4.3:
Tipologi Pandangan Tokoh Masyarakat
tentang Praktik Perkawinan Dini di Desa Ketapang Laok Kec. Ketapang Kab. Sampang

No. Narasumber Pr{."ktik. . Paldor
Kawin Dini Penyebab
01 | KH. Muhammac | Masih Ad¢ Hasrat bear orang tuany
Shonhaji (63) dan kurang sadar terhadap
Pemuka Agama arti penting pendidikan
sehingga ingin cepat
menikahkan anaknya
02 | KH. Zuhdi lhsan | Masih Ada Hasrat orang tua yang kurang
(45), Pemuka berpendidikan; bahkan hanya
Agama karena ingin mengadakan
rémoh
03 | Muhammad Juhri| Masih Banyak Tingkat pendidikan orang tua
(50), Apel Dusun yang rendah membuatnya
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Kombang memiliki kekuatiran yang
berlebihan terhadap
pergaulan anaknya
04 | Marzuki (38) Apel| Masih Banyak Hasrat orang tua yang kurang

Dusun Taman berpendidikan; bahkan hanya
karena ingin mengadakan
rémoh

05 | Umar Faruq (45), | Sudah Tidak Hasrat calon pengantin untuk

Mudin Ada Lagi segera menikah karena

merasa sudah siap
membangun rumah tangga
dan tidak sadar pendidikan.
06 | H. Muhammac Masih Banya Faktor orang tua: tingki
Badri (49), Kepala pendidikan dan kesadarannya
Desa terhadap pendidikan anak
Sumber: Hasil wawancara bersama narasumber (Tokoh Masyarakat) pada tanggal 22-28 September 2010

b) Faktor Penyebab menurut Tinjauan Petugas KUA Dberiku

Penanggulangannya

Pihak KUA telah berkomitmen bahwa tidak akan adacptatan
perkawinan bagi perkawinan di bawah umur terkecyigh ada surat
keterangan dispensasi dari Pengadilan Agama. Nataonkian, diakui pula
bahwa sering ditemukan adanya manipulasi data Aferatur Desa untuk
melancarkan urusan administrasi tersebut. Untukdiegestkan akurasi data
yang kuat, peneliti juga menghimpun data di lingkam KUA prihal faktor
penyebab hal itu terjadi. Adapun hasilnya sebaga@ntersajikan berikut ini.

TampaknyaKepala KUA menyadari bahwa tindakan tegasnya menolak
pelayanan bagi mereka yang belum mencapai batasnatirusia nikah
tersebut memungkinkan warga untuk tidak mematuhirdalam hal
penundaan jadwal perkawinan. Artinya, kemungkinasrga untuk tetap
melangsungkan perkawinan tanpa melibatkan petugasapat perkawinan

sangat besar. Berikut pemaparannya:
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“Ya, Tak dapat dipungkiri bahwa wibawa Mudin dan KWalah
jika dibanding Kyai di mata masyarakat. Makanyasimadanyak
yang mengabaikan larangan hukum jika masih bisagmerakan
jasa Kyai. Padahal para Kyai di sini rata-rata dwto dan tidak
mengerti hukumNah, jika perkawinan itu dilakukan di luar kami
(KUA. pen) urusan itu bukan tanggung jawab sayga8anhanya
berkewajiban untuk memberi tahu dan mengajak (warga) agar
mematuhi hukum yang berlaku. Jika saya sudah miedaku
kewajiban saya tapi tidak dipatuhi, dikembalikagi lpada mereka.
Karena warga sering terlalu memaksakan walaupunsétiah,
alasannya antisipasi dari perzinahan. Sebetulnyayaia yang
menjadi motivasi mereka memaksakan anaknya menkeaperti
hanya karena ingimrémohkarena butuh uang, dan sebagainya.
Umumnya bukan kemauan anaknya tapi kemauan oramydu
Kondisi ini diperparah oleh ketidak profesionalargaparat desa,
terlebih jika dibenturkan dengan urusan ekonomirniRahan
sering menjadi lahan basah para aparat d8%a.”

Kemudian Penghulu berusia 31 tahun bernama len§iakron Ma’mun
menyebutkan tiga faktor penyebab:

“Pertama faktor lingkungan. Kadang orang-orang sekelilyan
mendesak agar segera menikah karena rata-rata ssuskanya
telah menikah. Ini memberi peluang besar untuk memnb
kebiasaan tersebut tetap dipertahank&edug faktor SDM
(Singkatan: Sumber Daya Manusia. pen). Praktik ipahan dini

ini umumnyakanterjadi pada anak yang putus sekolah. Anak yang
putus sekolah cenderung berfikir pendek, termaswdtand
menentukan masa depannya. Dan menikah dianggagasebasa
depannyaKetiga orang tua yang memberi izin kepada anaknya
untuk menikah sekalipun usianya masih tergolongk-amak.
Kayaknya tiga faktor ini yang menjadi penyebab mmasilanya
pernikahan dini pada masyarak&t”

Mengenai adanya perkawinan yang mungkin dilakukanges kendati
pun telah ditolak oleh pihak KUA, ia tidak menyaagka. Sama persis
dengan pandangan Kepala ia mengatakan bahwa higrjiéili dikarenakan

peran tokoh agama yang lebih besar dari peran KNemun demikian, ia

192\luhammad HamimQp.Cit.
19%3syukron Ma’'munQOp.Cit.
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mengaku bersikap fleksibel terhadap kenyataan babwah agama lebih
berpengaruh dari pada instansinya tersebut.

“Harus bersikap fleksibel. Pihak kami tidak berwsamerubah
paradigma warga, tapi bukan berarti lepas tangapataupaya
apapun. Kami berupaya untuk selalu mengenalkannpEtaA
dalam perkawinan warga, yaitu sebagai pencatatapémkan,
bukan pelaksana perkawinan atau yang menikahkan.
Pemberitahuan ini penting karena warga masih raedoadap
peran KUA. Mereka menganggap KUA sebagai pihak yang
menikahkan, sehingga jika KUA menolak untuk melaksannya
dengan alasan tertentu, maka mereka lebih meméiibatkan jasa
Kyai saja. Dan bahkan, dalam keadaan normal sdj# Kering
tidak dilibatkan dalam perkawinan warga karena gli@p lebih
afdlal dan cukup dengan melibatkan Kyai sajd.”

Selaku satu-satunya narasumber perempusm, Hidayati sangat
menyayangkan sikap para orang tua yang memaksakaik menikahkan
anaknya yang belum cukup umur. Berikut ungkapannya:

“Harus diakui, warga kit&kan masih sulit menerima kesetaraan
gender. Masih menggunakan tradisi lama. Perempuasihm
dianggap tabu kalau banyak berkiprah keluar. Makaggng
menjadi korban nikah mudean rata-rata perempuan. Yang sering
ada manipulasi data juga calon pengantin peremplei, kalau
menurutku, cara pandang para orang tua terhadampean yang
harus ditingkatkan. terkadang si anak masih ingémikmati masa
mudanya, akan tetapi orang tuanya memandang babaiaya si
anak segera dinikahkaf®

Secara umum, persaksian para petugas KUA mengates minimal usia

nikah dapat dilihat pada tabel berikut:

bid.
195sri hidayati,Op.Cit.
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Tabel 4.4:
Tipologi Pengakuan Petugas KUA Kec. Ketapang Kab. Sampang
Tentang Pemberlakuan Batas Minimal Usia Nikah, Khususnya di Desa Ketapang Laok

Pendaftar

No.| Narasumber Bawah Umur

Cara Mengatasi

01 | H. Muhammad Banyak dan umumnya Interogasi calon
Hamim, S.Ag. | usianya telah dinaikkan | pengantin/pihak yang
(54), Kepala | oleh aparatur desa yang | mewakili, jika terbukti

KUA mengurusi administrasi / | belum cukup umur,
prasyarat pendaftaran ditolak. Disuruh
perkawinan ke KUA. mengajukan Permohonan

Dispensasi ke PA
02 | Syukron Masih lumayan banyak, | Menolak dan/atau

Ma’'mun, baik yang diproses menganjurkan untuk

M.HI. (31), berdasarkan manipulasi | mengajukan Permohonan

Staf dan data, maupun yang tidak | Dispensasi Perkawinan ke

Penghulu diproses di KUA karena | Pengadilan Agama.

tidak cukup syarat (belum Karena masalah usia
mencapai batas minimal | adalah harga mati dan

usia nikah) harus diterima masyarakat.
03 | Sri Hidayati, | Banyak. Ada yang sud: | Menolak. Tapi sebis
S.Fil.l (27), dimanipulasi oleh aparaturmungkin membuat
Pegawai desa, ada pula yang datapgasyarakat tidak terbebani
Sukwan bagian sendiri dan diketahui dan dirugikan: terkadang

pendaftaran | umurnya masih belum membantunya menaikkan
dan entry data| mencapai batas minimal | umur yang bersangkutan
usia nikah karena sangat mendesak
Sumber: Hasil wawancara bersama narasumber (Petugas KUA) pada tanggal 24 — 28 September 2010

3) Keabsahan Hukum Perkawinan Usia Dini
Tidak dapat dipungkiri bahwa praktik perkawinanaudini masih banyak
ditemukan di Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapamypaten Sampang,
baik yang dicatatkan di KUA dengan cara manipuldaia —sebagaimana
diakui oleh para aparat desa— maupun yang disedeak@n dengan hanya
berdasarkan jasa para Kyai. Oleh karena perbuataahut dilakukan dengan
penuh kesadaran oleh para subyek hukum, maka tidgat lepas dari

penilaian terhadap keabsahan tindakan hukum tdrseblu bagaimanakah
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para penegak hukum perkawinan menilai perbuatasehlet? Seluruh
narasumber berpandangan sama. Oleh karenanya, ki&ajikkan beberapa
diantaranya sebagai representasi dari narasumtsingraaasing golongan.

Muhammad Hamim selaku Kepala KUA menghukumi perkawinan
tersebut “sah tapi haram”. Dimintai penjelasan Hellainjut mengenai hukum
tersebut, ia berkata:

“Jika saya tetap menikahkan calon pengantin yan@g sakini
masih belum mencapai batas minimal usia nikah, nealserikut
para saksi menjadi orang yang paling berdosa. Begiila
pernikahan yang dilakukan di luar pengetahuan Khhaka segala
tanggung jawab, baik dunia maupun akhirat dipikehomereka
yang terlibat dalam upacara perkawinan tersebut.kuhiu
perkawinan ini sah menurut agama, tapi haram mémegara.
Padahal sebetulnya agama juga memerintahkan un&iih p
terhadap hukum negara. Soalnya perkawinan yang abeiign
hukum yang berlaku di negara ini, nanti pasti ilda ke depannya.
Lagi pula perkawinan seperti ini sangat sulit untulencapai
keluargasaknah, mawaddah wa rahmalkarena secara mental
mereka belum matang®

Sosok Kyai KarismatikZuhdi Ihsan memberi hukum yang sama dengan
pimpinan KUA tersebut:
“Ya, sah secara agama, tapi sebagai warga negatpbak dan
memiliki Ulil Amri (Baca: Pemerintah. pen), maka harus patuh juga

terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh mereka, fty-fifty
(Baca: separuh-separuh. pahy

Jawaban yang hampir sama juga diberikan oleh Apeub Kombang
yang telah memiliki empat cucWuhammad Juhri. la menggunakan istilah

“memegang batin” untuk menunjukkan kecondonganmym&a hukum Islam:

1%\ uhammad HamimQp.Cit.
197Zuhdi IhsanOp.Cit.
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“Menorot naghara, ta’ essa polanah gi’ ta’ cokop aartapéh

menorot aghama, essa. Mun ca’en séngko’ tibi’, bisagtémpheng
rosak, mlanggar hukum aghama bhan mlanggar hukughara.

Dheddih ta’ padeh. Mun séngko’ neggu’ batin bhégbi berre’

ka hukum aghama®

“Menurut (hukum) negara, tidak sah karena belumupugyarat.
Tapi menurut hukum agama, sah. Kalau menurut saijmadb,

(lebih) baik (dinikahkan) dari pada rusak, melamggekum agama
dan melanggar hukum negara. Jadi, tidak sama. Kakya
memegang batin saja, lebih berat pada hukum agama.”

Permintaan pendapat diteruskan kepada Kepala Dege@ammad Badri.
Pertanyaan tidak hanya difokuskan kepada hukumjaapemiliki kewajiban
untuk menegaskan keabsahan tindakannya memanipulati dengan
pertimbangan pelayanan masyarakat. Dengan penuhatigta menjawab:

“Ta’ onéng, gi'lHmm.. sanyatanah enggi sala soallah melanggar
Undang-undang. Tapéh de’remma’ah polé, guleh gunacterro
alayani masyarakat. Sobung polé. Mun ta’ étoro’ giegkocak
klébun bini’ ben pasté dheddi pitna. Ta’ onéng bulBhingung!
Menorot aghaméan essa. Tapéh naghatean padhah ngakoéh,
tekkah omurrah épa’onggha. Sé pentiken badhah akad bhan
andhi’ sorat dari KUA'*®

“Tidak tahu, yalHmm. sebetulnya, ya salah, karena melanggar
Undang-undang. Tapi mau bagaimana lagi, dayahanya ingin
melayani masyarakat. Tidak ada (motif lain) lagialal tidak
diikuti, ntar saya dibilang ‘Kepala Desa Perempuan’ dan pasiti jad
fitnah. Saya tidak tahu. Bingung! Menurut agakaa sah. Tapi
negara juga sudah mengakui, walaupun (dengan ceiajya
dinaikkan. Yang pentinganada akad dan punya surat dari KUA.”

2. Efektivitas Keberlakuan Batas Minimal Usia Nikah
Keseluruhan pengakuan dan persaksian dari semaaumaloer menjadi

dalil bagi mereka untuk kemudian memberi penilaiarhadap efektivitas

1%\ uhammad Juhriwawancara, Op.Cit.
19%Muhammad BadriQp.Cit.
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pemberlakuan aturan batas minimal usia nikah sébaga diamanatkan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal {Byat
Penilaian tersebut diawali oleluhammad Shonhaji. Kakek tiga cucu

ini berkomentar:

“Enggi lumayan ajhalan. Soallah sajen sakoni’ sékélagi tak

lulus MA. Mun mured temurennah, gi’ bhannya’. Magéghkiikah

bhannya’an sé lébur asakolti°

“Ya lumayan berjalan (baca: efektif. pen). Soalsgaakin sedikit

(anak-anak) yang bersuami (baca: menikah. pen)lwabkilus

MA. Kalau murid sekolah sebelah masih banyak. Seigrini
lebih banyak yang senang sekolah.”

Penilaian tersebut hampir senada dengan peniéldidi Ihsan. Laki-laki
berkacamata ini menyatakan:

“Bisa dibilang cukup efektif. Tapi belum efektif toé Karena
nikah muda di sini sudah jarang terjadi. Tidak sepena tahun
yang lalu. Kalau waktu itu masih menjadi kebias&ah.

Kepala KUA, Muhammad Hamim juga memberi penilaian yang sama.
Sambil mengutarakan harapannya, ia menilai:

“Aturan itu sudah relatif efektif di Kecamatan Kp#ag ini. Tapi
untuk desamu (Desa Ketapang Laok. pen) masih pgeahyak
peningkatan kualitas kesadaran hukum para apadasanya, dan
kerjasamanya yang baik dalam menjalankan tugasgaelzdodi
negara dan abdi masyarakat. Percuma jika masyaexkist diajak
sadar hukum kalau aparatur desa selaku penegaknhtittak mau
sadar untuk menegakkan hukum itt?”

Berbeda dengan atasannya terselytikron Ma’'mun menilai aturan

tersebut masih belum berlangsung efektif. Dengamasi yakin, ia berkata:

1%uhammad ShonhajQp.Cit.
117yhdi IhsanOp.Cit.
"2\luhammad Hamim\awancaraKetapang, 24 September 2010)
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“O.. Belum efektif. Kenyataanny&an masih banyak praktik
perkawinan dini, baik yang dilakukan di luar perdeian KUA
maupun yang dilangsungkan atas dasar manipulasi"dat

Kepala Desalulusan Kejar Paket B Banyuanyar Pamekasan ydad te
dua tahun desa setempat juga memberi penilaian s@m@ dengan Penghulu
Muda tersebut. Berikut komentarnya:

“Mun ca’en guleh tak ajhalan. Polanah gi’ bhanny&' makabin
ana’en sé gi’ ngudhah'**

“Menurut saya tidak berjalan (baca: tidak efekpgn). Karena
masih banyak yang menikahkan anaknya yang masilafhud

Mengamini pandangan atasannya terseblithammad Juhri selaku
Apel Dusun Kombang berujar:

“Tak ajhalan, Cong. Lah taoh tibi’ kakéh. Bhan séigké
ngurusagi. Gi’ bhannya’ sé alakéh ngudéh

“Tidak berjalan, Nak. Kamian sudah tahu sendiri. Dan saya yang
menguruskan. Masih banyak yang menikah muda.”

Apel Dusun TamanMarzuki menilainya atas dasar perbandingan praktik
nikah dini antardusun, sebagaimana penyampaiaremjeubini:

“Mun ngabesagi na’-kana’ sé gi’ bhannya’ épakabioraten ghun
tang kampong réah sé bhannya’ perkembangan, saofilaa’ kan
kampong paléng ngaloar. Mun kampong sé laén, lathah bheih.
Tak ajhalan*®

“Kalau melihat anak-anak yang masih banyak dinikahknuda,
kayaknya Cuma di dusun ini (Dusun Tama.pen) yangydia
perkembangan, soalnya dusun kan paling luar. Kalau dusun
lainnya sama saja (masih banyak praktik nikah doein). Tidak
berjalan (baca: tidak efektif. pen).”

3syukron Ma’'munOp.Cit.
14 Muhammad BadriQp.Cit.
Muhammad JuhriQp.Cit.
"% arzuki, Op.Cit.
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Kemudian Sri Hidayati, seorang Sukwan alumni Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Sunan Ampel ini juga memandang bahpemberlakuan
regulasi batas minimal usia nikah berjalan tidadksf di Desa Ketapang Laok

Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Berikutgiemiya:

“Kayaknya belum efektif yaKan masih banyak yang nikah muda.
Tapi sudah ada tanda-tanda masyarakat kita lebihyaamg bisa
menunjang itu. Seperti semakin sadar pendidikapi, k& belum
efektif lah!”™’

Berbeda dengan narasumber lainnymar Faruk menilainya berjalan

efektif. Berikut penyampaiannya:

“Ajhalan. Jhe’ réng lah sobung sé akabin ngudeh, naumbe’
enggi tak ajhalan. Mangkén ajhalan poi?

“Berjalan (baca: efektif. pen). Soalnkan sudah tidak ada yang
nikah muda. Kalau dulu, ya tidak berjalan. Sekaraugiah
berjalan.”

Adapun tipologi para narasumber prihal efektivipesnberlakuan aturan
batas minimal usia nikah di desa setempat adalzdgse berikut:
Tabel 4.5:

Tipologi Pandangan Para Penegak Hukum PerkawinanTentang
Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah di Desa Ketapang Laok Kec. Ketapang Kab. Sampang

Nama

No. Pandangan Alasan
Narasumber
01 | KH. Muhammad | Lumayan Efektif Semakin sedikit anak yang
Shonhaji (63) menikah sebelum lulus MA.
Pemuka Agama Kalau murid sekolah sebelah

masih banyak.

Sudah lebih suka sekolah
02 | KH. Zuhdi Ihsar | Cukup efektif (tap | Nikah muda sudah jarar
(45), Pemuka tidak efektif betul) | terjadi. Tidak menjadi tradisi
Agama seperti lima tahun yang lalu

17sri Hidayati,Op.Cit.
8Umar Farug, Op.Cit.
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an

L2

1

03 | H. Muhammad | Relatif efektif Masih perlu adanya
Hamim, S.Ag. peningkatan kualitas kesadar
(54), Kepala hukum para aparatur desa.
KUA Masih sering terjadi manipula
data
04 | Marzuki (38) Tidak efektif Dari keseluruhan dusun yang
Apel Dusun ada, hanya Dusun Taman yang
Taman terbilang jarang terjadi nikah
muda
05 | Syukron Ma’'mun | Belum efektit masih banya praktik
M.HI. (31), Staf perkawinan dini, baik yang
KUA sekaligus dilakukan di luar pengetahuar
Penghulu KUA maupun yang atas dasa
manipulasi data
06 | H. Muhammac Tidak efektil masih banyak yan
Badri (49), menikahkan anaknya yang
Kepala Desa masih muda
06 | Muhammad Juhi | Tidak efektil Masih banyak yang nike
(50), Apel Dusun muda. Saya yang
Kombang menguruskannya (manipulasi
08 | Sri Hidayati, Belum efektif Masih banyak yang nikah
S.Fil.l (27), muda. Tapi sudah ada tanda-
Pegawai Sukwan tanda kea rah yang lebih baik
KUA
09 | Umar Faruq (45), Efektif Sudah tidak ada yang nikah
Mudin muda
Sumber: Hasil wawancara bersama seluruh narasumber (Tokoh Masyarakat dan Petugas KUA) pada

3. Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum

tanggal 22 — 28 September 2010

a. Upaya Para Tokoh Masyarakat

Menghadapi warga yang awam terhadap hukum, tentunganbuat

Muhammad Badri selaku orang pertama di desanya merasa binguhghite

bahwa dirinya pun mengaku

tidak memiliki

bekal

keibn yang

komprehensif. Ditanya mengenai upaya apa yang tiahakan dilaksanakan

dalam rangka peningkatan kualitas kesadaran hukasyamakat, ia menjawab:
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“Bhingung, gulehGuleh kan tak bhannya’ onéng jhugan. Tapéh
ékabele bhi’ guleh jhe’ mun omurrah gi’ tak dhapatolak so
KUA. Guleh tak nyaman sé nyuroah nunda, tako’ ékoca
de’remmah. Gun sanékah. Jhe’ guleh tak onéng nalgabgi tak
bisah napah polé. Tak onéng épade’remma’ah, gi’ &adhi’
rencana.™*®

“Bingung, saya. Say&an tidak banyak tahu juga. Tapi saya
beritahukan bahwa jika umumrnya belum sampai (baiagnal),
ditolak oleh KUA. Saya tidak enak mau nyuruh nuntikut
dibilang gimana (Baca: ada apa-apa. pe@itu saja. Orang saya
tidak tahu apa-apa. Ya, tidak bisa apa-apa laglakiitahu mau
dibagaimanakan, belum punya rencana.”

Muhammad Juhri meyakini bahwa masyarakat yang mendesaknya
tersebut mengetahui bahwa hal itu bertentanganatehgkum negara. Hanya
saja, mereka seolah menganggap bahwa pelangganasebut akan
terselesaikan dengan manipulasi data dari apatesa.

“Jhe’ réng taoh, Cong. Taoh jhe’ makabin na’-nakaah sala.
Tapéh mun réng dhisah ngangghep maréh ghan apdretlal

Daddhi, réng téah éangghep kodhuh nolongih. séngi@asana
nyuro tunda, égibeh agheje’ kéng. Mun tak éghibajeje

langsung onggha dere, cong. Bhan biasanah, sebaldetenna’,
abhek-rembhek gelluh so le-pelenah so guruh lamgker
Biasanah jréah sé lakoh théng-nginthéngagi masaatur. Pas
maksah de’remmah caranah sé nyamanah. Pas ésomngghe
omurrah. Yeh tak bisah de’remmah polé, séngko’. nBpalé

séngko’ tak patéh taoh kéyah. Séngko’ ghun ngajfrek

makabinan na’-kana’ kéni’, ajhar hukum naghara bhhokum
Islam areng-bhareng®*°

“Tahu, Nak. (mereka) tahu kalau menikahkan anak b@ivah
umur) itu salah. Tapi kalau orang desa menganggapmiapat
diselesaikan oleh aparat desa. Jadi, kami dianggajs membantu
(mereka). Tapi biasanya saya suruh tunda, tapiatlibercanda.
Kalau tidak dibuat bercanda, (mereka) langsung datlah, Nak.
Dan biasanya, sebelum datang ke sini, (mereka)miirre dulu

dengan keluarga besar dan guru ngajinya. Biasafoyan{) itu

"bid.
120uhammad juhriQp.Cit.
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yang sering menyepelekan masalah usia. Lalu (meneieksa
bagaimana enaknya. Saya disuruh menaikkan usianyaak’a,
saya tidak bisa apa-apa lagi. Lagi pula, saya tidegitu tahu
(tentang hukum) juga. Saya cuma ngajak agar tidekikahkan
anak-anak yang masih belum cukup umur, belajar Hukiegara
dan Hukum Islam bersama-sama.”

Selaku tokoh masyarakat yang disegdhihammad Shonhaji mengaku
sering menerima konsultasi dari warga yang hendakikahkan anaknya yang
masih di bawah umur. Berikut pengakuannya:

“Enggi, seggut badhah sé ka'entoh. Guleh nguca’: ‘Empos; jh
terrossagi Mun éterrossagi, sampéan dhusah makabin na’-kana’
sé gi’ ta’ siap, polanah gi’ wajib asakolah, bhaman la kadung
abiayaéh sakolah, pamaréh sakaléhTapéh kadhang ta’
ékédingagi polanah tako’ buruh, ca’épon. Bhan gul@hmaksa.
Mun maksa épakabin, guleh ta’ ro’'noro’ah. Sé pemtiguleh
ampon aparéng onéng?

“Ya, sering ada yang ke sini. Saya bilang: ‘Janggmmgan
diteruskan. Kalau diteruskan, anda yang dosa mikéwm anak-
anak yang masih belum siap, soalnya masih wajilolskk Lagi

pula sayang sudah kadung membiayai sekolah, sekalia
diselesaikan!” Tapi kadang tidak didengarkan derlas an takut
kabur, katanya. Dan saya tidak memaksakan. Kalaksana
dinikahkan, saya tidak mau ikut-ikutan. Yang pemtsaya sudah
memberitahunya.”

Upaya yang lebih signifikan dilakukan oletuhdi Ihsan. Setiap kali

berkesempatan membedusiyahsetelah upacara akad nikah, figur kelahiran
06 Agustus 1956 ini mengaku selalu menyelipkan agagnyadaran terhadap
arti penting perkawinan. Berikut penjelasannya:

“Dalam setiap kesempatan membeghutbah nikah, saya sering
mengungkapkahikmah al-nikah(Baca: Hikmah Perkawinan. pen)
yang hanya mungkin dicapai jika di antara kedualbgihak, baik
laki-laki maupun perempuan sudah dapat berfikinsebijaksana.
Kematangan pribadi sangat berpengaruh. Oleh kayapan
sebaiknya mempertimbangkan kedewasaan para calogluse

2I\Muhammad ShonhajQp.Cit.
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dinikahkan. Saya sering menggunakan perumpamaamggaa
yang masih muda dipaksa agar cepat matang dengamigarbit,
maka rasanya akan kecut’. Saya rasa itu yang baikiku
memahamkan warga pada arti penting perkawinzn.”

Berbeda dengan narasumber sebelumigazuki berkata:

“Séngkokan sanyatanah tak taoh pa-apah tentang hukum. Paléng
ghun abhenta é dinna’, mun badhah sé dhateng da’er®é
segghut yeh tentang pendidikan. Mun lah sibuk dahkican tak
kérah tulih alakért™

“Saya kan sabetulnya tidak tahu apa-apa tentang hukum. Cuma
sebatas berbincang-bincang di sini (rumahnya. k&lau ada yang

ke sini. Yang sering (dibicarakan) ya tentang peikein. Kalau
sudah sibuk sekolalkan tidak mungkin cepet bersuami (Baca:
menikah. pen).”

Selaku pihak yang dianggap pakar Hukum Perkawih&mdin), Umar
Faruq setempat juga mengaku mengupayakan peningkataud®@s hukum
tersebut dengan saran-sarannya yang ia sampaiagasderikut:

“Guleh nguca’ jhe’ réng akabin nikoh benni gun mabkalirusan
ranjang, tapéh bhannya’ sé kodhuh pékkér ka budinapa
ampon siap onggu napa bunten?! Mun ta’ onggu-ongjgp, jhe’
terrosagi. Guleh nyaranagi sopajah mamondhuk ana@mabah
pasakolah patenggih. Jhe’ pang-ghampang makabin, aoallah
akabin nikoh benni urusan kéni’ bhan deggi’ anajges daddhi
korbanna. Guleh seggut nguca’ sanikaf

“Saya bilang bahwa menikah itu bukan hanya masalaisan
ranjang, tapi banyak yang harus dipikirkan ke degan sudah
betul-betul siap apa belum?! Kalau tidak betul-bstap, jangan
diteruskan. Saya menyarankan agar anaknya dimoadpkktau
disekolahkan setinggi mungkin. Jangan terlalu mudahikahkan
anak, soalnya menikah itu bukan perkara ringan,asieknya pula
yang akan jadi korbannya. Saya sering bilang bégitu

1227uhdi Ihsan©Op.Cit.
1\arzuki, Op.Cit.
12%ymar FarugqQp.Cit.
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Beberapa upaya yang dilakukan oleh para tokoh masytasecara umum

tersajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.6:

Tipologi Pengakuan Tokoh Masyarakat Desa Ketapang Laok Kec. Ketapang Kab. Sampang
tentang Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Setempat

No.

Narasumber

Upaya Peningkatan
Kesadaran Hukum Masyarakat

01

KH. Muhammad
Shonhaji (63)
Pemuka Agama

Meyakinkan para orang tua akan arti penting
pendidikan bagi anak yang masih dalam usia sek
sehingga tidak terjadi perkawinan sebelum
menyelesaikan sekolahnya.

02

KH. Zuhdi Ihsar
(45), Pemuka
Agama

Mengajak warga melalui khutbah nikah un
memahami makna sakralitas perkawinan yang
membutuhkan kedewasaan para pihak sekali pun
menurut Islam pernikahan di bawah umur adalah

plah,

sah

03

Muhammad Juhi
(50), Apel Dusun
Kombang

Menjelaskan kepada yang mendatanginya be
kebiasaan tersebut adalah keliru di mata hukunm 4
tetapi baik juga dari pada terjadi hal-hal yanglkid
diinginkan.

aka

04

Marzuki (38)
Apel Dusun
Taman

Sebatas Berbincang-bincang tentang arti penting
pendidikan agar tidak cepat berfikir untuk menikal
Belum bisa berbuat banyak karena merasa kuran
mumpuni.

.
J

05

Umar Faruq (45),
Mudin

Meyakinkan bahwa perkawinan bukan hanya urus
ranjang tapi banyak hal yang harus dipikirkan.
Menyarankan orang tua untuk memondokkan atal
menyekolahkan anaknya setinggi mungkin.

Yo1q

U

06

H. Muhammad
Badri (49),
Kepala Desa

Hanya memberi tahu warga bahwa menikahkan anak

di bawah umur adalah tidak baik dan salah menup
negara, tetapi tidak bisa berbuat lebih dan tetap

ut

mengabulkan permintaan untuk manipulasi data.

Sumber; Hasil wawancara bersama narasumber (Tokoh masyarakat) pada tanggal 22 — 28 September 2010

b. Upaya Para Petugas KUA

Mengenai upaya peningkatan kesadaran hukum yaraku@iin oleh

instansi yang dipimpinnydepala KUA dengan Nomor Induk Pegawai (NIP.)

195607061981031001 itu telah melakukannya meldtauibah nikah saja.

Sementara untuk melakukan upaya yang

mendapatkan banyak kendala. Berikut pengakuannya:

lebih jautkugiga masih
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“Masyarakat sini sebetulnyaunut(Baca: ikut. pen) saja dan tidak
banyak maunya jika berhadapan dengan hukum, khysusn
mengenai administrasi perkawinan. Hanya saja, kethaam para
orang tua yang tidak berpendidikan terjebak oleid&ktahuannya
yang diperparah oleh ketidakprofesionalan aparat,dsehingga
banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, séiperanipulasi
data. Setiap kali berkesempatan membdrutbah nikah, saya
selalu menyelipkan ajakan untuk sadar hukum kepaatsyarakat.
Kalau penyuluhan secara formal, belum pernah, gaabanyak
kendala, terutama dari pihak Kepala Desa. Sikaprahpdesa
terkesan kurang menghendaki. Tapi, kita sering rangli acara-
acara desa, seperti Posyandu dan sebagainya. Réd, men belum
mendapatkan hasil yang memuaskan. Tampaknya, yangs h
disadarkan terlebih dahulu, para aparat desafiya.”

Hal yang dianggap sebagai salah satu masalah gerdidalah
kesalahkaprahan cara pandang masyarakat terhadegm peJA. Oleh
karenanya Syukron Ma’mun, laki-laki yang telah menjadi penghulu sejak
tahun 2004 ini menilainya penting untuk segera rdgkan. Berikut
penyampaiannya:

“Sekali lagi, KUA bukan penyelenggara perkawinaapithanya
pencatat. Hal itu yang belum banyak dipahami oletsyarakat.
Kami menekankan kepada warga agar mengundang KUsknda
setiap perkawinan. Bagi yang tidak mengundang,ladetakad
nikahnya, kami memanggil 5 (lima) orang yang tedildalam
pelaksanaan perkawinan itu, yaitu pengantin, wasing-masing
pengantin, dan Apel atau Mudinnya. Pemanggilaritkan untuk
mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakanaipu,dalam
rangka menyamakan data masing-masing pengantininy@pa
banyak kami temui antara data yang disampaikanabarian
pengakuan langsung para pihak tidak sama dengarydat) ada di
Blanko N1. Blanko N1 itu mengenai identitas calagngantin.
Pemanggilan itu baru berlangsung empat tahun elhelimnya,
hanya diwakilkan kepada Mudin atau Apel saja, sgfanpeluang
manipulasi data menjadi sangat besar karena kalak tbertemu
langsung dengan para pengantin. Sebetulnya catal#ld sesuai

12\Muhammad Hamim\awancara (Ketapang, 27 September 2010)
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dengan regulasi negara, akan tetapi, cara itu asekaternatif
untuk perlahan mengubah cara pandang masyarakaial.”*2°

Lebih lanjut, laki-laki alumni Strata 1 (S1) jurusaAl-Ahwal al-
Syakhshiyyah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 20@agaku menemukan
kesulitan untuk mengubah kebiasaan masyarakat dalases pendaftaran.

“Masalah pendaftaran ini yang sulit. Soalnya mémsihyak warga
yang hanya memasrahkan kepada Apel atau Kepalg 2estama
di Desa Ketapang Laok. Soalnya di situ Mudinnyaakid
difungsikant?’ Padahal, pihak aparat desa banyak yang belum
sadar hukum. Kadang pihak aparat desa belum merakamp
pendaftarannya ke sini, tetapi ternyata pernikap@nsudah
dilaksanakan dan tiba-tiba para pengantin datangsikie minta
surat nikah. Di samping itu, aparat desa itu sarapotensi
melakukan manipulasi data dengan berbagai alaspaath

Mengamini pengakuan rekan kerjanya tersebsiti Hidayati juga
mengaku bahwa instansi layanan masyarakat yangnegailiki peran penting
dalam penegakan hukum tersebut telah melakukarauwsayg cukup strategis
dalam menegakkan aturan negara. Berikut pernyayassambil menyetempel
beberapa berkas yang menumpuk di depannya:

“Calon pengantin harus datang sendiri ke KUA, sgg@nurusan
administrasi lebih lancar. Manipulasi data kemungki akan
diketahui karena fisik masing-masing calon penganiketahui
oleh petugas. Yang paling penting, tak terkesarersemal beli
surat nikah saja, seperti dulu. Sekarang kami fasain, tidak
pernah ada pencatatan perkawinan dengan pengam helum
cukup umur. Semua perkawinan yang dicatatkan di asilalah

1255yukron Ma'munOp.Cit.

12’Beberapa hari sebelumnya, Kepala KUA sempat mekgathahwa Mudin di Desa Ketapang
Laok tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tug&askp®udin justru diambil alih oleh Apel
masing-masing dusun, sementara Mudin hanya bermirdasunnya sendiri. Entah faktor apa
yang menyebabkan kondisi ini terjadi —Bahkan Baptdmim dalam kapasitasnya sebagai
narasumber sempat menyatakan bahwa ada sebagiafaKegsa yang mencemburui Mudin
yang menguruskan urusan perkawinan warganya ke Kdfah apa yang menjadi motivasinya—
selaku orang paling berpengaruh dalam hal ini,eagaku telah sering menegurnya. Tapi nihil.

125yukron Ma’'munQOp.Cit.
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perkawinan yang telah mencukupi syarat-syarat yditgntukan
Undang-undang, termasuk batas usia nikah.”

Garis besar upaya yang telah dilakukan para penegiakm perkawinan,

dalam hal ini adalah para petugas KUA Kecamatamapaaig Kabupaten

Sampang demi meningkatkan kualitas kesadaran hukasyarakat setempat

adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.7:

Tipologi Pengakuan Petugas KUA Kec. Ketapang Kab. Sampang
tentang Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Setempat

No.

Narasumber

Upaya Peningkatan
Kesadaran Hukum Masyarakat

01

H. Muhammad
Hamim, S.Ag. (54),
Kepala KUA

Menyampaikan nilai sakralitas perkawinan
melalui khutbah nikah dan mengajak aparatur ¢
untuk sadar hukum dan menghindari kebiasaar
manipulasi data identitas calon pengantin.

lesa
i

02

Syukron Ma’mun,
M.HI. (31), Staf
sekaligus Penghulu

Disamping ajakan sadar hukum melalui khutba
juga mentradisikan Pemanggilan para calon
pengantin agar menghadap langsung ke Petug
KUA, sehingga dapat menekan jumlah manipul
data dan mewajibkan yang bersangkutan agar
mengundang pihak KUA dalam upacara akad
nikah.

h,

as
asi

03

Sri Hidayati, S.Fil.l
(27), Pegawai
Sukwan

Menjelaskan sebisa mungkin bahwa jika c¢
mempelai yang belum mencapai batas minimal
usia nikah, harus mendapatkan izin dari

Pengadilan Agama.

Sumber: Hasil wawancara bersama narasumber (Petugas KUA) pada tanggal 22 — 28 September 2010

1295ri Hidayati,Op.Cit.
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B. Analisis Data

Sajian data di atas hanya akan menjadi data nkatitidak dikembangkan
dengan cara analisa yang baik dan terarah. Dalpenkegan analisa ini, peneliti
membagi pembahasan ke dalam tiga sub sebagaimpaepalata, yaitu tentang
usia ideal dan pengetahuan hukum para narasungrganty upaya penyadaran
masyarakat setempat terhadap hukum; dan tentarlgiparpara pihak mengenai

efektivitas keberlakuan regulasi batas usia nikateda setempat.

1. Tentang Usia Ideal dan Pengetahuan Hukum

Bebicara mengenai patokan usia ideal, hampir seratesumber memiliki
patokan usia yang sangat idealis. Kecuali Muhamduogudi yang menganggap
usia 17 (tujuh belas) tahun, Muhammad Shonhaji ybagpatokan pada
kelulusan sekolah tingkat SLTA, dan Muhammad Badmg tidak berani
memberi patokan usia ideal, semua narasumber méakigiaran usia 20 (dua
puluh) hingga 25 (dua puluh lima) tahun sebagaia ugleal untuk
melangsungkan perkawinan.

Adapun hal yang menarik untuk disoroti adalah leddidranian atau lebih
pasnya ketidakmauan Kepala Desa untuk sekedar rtmenygegka sebagai
pandangan usia ideal untuk menikah. Sikap ini k@nigi multitafsir. Setidaknya
ada dua indikasi yang tercerminkan dari sikap berseyaitu takut salah dan
tidak sesuai dengan praktiknya dalam melayani nmakgh (baca: hati-hati)
atau betul-betul tidak punya ide untuk sekedar rebuay sebuah usia (baca:
tidak tahu). Indikasi kedua menjadi naif dan tidakingkin dialami oleh

seorang Kepala Desa mengingat bahwa orang-orang secara struktural
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berada di bawahnya saja berani menyebut sebuahdasgan alasan yang
beragam. Sedangkan indikasi yang pertama sangatinggmnkan mengingat
bahwa selaku pimpinan desa, ia belum mengetahas&atminimal usia nikah
yang telah diatur oleh negara, sementara tugas rivitedtah diambilalih oleh
dirinya. Bahkan ia secara terang-terangan menga&aa bmemanipulasi data
calon pengantin yang dinilainya masih terlalu muda.

Adapun pandangan usia ideal yang terkesan Klis&aladaenyampaian
Muhammad Juhri yang hanya mengira-ngira usia ljuhtibelas) tahun
sebagai usia ideal. Hal tersebut didasarkan padargennya sendiri tentang
batas usia nikah yang telah diatur oleh negaraenéara mengira usia tersebut
sebagai aturan negara, maka kemudian dinilainyagsehbusia ideal untuk
menikah. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa paadatersebut masih
dipengaruhi oleh kehati-hatian narasumber dalam jameb pertanyaan
peneliti dan bukan murni pandangannya secara haNasenun demikian, jika
melihat pada penjelasannya untuk pertanyaan sébgajunarasumber ini
terkesan belum dapat menanggalkan sepenuhnya &ebifiebiasaan orang
terdahulunya yaitu menikahkan seorang anak yanghrtexbilang belia.

Sementara itu, usia ideal yang disampaikan oleh aviuhad Shonhaji
yang hanya berpatokan pada kelulusan sekolah spamsak pada tingkatan
MA menjadi sesuatu yang sangat wajar. Dikatakan iklam karena di
samping bahwa dirinya sangat sadar pendidikanuga jmenjadi pengasuh
yayasan yang mengelola sekolah hingga jenjang Meya¥an tersebut sedang

naik daun dan penuh persaingan sehingga menjadir wiga warganya
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ditekankan untuk meluluskan anaknya hingga jenjitfg Usia lulus MA
tersebut memang sudah melampaui batas minimal nikén karena secara
normal berkisar antara 17 (tujuh belas) hinggad8afpan belas) tahun, akan
tetapi untuk dikategorikan sebagai usia ideal makdn menimbulkan banyak
keraguan, seperti dalam hal kematangan mentalet@yainya.

Setidaknya terdapat dua hal mencolok yang perluertgikan
hubungannya dengan usia ideal versi para tokoh analsyt jika dibenturkan
dengan realitas yang berkembang di tengah-tengatyarakat setempat.
Kedua hal tersebut adalah kualitas pengetahuan nihuknasyarakat dan
inkonsistensi mereka dalam menerapkan usia idesi weereka di tengah-

tengah masyarakat.

a. Minimnya Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum para pihak terkait memiliki pegpanting dalam
keberhasilan penegakan hukum. Dikatakan demikiaenka tanpa adanya
pengetahuan terhadap hukum yang berlaku, sesetidakgakan pernah sadar
apalagi patuh terhadap hukum tersebut. Dalam péakioban hukum
perkawinan yang berlaku dan mengikat seluruh wangayarakat, idealnya,
hukum tersebut telah sama-sama diketahui olehps&ta@rga negara dalam
jangka waktu tertentu (fictie hukum), atau setidakmliketahui dan dijiwai
oleh para pihak yang terlibat dalam urusan admasstperkawinan, seperti
aparatur desa, mudin, dan tentu saja petugas Kténgat.

Berdasarkan data yang telah terpaparkan pada baggdelumnya,

diketahui bahwa tidak ada satu pun tokoh masyarbké#t aparat desa maupun
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pemuka agama —yang juga sering bertindak sebaddl wali nikah— yang

mengetahui secara pasti mengenai batas minimal nike&h sebagaimana
diaamanahkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomdralun 1974.

Mayoritas dari mereka hanya mengetahui bahwa ji&ia galon pengantin
masih muda, maka pihak KUA akan menolak untuk matkannya.

Menghindari kemungkinan penolakan dari pihak KUAemudian pihak

aparatur desa —sebagaimana diakui oleh Kepala [Dasa Apel Dusun

Kombang serta diamini oleh para petugas KUA— me@aikusia si calon

pengantin pada usia yang dikira-kiranya akan ditarioleh pihak KUA.

Kebiasaan tersebut dilakukan karena notaljgara aparatur desa memiliki
pengetahuan dan kesadaran hukum yang sangat niairtersebut setidaknya
bisa dilihat dari tingkat pendidikan mereka. KepBlesa yang hanya lulusan
Kejar Paket B dan dibantu oleh para Apel yang seaamum tingkat

pendidikannya tidak lebih baik dari Kepala Desasdbut. Padahal mereka
sekaligus menjadi pihak yang sangat menentukamdpé&nberlakuan hukum
perkawinan. Jika dikaitkan dengan kriteria penedmikum sebagaimana
disebutkan pada Bab IlI, para penegak hukum ini réapa desa) dapat
dikatakan tidak memiliki kualifikasi yang mumpuni.

Alasan yang terkesan klise adalah berontak war@a permintaan
pelaksanaan perkawinan tersebut tidak dikabulkamof@ak yang dimaksud
dapat berupa kawin lari sebagaimana dikuatirkara peyai atau berupa
kecaman (sanksi sosial) sebagaimana dikuatirkdnagaratur desa. Alasan ini

menunjukkan ketidakpercayadirian para pihak tersetalam meyakinkan
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warga sebagaimana kewajiban sesuai peran dalamirp@simasing-masing.
Para kyai terkesan takut pudar wibawa kekyaiannka menolak untuk
menikahkan anak yang masih di bawah umur. Hal is&shrkan asumsinya
bahwa warga setempat tahu jika seorang anak tedalcapai usidaligh sudah
dapat dinikahkan, kendati pun ia sadari bahwa udapat membina keluarga
salknah diperlukan adanya kedewasaan berfikir. Kondisidiperparah pula
dengan minimnya pengetahuan mengenai hukum pdsitifterbiasa dengan
figh mindeddalam kesehariannya. Sehingga hukum positif meatlap porsi
ke sekian jika dibandingkan dengan figh dan adansgat.

Kondisi kurang menguntungkan tersebut juga terididkalangan para
aparatur desa. Sanksi sosial yang dikuatirkan rmaergkkesan terlalu
berlebihan dan menunjukkan kekurangprofesionalan rekae dalam
melaksanakan tugasnya, vyaitu penetrasi hukum yaadaki. Tokoh
masyarakat sedianya dapat bertindak tegas dan m&gakmasyarakat bahwa
kebiasaan tersebut tidak baik untuk dipertahankearena di samping
bertentangan dengan aturan negara, kenyataan mgkaloukahwa banyaknya
perkawinan dini hanya bertahan seumur jagung dasjurey pada perceraian.

Jika para tokoh masyarakat saja memiliki pengetahd@n kesadaran
hukum yang sangat lemah, maka menjadi wajar jikayarakat secara umum
terbilang buta terhadap hukum yang berlaku. Kondisdapat dipahami dari
pernyataan tiga tokoh dari kalangan yang berbesity Yuhdi Ihsan, Marzuki,
dan Muhammad Badri yang secara terang-terangan akengkebutaan

masyarakat terhadap hukum tersebut serta diiyaldnMuhammad Hamim,
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seperti motivasi orang tua dalam menikahkan anakmgm@ya karena ingin
mengadakamémoh. Hal ini dapat dimaklumi karena jika dilihat damgkat
pendidikan sebagaimana tercatat pada Monografi Besampat, diketahui
bahwa jumlah masyarakat —yang telah berkeluargag yidak menamatkan
sekolah setingkat Sekolah Dasar (SD) masih mendmsniSehingga kebiasaan
yang telah mengakar turun-temurun, yaitu menikahdaak yang masih di
bawah umur masih sulit untuk ditinggalkan sepenahigndati pun, diakui
bahwa setidaknya sejak tiga atau lima tahun terakébiasaan tersebut mulai
berangsur ditinggalkan.

Kondisi ini, sejatinya dapat dipergunakan oleh p#sorkoh masyarakat
sebagai momen peningkatan penyadaran masyarakhadér hukum
perkawinan yang berlaku. Sayangnya, para tokoh isetidak memiliki
kesadaran hukum yang patut untuk dibanggakan. §ghimomentum tersebut
seolah lewat begitu saja, terlebih bahwa para totarkebut tidak dapat
bertindak tegas karena dibayang-bayangi oleh keknat berlebihan
sebagaimana disampaikan di atas. Kekuatiran tersédan senantiasa menjadi
penghambat sepanjang tidak ada upaya tegas beopfatowndari aparatur
desa sendiri.

Pihak yang tak kalah memiliki peran strategis dalamsan perkawinan
adalah Mudin. Pihak ini pun ternyata tidak jauhiHelbaik dari tokoh
masyarakat lainnya. Justru para pihak lainnya —piiék KUA maupun tokoh
masyarakat lainnya— menilai buruk terhadap prestagia Mudin ini. la

dipandang tidak menjalankan tugasnya dengan balitngga tugasnya sering
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diambil alih oleh Apel masing-masing dusun dan sasekali tidak
melibatkannya. Oleh karena itu, dapat dimakluna jikiormasi yang diperoleh
berdasarkamterviewdengannya jauh berbeda dengan narasumber-narasumbe

lainnya dan terkesan menutup-nutupi.

Bagi petugas KUA yang notabene berlatar belakamglid&kan di bidang
Hukum, khususnya Hukum Islam: Al-Ahwal al-Syakhsfaly, hukum
perkawinan sudah pasti dikuasainya secara konpséhdédleh karenanya,
wajar jika mereka mengaku tidak mau menerima peadaf perkawinan
dengan calon pengantin yang masih di bawah umunudapakatmindsettu
sepenuhnya menjadi prinsip semua petugas KUA? Bd&ntu, mengingat
tidak semua petugas KUA adalah lulusan fakultagi@ya Terbukti bahwa
salah satu petugas KUA alumni non-Syari’ah mendauwa dalam keadaan
tertentu ia turut andil dalam upaya menaikkan ystmgantin. Hal ini ia
lakukan atas pertimbangan bahwa lembaganya mempeakabaga layanan

masyarakat, sehingga menurutnya, kepuasan masyarakgdi hal utama.

Kendati pun Kepala dan Penghulu KUA mencoba me¥akinbahwa
komitmen untuk menolak pencatatan perkawinan didawmur sangat kuat
pada instansi ini, pernyataan tersebut seolah riabkan oleh pengakuan
salah satu oknum petugas tersebut, mengingat oknileh yang setiap hari
bertugas untuk menerima pendaftaran, metgview dan mengentri data.
Sehingga penjelasan ini dapat dikatakan lebih nmemokan praktik yang ada
pada instansi tersebut. Hal tersebut memang tidglatddigeneralisasikan,

akan tetapi setidaknya praktik ini diakui masih atianstansi ini. Dengan
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demikian, pihak KUA pun belum seratus persen legas celah keterlibatan
terhadap manipulasi data calon pengantin sebagaimigamin oleh penghulu

instansi tersebut.

b. Inkonsistensi terhadap Standar Usia Nikah

Sebagaimana disampaikan pada pembahasan sebelbaiwa mayoritas
narasumber menyebutkan angka usia di atas 20 (duh)ptahun bagi para
calon pengantin dengan pertimbangan bahwa padateisabut seseorang
diyakini telah matang, baik secara fisik maupurkipsiDan yang patut untuk
diperhatikan adalah hampir keseluruhan dari narbsuilengan latar belakang
tokoh masyarakat menghendaki penambahan batas ahinsia nikah yang
telah diregulasikan oleh negara. Menurut merekadaat minimal tersebut
masih terlalu rendah dan mental seseorang madiiiatey labil dalam usia
tersebut.

Kehendak tersebut menjadi menarik untuk dibahasgmgat, pertama
sejatinya hingga penelitian ini dilakukan, merelelum mengetahui secara
pasti terhadap regulasi batas minimal usia nikesebrit;kedua,mereka tidak
bertindak tegas untuk menolak pendaftaran perkawseorang anak yang
masih di bawah umur dan justru membantunya untukamkan usia anak
tersebut. Dengan kedua pertimbangan tersebut, nrsikaideal versi mereka
dan pendapat untuk menaikkan batas minimal usiahntiersebut menjadi
angan-angan yang sulit untuk terealisasikaménn).

Logikanya, jika mereka benar memiliki standar ugleal dan usia

minimal perkawinan, maka akan senantiasa menssms#tannya kepada
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masyarakat setempat atau minimal tidak akan metigabupermintaan
masyarakat untuk menaikkan usia anaknya yang nwadiiawah umur agar
mendapatkan legitimasi dari KUA. Hal itu sangat megkinkan untuk
dilakukan mengingat para tokoh masyarakat terseimriliki wibawa yang
lebih besar di mata masyarakat jika dibandingkargde hukum yang berlaku,
termasuk para petugas KUA sendiri. Dengan demildapat dikatakan bahwa
para tokoh masyarakat tersebut tidak konsisterndafeenilai usia ideal dan
usia minimal yang baik untuk diberlakukan di tenggmgah masyarakatnya.

Usia ideal yang terkesan abstrak adalah usia sebaga disampaikan
oleh Muhammad Shonhaji. la mengatakan bahwa us& merkawinan adalah
setelah si anak telah tamat sekolah hingga jenfab@A. Jika dikaitkan
dengan caranya memberi masukan kepada orang tgahgamdak menikahkan
anaknya yang masih dibawah umur, yaitu dengan npeaingan ‘sayang,
kadung keluar biaya sekolah’, maka dapat dimaklkarena ia merupakan
pengasuh dari yayasan yang sedang berkembang darh pmersaingan.
Sehingga, jika diasumsikan secara kasar, makangetigan usia ideal
tersebut tampaknya masih terpengaruhi oleh kepgariinpolitis demi
eksistensi yayasan yang dipimpinnya.

Adapun hal yang sangat disayangkan adalah sikapl&&yesa yang tidak
berani memberi pendapat prihal usia ideal perkawingeseorang.
Ketidakberanian tersebut tampaknya dilatarbelakatedi kekuatirannya akan
judge terhadap tindakannya yang kerapkali menaikkan uysga calon

pengantin yang belum mencapai batas minimal usahni-sejatinya ia akui
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telah menyalahi aturan. Namun setelah berhasikdikan, ia berani memberi
penilaian terhadap batas minimal usia nikah yangumgnya perlu dinaikkan
menjadi 20 (dua puluh) dan 19 (Sembilan belas)rtalmtuk masing-masing
mempelai. Pernyataan tersebut, entah disadarirata tatak, sangat bertolak
belakang dengan praktiknya sejauh ini dalam mepyikealitas masyarakat
yang dihadapinya. Jika batas minimal 19 (Sembiklad) dan 16 (enam belas)
tahun saja tidak dapat ia paksakan pemberlakuadapabahkan ia sendiri
yang kerap melanggarnya, maka pelanggaran itu a&arakin menjadi-jadi

jika batas minimal usia tersebut harus dinaikkdragaimana pendapatnya.

2. Tentang Penilaian terhadap Efektivitas ReguladBatas Usia Nikah
Satu-satunya narasumber yang dengan yakin menyata&dava regulasi
negara tentang batas minimal usia nikah telah lberj@fektif di Desa
Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sanmgmaigh Sang Mudin
desa setempat. Penilaian ini menjadi wajar karejek sawal wawancara, ia
cenderung memberi informasi yang bertentangan derigformasi para
narasumber lainnya, mulai dari praktik nikah usia gang diakuinya sudah
tidak ada lagi di desa setempat hingga keterangayauyg tidak membenarkan
adanya manipulasi data di desanya kendati pun tkiui oleh para pihak
yang mengaku terlibat langsung di dalamnya. Tduldélbihwa menurut Kepala
Desa dan Kepala KUA setempat, sang Mudin tidak tdapnjalankan tugas

sebagaimana diamanahkan kepadanya.
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Beberapa narasumber menilainya dengan istilah “famacukup, dan
relatif efektif”. Penggunaan istilah itu mengindsikean bahwa keefektifan
peraturan tersebut masih belum seratus persenl&kps\ menyatakan:

“Aturan itu sudalrelatif efektif di Kecamatan Ketapang infapi

untuk desamu (Desa Ketapang Laok. pemasih perlu banyak

peningkatan kualitas kesadaran hukum para aparatur desanya,

dan kerjasamanya yang baik dalam menjalankan sejzesgai abdi

negara dan abdi masyarakat. Percuma jika masyaexkist diajak

sadar hukum kalau aparatur desa selaku penegaknhtittak mau

sadar untuk menegakkan hukum itu.”

Jika pernyataan tersebut dipahami lebih lanjut,arddpat diasumsikan bahwa
tindakan manipulasi data di Desa Ketapang Laokilterp paling parah
dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Kecami&apang. Dengan
demikian, pernyataan tersebut mengandung arti bakiussus di Desa
Ketapang Laok masih belum efektif karena berdasagernyataan tersebut,
Kepala KUA mengecualikan desa setempat dari katefgelatif efektif”
sebagai penilaian untuk lingkup Kecamatan Ketag@ogra umum.

Dua narasumber lain yang menilai cukup efektif adadua Kyai, yaitu
Muhammad Shonhaji dan Zuhdi Ihsan. Narasumber meartmenilai sudah
jarang ada muridnya yang dinikahkan sebelum Iulué, Mapi ia juga
menyatakan bahwa di sekolah sebelah masih banytknukian praktik
menikahkan anak sebelum lulus MA. Rupanya penil&ieefektifan aturan
batas minimal usia nikah tersebut dispesialisasitaruntuk kalangan murid-
muridnya, sementara dalam waktu yang bersamaamemgakui masih banyak

terjadi praktik tersebut. Dengan demikian, penilai@a bersifat parsial dan

tidak dapat digeneralisasikan. Sementara narasurkbgéua menggunakan
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“tapi belum efektif betul Hal tersebut didasarkan pada pengakuannya prihal

masih adanya praktik nikah muda sekali pun tidalabutidak mentradisi
sebagaimana lima tahun sebelumnya. Dengan demikignga seolah ingin
menyampaikan bahwa regulasi tersebut belum bed&uiif.

Sedangkan pemateri lainnya menilai bahwa regulatisbminimal usia
nikah sebagai syarat pelaksanaan perkawinan belektifedi tengah-tengah
masyarakat Desa Ketapang Laok. Umumnya penilaieseliat didasarkan
pada masih banyaknya warga setempat yang menikamamya yang masih
belum mencapai batas minimal usia nikah. Pelanggdessebut sering
ditemukan untuk calon pengantin perempuan yangnbehencapai usia 16
(enam belas) tahun sebagaimana diamanahkan Undaagg Nomor 1
Tahun 1974 pasal 7 ayat (1). Setidaknya ada duausnodiitu melakukan
perkawinan bawah tangan atau mendaftarkan ke KUWale cara manipulasi
data yang dilakukan oleh aparatur desa —dan sataho&num petugas KUA
juga mengaku bahwa dalam keadaan yang mendesakirug membantu
menaikkan usia calon pengantin yang belum mendstas minimal tersebut.

Dengan demikian, setidaknya ada dua indikator pgndialam penilaian
efektivitas regulasi batas minimal usia nikah teue Pertama praktik
perkawinan usia dini yang hingga sekarang masimbaepenuhnya lepas dari
masyarakat desa setemp&edua,tindakan manipulasi data yang belum dapat
dihindari oleh para penegak hukum. Faktor yang &ethi menunjukkan
adanya kesenjangan antara idealisme Undang-undaag $ollen) dengan

realisme yang hidup di tengah-tengah masyarakas (Bein). Berdasarkan
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kedua indikator yang notabene merupakan pengakuwarmgsling para
narasumber dapat dinyatakan bahwa regulasi batasni&h sebagaimana
diamanahkan dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahim Isebagai syarat
pelaksanaan perkawinan belum berlaku efektif di aDé&etapang Laok

Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.

3. Tentang Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadapnhyé&ng berlaku
masih terbilang setengah hati. Hal ini setidakmgibuktikan dengan masih
melekatnya sikap apatis terhadap kesenjangan Kembsaukum perkawinan
sebagai salah satu dampak pendekotomian hukumngangikat mereka. Oleh
karenanya, dipandang perlu untuk mempertegas kekdomaitmen para pihak

dalam penetrasi hukum di tengah-tengah masyarakat.

a. Upaya Setengah Hati

Pengakuan para pihak dalam penyelenggaraan upayadagan hukum
terhadap masyarakat setempat terkesan kurang ¢epatiu termasuk upaya
yang dilakukan oleh para petugas KUA. Pasalnyatamss yang notabene
memiliki kapasitas paling besar dalam penjaminataksanaan hukum
perkawinan di tengah-tengah masyarakat ini hanydakukan upaya
penyadaran hukum melalhutbah nikah saja. Sementara kenyataannya,
sebagian besar masyarakat tidak menggunakan jagauyla dari KUA dalam
pelaksanaan akad nikahnya —oleh karenanya, KUA umelajmgnya pasca
upacara perkawinan. Dengan demikian, upaya tersetnyta bersifat temporal

dan tidak masif. Jika melihat kondisi masyarakatgydutahukum, maka
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seharusnya instansi ini mengupayakan tindakan yelifp akomodatif dan

efektif seperti penyuluhan hukum perkawinan, s@sal peran penting KUA,

pendidikan atau pelatihan khusus calon pengantm s#dagainya. Dengan
demikian, masyarakat betul-betul memahami substaokum perkawinan

yang berlaku, arti keberadaan instansi KUA di térgangah mereka, dan nilai
sakralitas sebuah perkawinan. Sayangnya, upayebtérdiakui belum pernah
dilakukan bahkan belum direncanakan oleh instasi i

Di samping upaya tersebut, sebetulnya KUA telahakédan upaya
setrategis dengan memanggil para pihak yang akantatah melaksanakan
perkawinan, baik dengan mengundang dan melibatkek iKUA atau tidak.
Bagi pihak yang mengundang KUA, pemanggilan dilakuksebelum
pelaksanaan akad nikah, tetapi bagi pihak yand trdangundang instansi
tersebut, pemanggilannya dilakukan setelah akahrtiérsebut dilangsungkan.
Upaya tersebut diakui untuk memastikan autentisiéas para pihak.

Upaya pemanggilan para pihak sebelum akad nikahadlienara yang
sangat efektif. Akan tetapi berbanding terbalik ghan dampak dari upaya
pemanggilan yang dilakukan setelah akad nikah. Rggilan model ini, di
samping tidak wajar, hal tersebut justru membukdugrey aman bagi
masyarakat awam untuk menikahkan anaknya di bawsalr @atau bahkan
manipulasi data oleh aparatur desa. Dikatakan damilkarena tipikal
kekeluargaan masyarakat setempat yang sangat kiemnbdh dengan
kekurangsadaran hukum para aparatur desa selaltbukanpeluang untuk

manipulasi data apalagi jika pemeriksaan datanyakwkan setelah akad
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nikah. Petugas KUA pun bisa jadi tidak tega untuknolak pencatatan
perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut. Baedngondisi inilah yang
oleh salah satu Pegawai Sukwan KUA dianggap sebkagmaiisi yang sangat
mendesak yang mengantarkannya untuk ikut andihdatanipulasi data.

Sejatinya, upaya tersebut dapat dikatakan sebg@ggiauyang cukup baik
untuk menyadarkan masyarakat setempat terhadaperting usia dewasa
dalam perkawinan. Hanya saja, upaya tersebut ak#aiusmendapatkan
hambatan sepanjang belum ada upaya penyadaran sklag@ratur desa,
termasuk Mudin dan Kepala Desa. Hal inilah yang jadinsalah satu akar
masalah dan harus segara diselesaikan oleh masisiggrpihak. Kepala KUA
mengaku kesulitan untuk melaksanakan hal terslaatahal semestinya, KUA
dengan kapasitasnya dapat meyakinkan para tokohanaksit bahwa segala
aturan yang dibuat oleh pemerintah adalah semata Hebaikan seluruh
warga. Sementara pihak tokoh masyarakat denganlaseghawa —yang
melebihi wibawa hukum— harus betul-betul sadaragap hukum dan dapat
menekan pemberlakuannya di tengah-tengah masyayakgt di hadapinya.
Akan tetapi mereka masih buta hukum. Dan pihak KaW-yang memiliki
kapasitas untuk menginisiasikan penyembuhan kebudeeng-orang penting
dalam masyarakat tersebut.

Di tengah-tengah ketidaktahuan para tokoh masyartekaadap hukum
dan tindakan melawan hukumnya, pada dasarnya, emgrg memilikii'tikad
baik untuk sedapat mungkin menjalankan tugasnyaagseb pelayan

masyarakat. Hanya saja, ketidaktahuan dan kebias@sgacu pada tradisi
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turun-temurun dengan bayang-bayang sanksi sosetjetmak mereka untuk
mengambil langkah yang lebih aman versi merekatigp mereka mengaku
sering menyampaikan kepada warga yang mendaftag@ana perkawinan
anaknya yang masih di bawah umur akan mengalanolgean pencatatan
oleh KUA. Usaha penolakan oleh mereka pun diakiahtedilakukan —

termasuk anjuran untuk menunda-— tetapi nihil. &gda terpaksa melakukan
manipulasi data dengan menaikkan usia yang beratargk Kenyataan ini

menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan para tolekelbut terkesan
setengah hati karena sebetulnya mereka dapatdstiabih tegas lagi untuk
mengurungkan niat pelaksanaan perkawinan terselmldagai wujud

komitmennya terhadap hukum yang berlaku.

Upaya penegasan tersebut juga sangat efektif jilkkutkan oleh para
Kyai dalam setiap kesempatannya memtarsiyahkepada warga. Sejauh ini
memang diakui telah melakukannya mel&luutbahnikah tentang arti penting
usia dewasa dalam bangunan keluasginah Hanya saja, tampaknya sang
Kyai juga masih belum bisa menanggalkan prinsi@l‘@sligh sudah dapat
dinikahkan’ sebagaimana diyakini sebagai aturaanisbagi seorandVali
Mujbir. hal ini diakui atau tidak sangat berpengaruhaeap cara pandang
sang Kyai dalam memberlakukan hukum perkawinanin§gh tidak heran
jika terkesan kurangespectterhadap hukum positif. Usia dewasa yang
menjadi syarat untuk mencapai suasaakinah dalam keluarga pun hanya
selesai pada tataran konsep belakaménr). Dan para Kyai dapat

meningkatkan upayanya pada cara-cara yang lehbika#flseperti penekanan
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wajib belajar hingga usia dewasa dan sebagainyal iHa sangat
memungkinkan untuk menekan angka praktik perkawidam mengingat
wibawa yang melekat dalam dirinya adalah jauh |d&@bar jika dibandingkan

dengan hukum atau lembaga hukum yang ada di tetlegglah masyarakat.

b. Apatisme terhadap Kesenjangan Keabsahan Hukum Plawinan

Upaya penolakan pencatatan perkawinan bagi merekag ybelum
mencapai batas minimal usia nikah menuai polemiketeliri di kalangan
masyarakat. Mereka yang mengalami penolakan rédamemaksakan diri
untuk melangsungkan perkawinan bawah tangan dehgaga melibatkan
Kyai yang telah terbiasa menikahkan. Hal ini dikedean oleh lebih besarnya
wibawa Kyai jika dibandingkan dengan hukum, semantang Kyai juga
kurang faham terhadap hukum yang menyatakan babvkawinan hanya sah
—di mata hukum- jika dilakukan di hadapan petugasatat perkawinahi’

Berbicara mengenai keabsahan/hukum perkawinan btegrsesemua
narasumber bersepakat bahwa hukumnya adalah AC&Cnaénurut istilah
Kepala KUA, “halal tapi haram”, yaitu halal menurbtkum agama, tapi
haram menurut hukum negara. Bagi petugas KUA, teaja hal itu menjadi
masalah serius karena tidak dianggap telah tepaedstiwa hukum berupa
perkawinan, sehingga berbagai kemungkinan kejadiamasa yang akan
datang dianggap lepas dari tanggung jawabnya. Nateomkian, para petugas

KUA tidak menafikan hukum halal jika dilihat datikum agama sebagaimana

130Tercermin dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahumi@fitang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1)
Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukurarts|
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kecondongan masyarakat setempat yang menganggalp-gadanya terhadap
hukum Islam sementara hukum positif nyaris teradnaik

Jika petugas KUA memandang keabsahan perkawinaebigr sebagai
masalah serius, pandangan yang berbeda ada digkaldnkoh masyarakat
yang cenderung tidak memandangnya sebagai masaldbs.s Hal ini
dikarenakan tradisi yang terbangun di tengah-tengaineka adalah tradisi
yang lebih dekat dengan hukum Islam —atau lebimyzgsfigh— dibanding
dengan hukum positif yang telah diatur negara. Berdgmikian, tampaknya
masyarakat hanya akan menilai sebagai masalals g&@uterdapat sesuatu
yang melanggar hukum Islam —yang telah menjelmajadetradisi— walau
pun menurut hukum negara tidak melanggar, sepetkawinan dalam
keadaan hamil. Hal ini dipengaruhi oleh respongybinasyarakat terhadap
hukum positif yang sangat rendah. Adapun Kausagmya adalah rendahnya
tingkat pendidikan yang diperparah lagi dengan ktidadanya upaya
penyadaran hukum yang strategis oleh para penegakny

Zuhdi Ihsan, selaku tokoh agama mengéfy-fifty dalam menghukumi
perkawinan tersebut karena dinilainya dapat diliti@ti dua sudut pandang,
yaitu dari sudut pandang hukum Islam dan hukum nmegé terkesan
menilainya sebagai fenomena wajar dan tidak mielylsa sebagai masalah
yang serius. Seharusnya, selaku tokoh masyarakag yhsegani, dapat
menegaskan kepastian hukumnya, bukan meletakkapaga dua sudut
pandang dikotomis. Lain halnya jika ia hendak mewkgimi perkawinan

tersebut sebagai perkawinasubhat karena memiliki dua hukum yang
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berlawanan dalam waktu yang bersamaan, yaitu Halalharam atau sah dan

tidah sah.

Hal tersebut juga berlaku pada petugas KUA yan@ jogmandangnya
secara dikotomis. Selaku representasi dari peraérimituk menangani hukum
perkawinan di tengah-tengah masyarakat, semestiaymt menanggalkan
pandangan dikotomi hukum menjadi satu kepastiaruinukang betul-betul
bulat. Sehingga, pandangan tersebut kemudian daeatberi energi positif
bagi masyarakat agar tidak lagi menempatkan hukamrdnsional dan hukum
Islam sebagai dua norma yang berbeda, tetapi maopsatu kesatuan yang
tidak dapat dipisahkan. la harus bisa memposigikkarsebagai penjelas untuk
memberi pemahaman utuh bagi masyarakat tentangnmhulang berlaku,

termasuk dalam keadaan disinyalir terdapat kesgajanormatif tersebut.

c. Perlu Mempertegas Komitmen

Satu hal yang perlu diperhatikan secara serius mlasing-masing pihak
dalam rangka mencapai peningkatan kesadaran hukasyamakat untuk
selanjutnya menjamin efektivitas pemberlakuan hul@rkawinan di tengah-
tengah masyarakat adalah mempertegas kembali kemitpara penegak
hukumnya, dalam hal ini adalah tokoh masyarakat g petugas KUA.
Pasalnya, upaya setengah hati sebagaimana disampp#dda pembahasan
sebelumnya merupakan salah satu bukti kurang kadagnitmen para pihak
dalam menyelenggarakan hukum di tengah-tengah medsyta

Pihak KUA yang mengaku terpaksa menaikkan usiaesgantin dalam

keadaan yang sangat mendesak dengan alasan bamerupakan instansi
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layanan masyarakat, terkesan masih mengurangi wdng diakui mulai

dibangun oleh instansi tersebut dengan berbaggauweng telah disampaikan
pada pembahasan sebelumnya. Sehingga pengakuara Kadgra Penghulu
setempat mengenai penolakan pencatatan perkawinbawéh umur belum
menjadi harga mati —kendati pun tanpa menggunakspenkasi nikah dari
Pengadilan Agama setempat— sebagaimana dikeheoléaklJU No.1 Tahun

1974. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan komitmemeggakan hukum
masih belum merata di lingkungan KUA tersebut.

Adapun tokoh masyarakat yang secara terang-terangamgakui
tindakannya melakukan manipulasi data di sampinga jmengakui telah
berupaya telah menolaknya, terkesan lebih rendgahitegkatan komitmennya.
Dikatakan demikian karena rata-rata mereka bertiratas dasar emosional
dan jauh dari nilai profesional. Tindakan ini lekiipangaruhi oleh rendahnya
pengetahuan dan kesadaran hukum mereka, termakrk tal overlapping
tugas Apel yang melampaui tugas Mudin. Oleh kargmakomitmen untuk
betul-betul membumikan hukum perkawinan, khususpgkaksanaan batas
minimal usia nikah tersebut harus kembali dibangan para pihak yang
berurusan langsung dengan hukum tersebut, baikhtokasyarakat desa
setempat, terlebih petugas KUA. Dengan demikiatarseperlahan, kesadaran
hukum masyarakat akan semakin meningkat dan janmefeltivitas regulasi
batas usia nikah tersebut tidak hanya selesai petdean teori saja, tetapi

betul-betul berlaku di tengah-tengah masyarakat.
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, didgg@ dimpulan
sebagai berikut:

1. Para narasumber, kecuali Kepala Desa setempat,likiestaindar ideal usia
perkawinan yang beragam dengan berbagai alasarMggoritas dari
mereka menunjuk usia kisaran 20 (dua puluh) higgé&dua puluh lima)
tahun sebagai usia ideal untuk menikah denganngeatigan bahwa usia
tersebut sudah terbilang matang baik secara fisikpun psikis. Di samping
suara mayoritas tersebut, terdapat dua narasumleenilii standard
berbeda, Muhammad Shonhaji (KH) dan Muhammad Jiwihammad

Shonhaji menitikberatkan pada pendidikan seoravadk &ingga lulus MA
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(Madrasah Aliyah) yang oleh karenanya diyakini helmemiliki bekal

keilmuan yang mumpuni untuk membangun rumah tan@mmentara
Muhammad Juhri meyakini usia 17 (tujuh belas) talseseorang telah
memiliki pemikiran dan sikap yang dewasa sehinggia tersebut dianggap
sebagai usia ideal untuk melangsungkan perkawkamudian para tokoh
masyarakat menilai bahwa batas minimal usia nikaigtelah diatur oleh
negara terlalu rendah dan perlu dinaikkan. Padalaém praktiknya,

mereka justru terkesan mengangap wajar terhaddgikpperkawinan usia
dini. Hal ini setidaknya terbukti dengan tindakaampulasi data sebagai
bentuk pelayanan terbaik bagi warga yang hendakikagkan anaknya

kandati pun belum mencapai batas minimal usiaika

. Menurut pengakuan mayoritas narasumber, daya kegalasi batas usia
nikah belum berjalan secara efektif di Desa Ketgphaok Kecamatan
Ketapang Kabupaten Sampang. Penilaian tersebusatiden pada masih
banyaknya warga setempat yang menikahkan anakmgargasih di bawah
umur, baik yang langsung didaftarkan atas dasaripuasi data —
sebagaimana diakui oleh pihak aparatur desa dasmalikan oleh pihak
petugas KUA- maupun yang dilangsungkan di bawalgatankarena
mengalami penolakan oleh pihak KUA. Dengan demikikapat dinyatakan
bahwa regulasi batas usia nikah dalam Pasal 7(aydtU No. 1 Tahun
1974 sebagai syarat pelaksanaan perkawinan tidd&kbeefektif di Desa

Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.
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3. Upaya peningkatan kualitas kesadaran masyaraketdap hukum dan arti
penting perkawinan diakui telah dilakukan oleh paparatur desa dengan
memberi tahu bahwa jika calon pengantin belum meaichatas minimal
usia nikah, akan ditolak oleh pihak KUA. Di sampiig, telah meminta
yang bersangkutan untuk menunda rencana perkawiaahimgga yang
bersangkutan mencapai usia nikah, tapi tidak petredhasil. Sehingga
pihak aparatur desa sering membantunya dengan nanesn data.
Sementara itu, sosialisasi arti penting perkawinggng menuntut
kedewasaan para pihak juga diakui telah dilakukiah para Kyai dan
petugas KUA melalukhutbahnikah. Upaya yang terbilang signifikan yang
telah dilakukan oleh pihak KUA adalah pemanggilanappengantin untuk
menghadap langsung ke KUA, tapi sayangnya, bangakapggilan yang
dilakukan setelah akad nikah berlangsung, sehidggat dikatakan kurang
efektif. Adapun upaya yang lebih besar seperti pkiyan atau pendidikan
dan pelatihan khusus calon pengantin diakui beliakwkan dan belum

direncanakan.

B. Saran-saran

Melihat fenomena yang ada di desa setempat, targpakausa prima dari
fenomena tersebut adalah rendahnya kualitas péngetadan kesadaran hukum
masyarakat setempat, termasuk para tokoh masyayakgt notabene memiliki
peran penting dalam penegakan hukum perkawinam. Kdleenanya, perlu adanya

upaya peningkatan kesadaran hukum yang lebih sgainiderdampak signifikan
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oleh para pihak, terutama oleh pihak KUA instansiwakilan pemerintah di
tengah-tengah masyarakat spesialis bidang perkawina

Tindakan manipulasi data yang dilakukan oleh pararatur desa sebagai
langkah alternatif merupakan dampak dari lemahngaittnen mereka untuk
menegakkan hukum oleh karena mereka belum memaésemsi hukum itu
sendiri. Menanggulangi hal itu, pihak KUA dapat eregkul pihak-pihak lain
seperti Kementerian Hukum dan HAM untuk mensosalian esensi hukum
tersebut kepada masyarakat berikut para tokohny@mdaentuk penyuluhan.
Langkah ini sebagai upaya peningkatan komitmen avaeghadap hukum yang
mengikatnya, terlebih para penegak hukum —termakokm petugas KUA yang
mengaku pernah membantu menaikkan usia calon pemgéidak kalah penting
dari itu, adalah memperkenalkan kembali secarasted@n fungsi KUA di
tengah-tengah masyarakat.

Adapun upaya sosialisasi mengenai esensi dan sakialitas perkawinan,
dapat ditempuh dengan cara menyelenggarakan Plaudidan Pelatihan (Diklat)
Pranikah khusus bagi para calon pengantin yang akalangsungkan
perkawinan. Diklat semacam ini dinilai penting untmengantarkan mereka
kepada tujuan utama perkawinan, yaitu membentukiakgh sakinah dalam
bingkai mawaddahdan rahmah Adapun kemasan Diklat ini dapat disesuaikan
dengan kebutuhan dan yang terpenting adalah mekanarprinsip-prinsip
perkawinan, seperti berkenaan dengan tujuan pemkgwitu sendiri, pencatatan
perkawinan, kematangan fisik dan psikis, serta negikdn hak dan kewajiban

secara seimbang yang keseluruhannya membutuhkamweedan para pihak yang
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akan melangsungkan perkawinan tersebut. Dengandeemecara ini, insyaallah

angka perkawinan usia dini dapat ditekan semaksmualgkin.

C. Rekomendasi Penelitian

Dalam proses penelitian yang dilangsungkan di Des@pang Laok dan
KUA Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, ditemudebuah praktik
janggal khususnya di lingkungan KUA. Praktik tenselsejatinya merupakan
langkah alternatif untuk menekan tindakan manipwat yang sering dialami di
lingkungan kerjanya. Langkah alternatif yang dimaks adalah upaya
pemanggilan para pihak yang telah melangsungkadmap@ran tanpa melibatkan
pihak KUA dalam akad nikahnya. Dipandang menarikeka berdasarkan
Undang-undang, pemeriksaan para pihak sedianyakudda sebelum
pelaksanaan akad nikah. Di samping itu telah telaur pula bahwa setiap

perkawinan dilangsungkan di depan petugas penpatkawinan.
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Lampiran 1. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA
(Semi Terstruktur)

A. ldentitas Responden

©CoNok~wNE

Siapa nama Bapak/Ibu?

Berapa usia Bapak/Ibu?

Kapan Bapak/Ibu melangsungkan perkawinan?
Siapa nama istri/suami Bapak/Ibu?

Berapa putra Bapak/Ibu?

Apa saja pendidikan yang telah Bapak/lbu tempuh?
Apa profesi Bapak/ibu?

Sejak kapan Bapak/Ibu menekuni profesi itu?

B. Pendapat Tokoh Masyarakat Tentang Batas Usia Nikah dan Praktiknya
di Kalangan M asyar akat Desa K etapang L aok

i
2

£

11.

12.

13.

14.
15.
16.

Pada usia berapakah warga Ketapang Laok biasa afdaik anaknya?
Apakah ada warga yang menikahkan anaknya yang nmasda? (jika
tidak ada, kapan terakhir kali terdapat nikah mpaida masyarakat?)
Menurut anda, usia berapakah yang dapat dikategortiengan usia
muda?

Apa saja faktor yang melatarbelakangi adanya pehaik di bawah umur
di kalangan masyarakat Desa Ketapang Laok? (apatathubungannya
dengan landasan agama!)

Sejak kapan hal itu terjadi?

Bagaimana pendapat anda tentang hal itu?

Sepengetahuan anda, apakah ada warga yang mengdjig@ensasi
perkawinan ke Pengadilan Agama?

—jika tidak ada— Bagaimana pernikahan muda terselomumnya
dilangsungkan?

Menurut anda, bagaimana hukum perkawinan tersebut?

. Apakah memungkinkan untuk mencapai cita-cita peikamw yaitu

membentuk keluargsakinah, mawaddah, wa rahmah?

Selama ini, apakah anda mengetahui adanya batasarsebagai syarat
pelaksanaan perkawinan yang diatur oleh Negara?

Menurut anda, apakah batasan usia yang diaturiNggara tersebut sudah
pantas diberlakukan sebagai syarat perkawinanhatais atau perubahan
batasan usia?

Menurut anda, usia berapakah seseorang ideal umellangsungkan
perkawinan?

Kenapa warga masih ada yang menikahkan anaknyaryasin muda?
Apakah kebiasaan tersebut baik untuk dipertahanKanapa?

Apakah mereka sadar bahwa tindakan mereka berlam@eragan hukum
Negara?



17. Adakah warga yang mengkonsultasikan terlebih datkdpada anda
sebelum menikahkan anaknya, khususnya dalam haP /Bagaimana
saran anda?

18. Apakah anda pernah bertindak sebagai wakil wadmiintuk menikahkan
anaknya? Jika ya, pernahkan menikahkan mempelgi iyasih di bawah
umur?

19. Sebagai tokoh masyarakat, bagaimana upaya and& omnyadarkan
masyarakat terhadap hukum yang diatur oleh Negara?

20. Menurut anda, apakah regulasi batas usia nikah tealangsung efektif
di Desa Ketapang Laok sebagai syarat pelaksanakavpean?

21. Adakah hal-hal yang ingin anda sampaikan?

22. ...

. Pendapat Petugas KUA Tentang Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah

1. Apakah ada warga yang mendaftarkan diri/anaknyay yaasih muda
untuk melangsungkan perkawinan?

2. Jika ada, apakah pendaftaran tersebut diterima& y& bagaimana
prosedurnya? Jika tidak, bagaimana anda menjelag&an

3. Apa saja faktor yang melatarbelakangi adanya pahaik di bawah umur
di kalangan masyarakat Desa Ketapang Laok? (apadathubungannya
dengan landasan agamal!)

4. Sejak kapan hal itu terjadi?

5. Bagaimana pendapat anda tentang hal itu?

Apakah ada warga yang mengajukan dispensasi paraawe Pengadilan

Agama?

7. —jika tidak ada— Bagaimana pernikahan muda tersalmaumnya
dilangsungkan?

8. Menurut anda, bagaimana hukum perkawinan tersebut?

9. Apakah memungkinkan untuk mencapai cita-cita peirkaw yaitu
membentuk keluargsakinah, mawaddah, wa rahmah?

10.Menurut anda, bagaimana pemberlakuan batasan ntinigia nikah
sebagai syarat pelaksanaan perkawinan? Apakah wengetuhinya?

11.Menurut anda, apakah batasan usia yang diatuiN®eglara tersebut sudah
pantas diberlakukan sebagai syarat perkawinanretaus atau perubahan
batasan usia?

12.Menurut anda, usia berapakah seseorang ideal umgellkngsungkan
perkawinan?

13.Kenapa warga masih ada yang menikahkan anaknyayasisn muda?

14. Apakah kebiasaan tersebut baik untuk dipertahanKanapa?

15. Apakah mereka sadar bahwa tindakan mereka berlamder@gan hukum
Negara?

16.Adakah warga yang mengkonsultasikan terlebih datkdpada anda
sebelum menikahkan anaknya, khususnya dalam haP Bagaimana
saran anda?

17. Apakah anda pernah bertindak sebagai wakil wadmikntuk menikahkan
anaknya? Jika ya, pernahkan menikahkan mempelgi yasih di bawah
umur?

o



18.Sebagai lembaga pencatat perkawinan, bagaimanaa upaga untuk
menyadarkan masyarakat terhadap hukum yang dituiNegara?

19.Pernahkan lembaga ini melakukan sosialisasi hukwerkagvinan ke
tengah-tengah masyarakat?

20.Menurut anda, apakah regulasi batas usia nikah teaangsung efektif
di Desa Ketapang Laok sebagai syarat pelaksanakavgaan?

21.Adakah hal-hal yang ingin anda sampaikan?

22. ...



Lampiran 2: Foto-foto Saat Pelaksanaan Interview
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Interview Perdana Bersama Kepala:KUA Interview Kedua Bersama Kepala KUA
Kec. Ketapang Kab. Sampang, H. Muh. Kec. Ketapang Kab. Sampang, H. Muh.
Hamim, S.Ag. Hamim, S.Ag.

2 - ...~ A -
Interview bersama Penghulu KUA Kec. Interview Bersama Pegawai Sukwan KUA

Ketapang Kab. Sampang, Syukron Kec. Ketapang Kab. Sampang, Sri Hidayati,
Nu'man, M.HI. S.Fil.l

Interview bersama Kepala Desa Ketapang Interview Bersama Mudin Desa Ketapang
Laok Kec. Ketapang Kab. Sampang, H. Laok Kec. Ketapang Kab. Sampang, Umar
Muh. Badri. Faruk.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



Lanjutan Lampiran 2: Foto-foto Saat Pelaksanaan | nterview
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Interview bersama Apel Dusun Kombang Interview bersama Apel Dusun Taman
Desa Ketapang Laok Kec. Ketapang Kab. Desa Ketapang Laok Kec. Ketapang Kab.
Sampang, Muhammad Juhri Sampang, Marzuki.

£

Interview bersama salah satu Kyai Interview bersama salah satu Kyai

Ternama di Desa Ketapang Laok Kec. Ternama di Desa Ketapang Laok Kec.
Ketapang Kab. Sampang, KH. Muhammad Ketapang Kab. Sampang, KH. Muhammad
Shonhaji Shonhaji

R e R

Peta Wilayah Kerja KUA Kec. Ketapang Di Depan Monografi Desa Ketapang Laok
Kab. Sampang. Kec. Ketapang Kab. Sampang.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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KUISIONER"

Nama Lengkap e

Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan
Usia Seeee (o) Tahun
Profesi e

Berilah tanda centang () pada kolom bagian kastelah membaca pernyataan
pada kolom bagian kiri. Centanglah kolorBetul” jika anda setuju dengan
pernyataannya. Jika anda tidak setuju, maka ceataikglom ‘Salah”!

No Pernyataan Betul Salah

01 | Laki-laki yang belum berumur 19 tahun boleh rkahi

Perempuan yang belum berumur 16 n boleh

02 menikah

Teman/tetangga saya ada yang menikah sek

P3 berumur 19 / 16 tahun

Menurutku, mereka sudah pantas dan siap L

L menikah

Saya kasihan dengan mereka yang menikah set
05 | berumur 19 / 16 tahun karena sebetulnya belum panta
menikah

Mereka yang menikah muda itu bukan keme

06 - _
sendiri, tapi kemauan orang tuanya

Mereka yang menikah muda pasti bahagia d:

R membina rumah tangganya

Mereka yang menikah muda banyak yang berlang

2 sementara dan berakhir dengan perceraian

09 | Kalau disuruh oleh orang tua, saya siap untukikaé

Usia dewasa adalah syarat untuk menikah, dan

10 sudah dewasa

Usia dewasa bukan menjadi syarat untuk menikah

5 yang penting sudabeligh

Untuk menikah, tidak perlu rnunggu usia 19/ 1

12 tahun

Teman-teman saya sudah banyak yang menikah, maka

13 saya harus segera menikah

Saya sudah mengerti akan arti penting sebuah

14 .
perkawinan

Saya sudah mengerti peran Kantor Urusan Agama

151 kua)

Yuisioner ini akan dipergunakan untuk kepentingan akademik, yaitu untuk memperkaya
himpunan data (sebagai Data Sekunder) dalam menunjang kelancaran penelitian Skripsi dengan
Judul Efektivitas Regulasi batas Usia Nikah dalam UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kritis terhadap
Tokoh Masyarakat Desa Ketapang Laok dan Petugas KUA Kecamatan Ketapang kabupaten
Sampang).



KUISIONER"

Nama Lengkap e

Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan

Usia Seeee (o) Tahun
Status Perkawinan  : Menikah / Janda / Duda (pdlhlssatu)
Usia Perkawinan D (e ) Bulan/Tahun

Usia Waktu Menikah : .... (.........occeevev..en. ) Tahun

Berilah tanda centang () pada kolom bagian kaetelah membaca pernyataan
pada kolom bagian kiri. Centanglah kolorBetul” jika anda setuju dengan
pernyataannya. Jika anda tidak setuju, maka celatakglom ‘Salah”!

No Pernyataan Betul Salah

01 | Laki-laki yang belum berumur 19 tahun boleh rkahi

Perempuan yang belum berumur 16 tahun boleh

P2 menikah

03 | Saya menikah sebelum berumur 19 / 16 tahun

Menurut saya, waktu itu, saya sudah pantas dan siap

e untuk menikah

Saya menikah muda itu bukan kemauan sendiri, tap

05
kemauan orang tua saya

Sejak menikah, saya merasa bahagia dalam membina

07
rumah tangga saya

Saya bercerai karena sering mengalami perbe

08 pendapat / bertengkar

09 | Saya dinikahkan oleh seorang Kyai

10 | Waktu saya menikah, tidak ada petugas dari KUA

Saya tidak pernah datang ke KUA untuk mengi

% Akta Perkawinan, tetapi diuruskan oleh Apel

Usia dewasa adalah syarat untuk menikah, dan v

R itu saya sudah dewasa

Usia dewasa bukan menjadi syarat untuk menikah

14 yang penting sudabaligh

Untuk menikah, tidak perlu menunggu usia 19

15 tahun

Waktu saya menikah, saya sudah mengerti aka

16 penting sebuah pernikahan dan tujuan saya menikah

17 | Saya mengerti peran Kantor Urusan Agama (KUA)

Yuisioner ini akan dipergunakan untuk kepentingan akademik, yaitu untuk memperkaya
himpunan data (sebagai Data Sekunder) dalam menunjang kelancaran penelitian Skripsi dengan
Judul Efektivitas Regulasi batas Usia Nikah dalam UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kritis terhadap
Tokoh Masyarakat Desa Ketapang Laok dan Petugas KUA Kecamatan Ketapang kabupaten
Sampang).
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